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0 
MUKADDIMAH 


Zaman modern menjadi masa terjadinya kritis terberat dalam 
sejarah Islam, di mana umat Islam berada dalam kondisi sakit dan di 
saat bersamaan mengalami gesekan besar dengan dunia Barat dalam 
bentuk kolonialisme (Azra 2016). Dalam kondisi seperti inilah dunia 
Islam mengalami perubahan yang radikal, khususnya di bidang 
politik. Persentuhan dengan ide-ide politik Barat modern membuat 
goncangan cukup berarti dalam pemikiran politik Islam. Ide-ide baru 
yang sepenuhnya berbeda dari pemikiran politik Islam lama menjadi 
tema perdebatan di tengah dunia Islam selama beberapa lama, 
bahkan hingga saat ini. 

Salah satu tema perdebatan itu adalah masalah hubungan 
agama dan negara, atau lebih tepatnya, di mana posisi agama dalam 
sebuah negara modern. Perdebatan tentang hal ini melahirkan 
banyak varian pemikiran Islam modern, dari yang integralistik, 
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sekularistik, hingga yang tengah-tengah: simbiosis mutualistik. 
Bersama dengan tema hubungan agama-negara ini juga terdapat 
tema-tema lain: negara bangsa, Pan Islamisme/khilafatisme, 
demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan sebagainya. Perdebatan 
tentang hal tersebut telah berlangsung selama beberapa dekade, 
khususnya di abad ke 19 dan 20 M. Cakupannya pun meliputi 
seluruh Dunia Islam, dari Timur Tengah hingga Islam di kawasan 
Asia Tenggara. 

Sebagai bagian dari Dunia Islam, umat Islam di Indonesia juga 
terseret dalam arus perubahan tersebut. Di masa pra kemerdekaan, 
pasca pembubaran khilafah Turki Utsmani di tahun 1924, banyak 
tokoh-tokoh Islam Indonesia yang terlibat dalam upaya rehabilitasi 
kekhilafahan sebagai satu-satunya kekuatan politik Islam tunggal. 
Umat Islam di Indonesia juga mengalami masa-masa perdebatan 
panas dalam meletakkan agama (Islam) di negara merdeka yang 
akan dibentuk. Perdebatan Soekarno vs Natsir, Agus Salim, dan 
tokoh-tokoh Islam lainnya di dekade 1920-an menjadi contoh 
konkrit dinamika itu. Tidak hanya di tataran wacana, perdebatan itu 
juga dibawa ke dalam sidang-sidang resmi BPUPK (Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), PPKI hingga Konstituante di 
dekade 1950-an. 

Dari perdebatan panjang dengan segala dinamikanya itu, pada 
akhirnya umat Islam Indonesia -bersama-sama dengan elemen 
bangsa lainnya- menyepakati sebuah negara modern berbentuk 
republik yang menempatkan agama dalam posisi mulia. Penempatan 
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan inti dari sila-sila 
yang lain dalam Pancasila merupakan ijtihad politik yang menarik 
dalam konteks kenegaraan modern. Dalam bentuk negara seperti ini, 
Republik Indonesia merupakan sebentuk negara modern 
sebagaimana negara-negara lain di dunia Barat. Namun demikian, 
penempatan agama dalam posisi yang mulia itu menjadikan 
Republik Indonesia berbeda dari negara-negara Barat modern. 

Meski sintesis unik ini telah disepakati oleh tokoh-tokoh 
bangsa, di mana kebanyakan dari mereka adalah tokoh pergerakan 
Islam, namun saat ini muncul beberapa kelompok kecil dalam umat 
Islam yang kembali mempersoalkannya. Mereka tampak belum puas 
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dan ingin kembali ke perdebatan ideologis sebagaimana yang terjadi 
sebelum dan di awal-awal kemerdekaan. Nasionalisme, negara 
bangsa, dan demokrasi kini menjadi tema-tema yang kembali hangat 
diperdebatkan. 

Pada titik inilah penting untuk kembali mengkaji pemikiran 
tokoh-tokoh pemikir dan pergerakan Islam yang terlibat dalam 
pembentukan negara Indonesia modern. Mereka bukan hanya 
pemikir, namun juga tokoh pergerakan yang terlibat langsung dalam 
dinamika sosial-politik bangsanya, sehingga gagasan-gagasan 
mereka menjadi membumi. Pemikiran mereka bukan mengawang di 
awan, namun lahir dari proses pergulatan yang mereka alami dalam 
membentuk negara modern tanpa menyalahi nilai-nilai agama. Di 
titik inilah menariknya kajian atas pemikiran mereka. Dari mereka 
inilah kita bisa kembali belajar bagaimana menerjemahkan nash- 
nash ideal Islam dalam konteks zaman dan tempatnya yang terus 
berubah. 

Ada banyak tokoh pemikir dan aktivis politik Islam di 
Indonesia dengan gagasan menarik dan penting. Gagasan dan peran 
mereka semua layak dikaji, namun keterbatasan waktu membuat 
hanya beberapa yang sempat untuk dikaji, yaitu: H.O.S. 
Tjokroaminoto, KH. Hasyim Asy'ari, H. Agus Salim, M. Natsir, KH. A. 
Wahid Hasyim, Buya Hamka, dan Abdurrahman Sjihab. 

H.O.S. Tjokroaminoto merupakan guru bagi guru-guru bangsa. 
Soekarno, Semaun, Kartosoewirjo, dan banyak lagi aktivis 
pergerakan yang pernah belajar pada Tjokroaminoto. Di bawah 
kepemimpinannya, Sarekat Islam (SI) menjadi gelombang besar yang 
menggerakkan warga pribumi di Hindia Belanda untuk bangkit dari 
penjajahan. SI menjadi gerakan nasional pertama yang menjangkau 
hampir seluruh wilayah Hindia Belanda, berbeda dari Budi Utomo 
(BU) atau berbagai pergerakan lain yang bersifat kedaerahan. Islam 
menjadi simpul pengikat warga pribumi di Hindia Belanda sehingga 
mereka merasa sebagai satu identitas. Islam pula yang menjadi 
ideologi SI untuk membangkitkan kesadaran warga pribumi untuk 
bangkit dari keterpurukan akibat penjajahan. 

Bersama Tjokroaminoto ada H. Agus Salim. Salim dikenal 
sebagai guru dan ideolog politik Islam di Indonesia. Dia merupakan 
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ideolog utama SI yang memberikan garis tegas antara SI Putih yang 
berideologi Islam, dengan SI Merah yang beridelogi komunisme. Di 
tangannya SI bertransformasi dari gerakan yang semula menjadikan 
Islam hanya sebagai identitas rakyat pribumi, menjadi Islam sebagai 
ideologi gerakan. Salim juga guru bagi intelektual muslim muda yang 
tergabung dalam Jong Islamieten Bond (JIB) dan Studenten Islam 
Studieclub (SIS). Dari organisasi ini kemudian lahir tokoh-tokoh 
pergerakan Islam semacam Moh. Natsir, Prawoto Mangkusasmito, 
Moh Roem, Samsjurizal, Jusuf Wibisono, hingga Hamka. 

Moh. Natsir merupakan anak didik H. Agus Salim yang 
terkemuka. Di era pra kemerdekaan Natsir pernah berdebat dengan 
Soekarno mengenai dasar negara, antara Islam dan sekularisme. 
Pasca kemerdekaan, Natsir menjadi tokoh politik Islam papan atas. 
Dia tokoh utama pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan 
kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui 
Mosi Integral Natsir. Dia juga pernah menjadi perdana menteri dan 
Ketua Umum Partai Masyumi. Natsir juga terlibat aktif dalam 
perdebatan mengenai dasar negara di Konstituante. Ketika 
pergerakan politiknya dibatasi oleh pemerintah Orde Baru, Natsir 
berkonsentrasi di bidang dakwah dengan mendirikan Dewan 
Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) melalui strategi “berpolitik 
lewat dakwah.” Di kemudian hari gerak dakwah DDII banyak 
melahirkan apa yang sering disebut sebagai “new santri”. Salah satu 
gagasan menarik dari Natsir adalah teistik-demokrasi. 

Seiring dengan Natsir adalah Hamka dan Abdurrahman Sjihab. 
Meski bukan tokoh puncak Masyumi, namun Hamka banyak terlibat 
dalam partai modernis tersebut. Perannya lebih banyak di balik 
layar. Natsir seringkali berdiskusi dengan Hamka ketika menemui 
persoalan politik yang pelik. Sebagaimana Natsir, Hamka juga 
berguru pada H. Agus Salim, dan juga HOS Tjokroaminoto. Hamka 
menjadi anggota Konstituante dari Masyumi pada Pemilu 1955. 
Dalam lembaga pembuat UUD itu Hamka terlibat dalam perdebatan 
tentang dasar negara Indonesia. Hamka menjadi salah satu tokoh 
oposisi yang lantang menolak otoritarianisme Demokrasi Terpimpin 
ala Soekarno. Selain bersuara di Konstituante, sikap kritis itu juga 
disuarakan di media massa yang dikelolanya, Pandji Masjarakat. 


4 


Akibat sikap kritisnya ini Hamka, Natsir, dan tokoh-tokoh oposisi 
dipenjara oleh rezim Soekarno. Di era Orde Baru, Hamka lebih 
banyak bergerak di bidang dakwah membina kelas menengah 
muslim yang saat itu sedang tumbuh. 

Sementara Abdurrahman Sjihab berperan penting dalam 
dakwah dan pendidikan di Sumatera. Sjihab juga tokoh penting 
membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan di 
Sumatera. Peran politik kebangsaan tokoh Al-Jam'iyatul Washliyah 
(Al Washliyah) telah dimulai sejak pendudukan Jepang dan terus 
berlanjut hingga kemerdekaan. Ketika berita proklamasi 
kemerdekaan Indonesia sampai di Sumatera, Sjihab mengerahkan 
seluruh sumber daya Al Washliyah untuk membela kemerdekaan 
tersebut. Momen penting perjuangan Sjihab di Sumatera terjadi saat 
ia menjadi pendorong utama keluarnya fatwa Jihad 
mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Al 
Washliyah serta perjuangannya dalam membubarkan Negara 
Sumatera Timur (NST) untuk berintegrasi dengan Republik 
Indonesia. Bukan hanya di tingkat lokal, kiprah kebangsaan Sjihab 
berlanjut di tingkat nasional dengan menjadi anggota KNIP, DPR 
Sementara, hingga menjadi Ketua Majelis Syura Partai Masjumi. 

Dari jalur pesantren lahir banyak tokoh pergerakan yang 
memberikan sumbangan penting bagi keislaman dan keindonesiaan. 
Tokoh sentralnya adalah KH. Hasyim Asy'ari. Pendiri Pesantren 
Tebuireng ini merupakan salah satu tokoh utama Nahdlatul Ulama 
(NU). Perjuangan kebangsaannya telah dimulai sejak Jepang masuk 
ke Indonesia dan terus berlanjut hingga di awal-awal kemerdekaan 
RI. Fatwanya tentang kewajiban berjihad (Resolusi Jihad) membela 
kemerdekaan menjadi momentum penting bagi perjalanan bangsa 
ini. Hadratus Syaikh ini punya cita-cita mempersatukan umat Islam 
di Indonesia. Ini ditandai keterlibatannya dalam Majelis Islam A'la 
Indonesia (MIAI) dan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), 
baik Masyumi di era Jepang maupun Masyumi sebagai partai politik 
Islam pasca kemerdekaan. 

Tokoh pesantren lainnya adalah KH. A. Wahid Hasyim. Ini 
tokoh unik. Dia tidak pernah mengenyam pendidikan formal 
Belanda. Pendidikannya murni dari pesantren. Namun demikian dia 
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menguasai bidang-bidang keilmuan modern layaknya lulusan 
sekolah Belanda. Bersama Natsir dia mendirikan dan membesarkan 
Partai Masyumi. Namun, ketika NU melepaskan diri dari Masyumi 
dan menjadi partai politik independen, dengan berat hati dia 
berpisah partai dengan Natsir. Peran politik Wahid Hasyim telah 
dimulai sejak muda sebagai pelaksana bagi ayahnya, KH Hasyim 
Asyari, di Kantor Urusan Agama bentukan Jepang. Dia juga terlibat 
dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Wahid Hasyim 
merupakan tokoh yang berperan dalam perumusan dasar negara 
Indonesia merdeka di BPUPK. Tokoh NU ini juga sempat masuk ke 
dalam beberapa kabinet pasca proklamasi. 

Peran dan pemikiran tokoh-tokoh Islam itu diulas oleh 
beberapa pakar. Peran dan pemikiran HOS. Tjokroaminoto dibahas 
oleh Fajar Nursahid, dosen Universitas Bakrie Jakarta. Sementara 
pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dibahas oleh Muhammad Ainun Najib 
(dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) dan Ahmad 
Khoirul Fata (dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo). Pemikiran politik 
Buya Hamka dibahas oleh Pradana Boy ZTF (Dosen Universitas 
Muhammadiyah Malang), Johan Budi (Pusat Studi Buya Hamka Univ. 
Muhammadiyah Prof Dr Hamka/UHAMKA) Jakarta, dan Ahmad 
Khoirul Fata. Tentang KH. A. Wahid Hasyim diulas oleh Alissa 
Ootrunnada Wahid (cucu KH. A. Wahid Hasyim), A. Khoirul Anam 
(dosen Univ. Nahdlatul Ulama Indonesia/UNUSIA Tangerang, 
Mahasiswa S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Ulil Abshar Abdalla 
(cendekiawan muda NU, Ketua Lakpesdam NU), dan Harun Ni'am 
(Dosen Univ. Wahid Hasyim Semarang, Mahasiswa S3 Ilmu Politik UI 
Jakarta). 

Peran dan pemikiran politik Dr. Mohammad Natsir dibahas 
oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum DPP Partai Bulan 
Bintang, peneliti tentang Masyumi), Lukman Hakiem (penulis buku 
“Biografi Mohammad Natsir”), Pepen Irpan Fauzan (dosen Sejarah 
Peradaban Islam STAI Persatuan Islam Garut, mahasiswa S3 UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Fajar Nursahid. Kiprah dan 
pemikiran politik H. Agus Salim dibahas Pepen Irpan Fauzan, Tiar 
Anwar Bachtiar (Peneliti senior Institute for the Study of Islamic 
Thought and Civilizations/INSISTS, dosen STAI Persatuan Islam 
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Garut), dan Agusman Damanik (dosen UIN Sumatera Utara Medan). 
Sedangkan tentang Abdurrahman Sjihab diulas oleh Ja'far (dosen 
IAIN Lhouksemawe). 

Sebagian bahan buku ini berasal dari Webinar Ramadan Ngaji 
Pemikiran Politik Islam Indonesia yang diselenggarakan alumni 
Sekolah Demokrasi LP3ES angkatan I dan II. Atas kerja baik 
beberapa kawan materi webinar tersebut berhasil dituangkan dalam 
bentuk tulisan, dan ditambah beberapa tulisan lain untuk 
memperkaya khazanah. Kami mengucapkan syukur kepada Allah 
Swt. atas terbitnya buku yang sangat bernilai untuk mengasah 
kembali keislaman dan keindonesiaan kita. Ungkapan terima kasih 
juga dihaturkan untuk pihak LP3ES, para pemateri webinar & 
kontributor tulisan, mas Alfan Alfian yang sedia memberikan kata 
pengantar, serta semua alumni Sekolah Demokrasi LP3ES angkatan I 
dan II yang banyak memberikan sumbangsih bagi terbitnya buku ini, 
khususnya untuk mbak Ratu Tasya Ismaya Putri & mbak Izzatul Isma 
yang banyak membantu mentranskrip materi yang ada dan kerja- 
kerja teknis lainnya. Al-'afwu minkum. 


Jakarta, Mei 2022 


Editor 


DAN 
& 
Cun 

Kata Pengantar 


KONTRIBUSI PARA TOKOH UMAT 
DALAM DINAMIKA KEINDONESIAAN 


Oleh: M. Alfan Alfian! 


Kontribusi umat Islam dalam sejarah kebangsaan kita, tentu saja 
tidak dapat dilepaskan dari para tokoh yang menyembul di dalamnya. 
Tokoh-tokoh itulah yang menggerakkan melalui ragam motivasi dan 
persuasi masing-masing, apakah itu terkait dengan kemerdekaan 
bangsa, mempertahankan kemerdekaan, atau bagaimana umat Islam 
turut serta dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Keumatan 
dan kebangsaan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. 
Para tokoh yang dibahas dalam buku ini, yang kebetulan semua dari 
ranah ketokohan klasik sejarah bangsa, ialah para religius nasionalis, 
yang tak diragukan lagi. 


1 Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas 


Nasional dan Kepala Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa pada Akbar Tandjung 
Institute, Jakarta 


Perkembangan nasionalisme keindonesiaan, bagaimanapun 
tak dapat dilepaskan dari spirit keislaman yang disembulkan oleh 
para tokoh Islam pada masanya. H.O.S. Tjokroaminoto tentu sangat 
legendaris dalam mempelopori dan mengumandangkan pentingnya 
kemerdekaan, menggelorakan nasionalisme, dan nilai-nilai Islam 
mendukung itu. Keadilan sosial harus ditegakkan oleh bangsa 
sendiri, justru ketika kaum kolonial tengah sibuk mempertontonkan 
ketidakadilan dan  kesewenang-wenangan di mana-mana, 
menjadikan kaum pribumi sebagai warga kelas bawah. Pribumi telah 
identik dengan “wong Selam”, kaum Muslim yang berjumlah 
mayoritas, yang secara politik dan sosio-ekonomis tertindas. Kita 
bisa memahami mengapa Tjokroaminoto lantas tergerak menulis 
“Islam dan Sosialisme” pada 1924, yang gagasan awalnya tak lepas 
dari artikelnya “Apakah Sosialisme Itu” dan “Sosialisme Berdasar 
Islam” di surat kabar resmi SI, Oetoesan Hindia, pada 1 Januari 1913. 
Lebih dari itu, terlepas dari perpecahan yang terjadi di tubuh Sarekat 
Islam (SI) terutama karena mengemukanya manuver kelompok Kiri, 
SI merupakan organisasi bertendensi politik nasionalis yang paling 
berpengaruh pada era kebangkitan nasional. 

Selain SI tentulah kita juga mempertimbangkan yang lain. 
Meskipun terdapat yang lain, namun dalam skala nasional yang lebih 
luas, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) hingga kini paling 
banyak dibicarakan. Pada masanya, percampuran tokoh-tokoh 
Muhammadiyah dan NU terjadi dalam eksperimentasi kepolitikan 
Partai Masyumi. Kalau saja tidak ada perpecahan yang berpuncak 
pada keluarnya NU dari Masyumi pada 1952, peta politik pasca- 
Pemilu 1955 tentu akan ditandai oleh digdayanya kebesaran politik 
elektoral kelompok Islam. Kita bisa melihat kembali, capaian 
elektoral Pemilu 1955 yang dimenangkan secara dukungan suara 
oleh pertama Partai Nasional Indonesia (PNI), baru Masyumi, lantas 
NU, dan yang paling mengejutkan ialah di posisi keempat, yakni 
Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai Syarikat Islam Indonesia 
(PSII) yang bergerak di luar Masyumi ada di urutan kelima. 
Bayangkan saja kalau hanya ada satu partai Islam, kedigdayaan 
elektoral itu lebih kokoh lagi. 


Kita harus jujur atau berani untuk melakukan apa yang 
dikonsepsikan oleh Kuntowijoyo, objektivikasi, untuk mengatakan 
bahwa sejarah kepolitikan Islam pasca-kemerdekaan hingga dewasa 
ini, tak lepas dari aneka perpecahan. Sejarah perpecahan atau 
divergensi politik bahkan bisa kita telusur sejak era kolonial. 
Sementara sejarah konvergensi alias penyatuan di kalangan 
kekuatan politik Islam, mengalami ketekoran. Berbagai kekuatan 
politik Islam lantas berlomba mendapat dukungan politik atau 
elektoral ke ceruk pasar yang sama. Beragam tokoh yang 
menyembul di sana belum tentu mampu membuat agenda politik 
yang sama, bahkan satu sama lain terus terkesan jor-joran alias 
saling berkontestasi. Realitas kontestatif di antara kekuatan politik 
Islam itu sendiri, sesungguhnya juga membuat para tokoh umat 
serba-dilematis (meminjam istilah Eonggo Warsito “ewuh oyo”) 
dalam berbagai hal. Manakala ditinjau dari perspektif populisme 
politik, tokoh-tokoh umat yang menonjol dalam sejarah belum tentu 
tinggi manakala dikuantifikasi secara elektoral. Tembok karang 
realisme politik belum memperlihatkan bahwa para tokoh umat itu 
dianggap riil, meskipun persatuan selalu diikhtiarkan. 

Namun, meninjau mereka tentu kurang arif, manakala 
sekadar dilihat dari perspektif populisme politik. Mereka perlu 
ditinjau dari aspek-aspek yang melampaui politik. Mereka 
merupakan kelompok referensi yang di dalamnya menuangkan 
ragam kata kunci seperti kepeloporan, perjuangan, keberpihakan, 
idealisme, keteladanan, dan semacamnya. Tjokroaminoto, Hasyim 
Asy“ari, Agus Salim, Wahid Hasyim, Mohammad Natsir, HAMKA, 
dan Abdurrahman Sjihab sebagaimana diulas oleh para kontributor 
dalam buku ini, tak diragukan ialah para idealis, pelopor, pejuang, 
dan memiliki keberpihakan yang tinggi untuk kemajuan umat dan 
bangsa, serta para teladan. Sehingga, bukan dimensi kontestasi yang 
ditonjolkan lagi melainkan dimensi komparasi, bagaimana pemikiran 
dan kiprah perjuangan mereka disandingkan dan diperbandingkan. 
Mereka ialah para moralis, dan moralitas Islami mereka dihadapkan 
pada dinamika politik yang seringkali tidak fair dan tidak 
demokratis. 
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Kita masih ingat bagaimana demokrasi dihancurkan dan 
lantas Presiden Sukarno membuat eksperimen politik apa yang 
disebutnya sebagai Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) pasca 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masyumi dan juga Partai Sosialis 
Indonesia (PSI) jelas merupakan korban politik, di mana para 
tokohnya dipenjarakan tanpa pengadilan. HAMKA sampai-sampai 
justru menulis Tafsir Al-Azhar sewaktu menjadi tahanan politik Orde 
Lama. Tentu kita lazim membaca kisah-kisah para tokoh, apakah itu 
Natsir (Masyumi) hingga Mochtar Lubis (PSI) sama-sama merasakan 
penjara Orde Lama. Namun, ketika Orde Lama usai digantikan Orde 
Baru, nasib kepolitikan Islam pun tak kunjung membaik. Suharto 
menolak rehabilitasi Masyumi. Campur tangan penguasa terlalu 
kental dalam pembonsaian kekuatan-kekuatan politik Islam, 
terutama pasca-fusi partai-partai politik 1973. 

Ada dua tokoh NU yang diulas di buku ini, Hasyim Asy'ari dan 
Wahid Hasyim, masing-masing kakek dan ayah Abdurrahman Wahid, 
Presiden RI pertama kali di era Reformasi pasca-1998. Ketokohan 
mereka tak diragukan. Hasyim Asy'ari merintis perjuangan para 
ulama melalui pendekatan yang berbeda dengan Muhammadiyah 
yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Para tokoh Muhammadiyah 
banyak bergerak di jalur pendidikan modern, untuk membedakan 
dengan NU yang tradisional-pesantren. Namun, para tokoh 
Muhammadiyah banyak terlibat sebagai pendiri bangsa, juga tokoh- 
tokoh NU termasuk Wahid Hasyim. Kita bisa memutar kembali jarum 
jam sejarah detik-detik ketika UUD 1945 disahkan dalam Sidang 
Penitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 
1945. Di sana, peran mereka dalam merumuskan Pancasila 
sebagaimana yang kita kenal saat ini, tak main-main. Mereka juga 
rela menghapus Tujuh Kata dalam sila pertama Piagam Jakarta, 
“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya.” Sehingga dapat dipahami, manakala Endang 
Saifuddin Anshari dalam tesisnya “The Jakarta Charter of June 1945” 
(1976) yang telah menjadi klasik itu menggarisbawahi besarnya 
pengorbanan dan kontribusi para tokoh Islam dalam perumusan 
Pancasila. 
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Tentu kita perlu menyebut banyak nama selain para tokoh 
yang diulas dalam buku ini. Dari kalangan Masyumi, para pendekar 
yang layak diperhitungkan tidak sekadar Natsir, tetapi di sana ada 
Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimejo, Burhanudin 
Harahap, Isa Anshari, Mohammad Roem, Syafrudin Prawiranegara, 
dan yang lain. Dari NU, populerlah selain Wahid Hasyim antara lain 
Wahab Chasbullah, Syaifudin Zuhri, dan yang lain, bahkan di era 
transisi Orde Lama ke Orde Baru menyembullah tokoh Subchan Z.E. 
Para tokoh tersebut, pernah saya ulas dalam buku saya “Islam, 
Pancasila, dan Geliat Demokrasi di Indonesia” (2022). Dengan 
pendekatan populisme politik, bahkan saya lacak tokoh-tokoh Islam 
populer sejak Diponegoro hingga dewasa ini, berikut ulasan 
kelebihan dan keterbatasan masing-masing. 

Sejarah ialah biografi para tokoh, “The history of the world is 
but the biography of great men.” Demikianlah pendekatan populer 
sejarawan Thomas Carlyle. Dan, buku ini, kendati perlu dilengkapi 
banyak tokoh umat lainnya yang merentang dalam sejarah, 
mengingatkan itu. Para tokoh umat ialah pemandu, kelompok 
referensi utama umat Islam di Indonesia. Baik dalam gagasan 
maupun penyikapan masalah-masalah bangsa, para tokoh umat ialah 
rujukan utama umat. Karena itulah memeriksa kembali gagasan- 
gagasan para tokoh umat, selain moralitas pribadi dan sosial dan 
kepolitikan mereka sebagaimana diulas dalam buku ini, menjadi 
sangat penting, terutama bagi generasi masa kini yang dimanjakan 
keserba-instanan teknologi digital. Dari biografi para tokoh umat 
maka akan terbaca proses perjuangan mereka, semuanya penuh 
dengan gagasan dan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk 
mewujudkan kemajuan umat dan bangsa. 

Mereka bukan para tokoh yang instan alias hadir secara ujug- 
ujug dan bukan merupakan para kader jenggot. Mereka merupakan 
pribadi-pribadi yang memiliki etos yang tinggi dalam belajar dan 
berjuang. Mereka adalah para kontributor dan teladan bangsa yang 
pantulan keteladanannya terus memancar hingga kapanpun." 
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D. 


ISLAM DAN SOSIALISME: 
PEMIKIRAN POLITIK H.O.S. TJOKROAMINOTO 


Oleh: Fajar Nursahid! 


“Semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat!” 


Kalimat mutiara ini memang singkat, tetapi luar biasa 
menggugah kesadaran sejumlah anak muda yang “mondok” bersama 
di rumah HOS Tjokroaminoto di Peneleh, Surabaya, sekitar awal 
tahun 1900-an. Di antara mereka terdapat Soekarno, Kartosoewiryo, 
Semaun, Muso, dan lain-lain: yang kelak menjadi tokoh-tokoh 
pemuda yang luar biasa hebat. Mereka lahir dari gemblengan dari 
tangan dingin Tjokroaminoto. Tjokro adalah tokoh pergerakan yang 
luar biasa. Ia tak hanya membesarkan namanya sendiri, tetapi juga 
melahirkan kader-kader bangsa yang tak kalah hebatnya: bukti 
bahwa andilnya sangat signifikan dalam sejarah pergerakan nasional 
bangsa Indonesia. 


1 Dosen Universitas Bakrie Jakarta. 
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Raden Mas Oemar Said Tjokroaminoto lahir pada 16 Agustus 
1882 di desa Bakur, sebuah desa terpencil di Kecamatan Sawahan, 
Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tjokro termasuk pribadi yang 
beruntung, karena dalam dirinya mengalir darah keturunan ningrat/ 
bangsawan dan ulama sekaligus. Eyang buyut Tjokro, yakni Kyai 
Bagoes Kesan Basari, adalah seorang ulama kenamaan yang 
memimpin sebuah pondok pesantren di Desa Tegalsari, Kabupaten 
Ponorogo, Karesidenan Madiun. Ia menikahi seorang puteri Keraton 
Surakarta (puteri dari Susuhunan Amangkurat II), yang dengan 
pernikahan ini eyang buyut Tjokro menjadi anggota keluarga 
Keraton Surakarta. 

Dari perkawinannya dengan puteri Susuhunan, Kyai Bagoes 
Kesan Besari dikaruniai seorang putra bernama Raden Mas Adipati 
Tjokronegoro. Berbeda dengan ayahnya yang ulama, Tjokronegoro 
lebih memilih bidang kepamong-prajaan sebagai profesinya. Ia 
menduduki berbagai jabatan penting di pemerintahan, di antaranya 
sebagai Bupati Ponorogo. Tjokronegoro dianugerahi seorang putera 
bernama Raden Mas Tjokroamiseno, yang juga lebih suka mengikuti 
jejak ayahnya sebagai pegawai pamong praja ketimbang mengikuti 
kakeknya sebagai kyai. Karir Tjokroamiseno juga relatif baik 
sehingga menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, 
antara lain sebagai Wedana di Kletjo Karesidenan Madiun, Jawa 
Timur. Tjokroamiseno inilah ayah Tjokroaminoto. 

Tjokro muda dikenal sebagai anak yang cerdas. Kecerdasan 
inilah yang membawa dirinya masuk ke OSVIA (Opleidings School 
Voor Inlandsche Ambtenaren) di Magelang, dan berhasil menamatkan 
pendidikan di sekolah ini pada 1902. Tjokro dijodohkan dengan 
Raden Ajeng Soeharsikin, putri Raden Mas Mangoensomo (seorang 
Patih atau Wakil Bupati Ponorogo pada masa itu). Secara silsilah 
Raden Ajeng Soeharsikin merupakan keturunan dari Panembahan 
Senopati dan Ki Ageng Mangir di Madiun. 

Sifat “keras kepala” --atau tepatnya teguh pendirian (pen) 
Tjokro terbawa hingga di kehidupan rumah tangganya. Tjokro 
berselisih paham dengan ayah mertuanya karena berbeda 
pandangan mengenai sikap dan pilihan hidup. Ayah mertua Tjokro 
sangat mengiginkan agar ia bertahan sebagai birokrat. Tjokro sendiri 
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selama tiga tahun sudah menjadi juru tulis Patih di Ngawi. 
Perbedaan cara pandang serta sikap antara mertua dan menantu ini 
semakin hari semakin tajam. Tjokro memilih meninggalkan rumah 
kediaman mertuanya. Istri Tjokro menyusul kemudian setelah 
melahirkan anak pertama, menujukkan bakti istri yang teguh dan 
setia mendampingi suaminya dalam masa-masa sulit ketika 
berkonflik dengan ayahandanya sendiri. 

Tjokro mengembara hingga kota Semarang pada sekitar tahun 
1905. Keluar dari zona nyaman sebagai ambtenaar di Ngawi. Dari 
tahun 1905 hingga 1907 Tjokro bekerja sebagai kuli pelabuhan 
untuk sekadar menyambung hidup. Ini menjadi pengalaman penting 
yang membentuk hidupnya: ia menjadi lebih terdorong untuk 
memperhatikan kehidupan kaum buruh. Tjokro pun makin 
memahami kehidupan rakyat kecil yang jauh dari kenyamanan 
hidup. Kondisi inilah yang menjadi cikal bakal letupan ide Tjokro 
dalam dunia pergerakan melawan Belanda. Tjokro lah yang 
mempelopori berdirinya 'sarekat sekerja' dengan tujuan untuk 
mengangkat harkat kaum buruh. 

Sulit berkembang di Semarang, Tjokro memutuskan pindah ke 
Surabaya. Di kota ini ia bekerja pada sebuah firma bernama Kooy & 
Co, sembari melanjutkan sekolah. Ia mengikuti pendidikan di BAS 
(Burgerlijke Avond School), semacam sekolah teknik sipil jurusan 
mesin, pada tahun 1907-1910. Sekolah dan bekerja dirangkapnya 
hingga ia tamat. Setamat dari BAS, Tjokro berganti pekerjaan 
menjadi juru mesin (leerling machinist) selama setahun, dan 
kemudian menjadi juru kimia (chemicker) pada sebuah pabrik ula di 
Rogojampi, Surabaya (1911-1912). Di sela-sela kesibukannya 
bekerja, Tjokro rajin menulis di koran. Kebanyakan tulisannya 
menggambarkan kondisi rakyat yang memprihatinkan akibat 
eksploitasi perusahaan- perusahaan asing dan, tentu saja, 
pendudukan kolonial Belanda. 

Tulisannya tersebar luas berbagai surat kabar dan media lain 
yang ada di kota Surabaya, yakni antara lain: Suara Surabaya, 
Oetoesan Hindia, Fajar Asia, Bendera Islam, Soeloeh Hoekoem, dan 
majalah Al-Jihad. Tulisan -tulisan Tjokro sangat kritis dan berani. 
Gagasannya mengenai pemihakkannya terhadap rakyat keci sangat 
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jernih. Tokro pun dikenal sebagai tokoh muda pembela rakyat kecil. 
Selain menulis tentang nasib buruh yang tertindas, gagasan Tjokro 
juga mencakup nasionalisme kebangsaan. Ia mulai melakukan 
penyadaran Nusantara untuk mewujudkan Zelfbestuur atau 
pemerintahan sendiri. 

Untuk membantu ekonomi keluarga, Soeharsikin membuka 
rumahnya untuk indekos para pelajar di Surabaya. Pelajar yang 
mondok di rumah Tjokroaminoto sekitar 20 orang. Kebanyakan dari 
mereka bersekolah di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) atau 
HBS (Hollands Binnenlands School). Di antara para siswa yang 
mondok tersebut terdapat nama-nama seperti Soekarno, 
Kartosoewiryo, Sampoerno, Abikoesno, Alimin, dan Muso. Mereka 
tidak hanya “mondok” dalam pengertian indekost (numpang makan 
dan tidur) di rumah Tjokro di Jalan Paneleh VII No. 29-31 Surabaya, 
tetapi mereka juga berdiskusi secara intensif baik dengan sesama 
teman sepemondokan maupun dengan Tjokro sendiri. Beberapa di 
antara mereka yang bersentuhan dengan khazanah pemikiran 
Tjokro lalu tumbuh menjadi tokoh-tokoh nasional adalah Soekarno, 
Muso dan Kartosoewiryo. 

Tjokro bergabung dengan Sarekat Islam (SI) pada bulan Mei 
1912 atas ajakan H. Samanhoedi, pendiri & pimpinan Sarekat Dagang 
Islam (SDI), kemudian berubah jadi Sarekat Islam (SI), pertama. 
Semula Tjokro menjadi ketua SI cabang Surabaya. Namanya mulai 
melambung setelah sukses menyelenggarakan pertemuan akbar SI di 
Surabaya pada 26 Januari 1913. Kemudian pada Kongres Perdana SI 
pada 25 Maret 1913 di Surakarta, Tjokro terpilih menjadi Wakil 
Ketua Pimpinan Pusat SI mendampingi Samanhoedi. Dalam 
posisinya sebagai Wakil Ketua itulah Tjokro mulai menanamkan 
pengaruhnya dalam tubuh SI, hingga ia menduduki pimpinan puncak 
organisasi ini selama beberapa periode. 

Di bawah kepemimpinan Tjokro, SI berkembang menjadi 
organisasi besar dan mendapatkan pengakuan dari pemerintahan 
kolonial Belanda. SI tumbuh tidak lagi sekedar organisasi dagang 
tetapi menjadi organisasi/partai politik yang memper- juangkan 
nasionalisme Indonesia. Hal ini nampak dari pernyataan Tjokro yang 
dikemukakan dalam sebuah pertemuan SI di Surabaya pada 12 
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Januari 1913 bahwa SI bertujuan untuk “membangunkan 
kebangsaan, mencari hak-hak kemanusiaan yang memang sudah 
tercetak oleh Tuhan, menjunjung derajat yang masih rendah, 
memperbaiki nasib yang masih jelek dengan jalan mencari tambahnya 
kekayaan..”. Sejak Kongres di Bandung pada tahun 1916, partai ini 
sudah bupaya menegakkan cita-cita nasionalisme dan Islam sebagai 
sebuah ajaran dasar pemikiran. SI juga dikenal progresif karena 
telah mengajukan tuntutan Indonesia merdeka yang dipandang 
sebagai inti aspirasi masyarakat Indonesia. Dalam pandangan SI, 
bangsa Indonesia mempunyai hak untuk berpastisipasi dalam 
penyusunan kebijakan politik melalui undang-undang dan peraturan 
lain yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, SI memutuskan 
untuk turut serta di dalam Volkstraad (Dewan Rakyat) untuk 
menegukan tujuannya dalam memperjuangkan cita-cita Indonesia 
merdeka. SI juga memiliki misi untuk mengubah Volkstraad menjadi 
parlemen sejati. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sejarah lalu juga mencatat 
SI yang terpecah menjadi dua: “SI Putih” dan “SI Merah”. SI Putih di 
bawah pengaruh Tjokro dan H. Agus Salim masih mempertahankan 
nilai-nilai Islam sebagai nilai dasar gerakan SI, sementara SI Merah 
di bawah Semaun, Alimin, Darsono, dan lain-lain lebih banyak 
mengadopsi nilai-nilai Marxis dan paham komunis sebagai basis 
gerakannya. 

Terdapat sejumlah konteks yang turut membentuk pemikiran 
politik. Pertama, konteks religiusitas keluarga yang diturunkan dari 
kakek buyut Tjokro. Ini menjadikan semangat untuk menerapkan 
nilai-nilai Islam dalam kehidupan relatif kuat dan menonjol. Kedua, 
kepribadian Tjokro yang terbentuk dari pengalaman hidup yang 
panjang. Tjokro, sebagaimana telah digambarkan, adalah sosok yang 
besar setelah melalui tempaan hidup yang berat dengan berbagai 
macam profesi -mulai dari pegawai kasar seperti kuli pelabuhan, 
teknisi mesin, wartawan hingga pedagang. Ketiga, keteguhan sikap 
dan idealisme Tjokro, yang ditunjukkan antara lain dengan sikapnya 
yang keluar dari “zona nyaman” sebagai pegawai pamong praja dan 
memilih kerja serabutan untuk mempertahankan hidup, bahkan 
ketika harus dihadapkan pada pilihan pahit untuk keluar dari rumah 
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mertua, tidak menggoyahkan idealismenya. Ketiga konteks tersebut 
sangat bermakna dalam turut menyumbangkan “warna” pemikiran 
Tjokro sebagai sosok yang luar biasa kita kenal sekarang ini. 

Meski berasal dari keturunan pesantren tradisional di Jawa 
Timur yang diwarisi dari kakek buyutnya, faham keagamaan Tjokro 
lebih bercorak modernis. Tjokro sangat menekankan pentingnya 
pemahaman tauhid secara benar karena dapat melahirkan manusia 
berkepribadian tangguh, bebas dari rasa takut dan kesedihan yang 
tidak perlu. Tjokro juga sangat menganjurkan agar umat Islam tidak 
larut dalam perdebatan (khilafiyah) untuk hal-hal yang bersifat furu' 
(cabang) saja, tetapi harus lebih mampu berkiprah dalam persoalan- 
persoalan yang lebih besar yang menjadi tantangan ummat Islam. 
Corak pemikiran keagamaan Tjokro mewarnai pemikirannya di 
bidang politik. Gagasan Tjokro di bidang politik relatif progresif. 
Melalui SI, ia membayangkan Indonesia merdeka yang memiliki 
kedaulatan sendiri, terbebas dari penjajahan Belanda. Dalam 
kongres nasional SI di Bandung (1916), Tjokro secara tegas 
menyatakan: 


“Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan 
yang diberikan makan hanya disebabkan oleh susunya. 
Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai 
suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud 
mengambil hasilnya, dan pada saat ini tidaklah lagi dapat 
dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya, terutama 
penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi 
di dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasibnya 
sendiri.” 


“Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan 
undang- undang dan peraturan untuk kita tanpa partisipasi 
kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita.” 


Selain mengedepankan gagasan kemerdekaan dan kedaulatan 
bangsa Indonesia, Tjokro juga berpandangan bahwa Islam adalah 
alat yang ampuh untuk membangun persatuan dan nasionalisme. 
Pandangan politik Tjokro sangat bernuansa sosialistik berpadu 
dengan pengalaman religiusitasnya menjadikan sosial-profetik 
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sebagai visi politik yang kuat dari seorang Tjokro. Ia sangat 
mendambakan sosialisme Islam sebagai nilai ideal yang hendak 
diwujudkan, di mana bangunan sosialis yang didasarkan pada nilai- 
nilai Islam menjadi konsideran kebijakan politik dan ekonomi. Tidak 
ada monopoli, tidak ada riba, dan juga tidak ada eksploitasi terhadap 
sumberdaya manusia, khususnya pekerja kelas rendah. Sebaliknya, 
yang dicita- citakan oleh Tjokro adalah masyarakat yang didasarkan 
pada ikatan persaudaraan, kemerdekaan dan persamaan, namun 
tetap mengedepankan nilai-nilai religiusitas dan cinta tanah air. 

Menarik untuk dikemukakan bahwa pemikiran Tjokro yang 
sampai kepada spirit Islam sebagai sumber inspirasi persatuan dan 
nasionalisme sebenarnya dikembangkan setelah dia merasa “gagal” 
membangun basis persatuan/nasionalisme atas dasar sekular. 
Menurut Takashi Shiraisi (1997), sekeluarnya dari penjara pada 
April 1922, Tjokro tidak kembali ke markas Central SI di Yogyakarta, 
melainkan membangun komunitas baru di Kedung Jati, sebuah kota 
kecil yang mempertemukan jalur kereta api dari Semarang dan 
Yogyakarta. Bersama-sama dengan sejumlah tokoh lokal lain, ia 
mendirikan Pembangunan Persatuan untuk menarik dukungan para 
pegawai bumiputera, khususnya yang tergabung dalam Perserikatan 
Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) untuk bergabung ke Central 
SI. 

Setelah upayanya gagal, Tjokro kembali ke Markas SI di 
Yogyakarta, dan lalu mengubah pandangannya mengenai persatuan 
dan nasionalisme menjadi dibangun atas dasar Islam. Jika 
sebelumnya, Islam dipandang kurang serius, hanya sebatas 
pemaknaan simbolik, maka Tjokro muncul dengan semangat baru, 
menjadikan Islam sebagai semangat untuk merapatkan persatuan. 
Nasionalisme, menurut Tjokro, harus dibangun atas dasar kesamaan, 
dan untuk itu diperlukan unsur pembeda guna membersihkannya 
dari unsur lain. Islam, menurut kesimpulan Tjokro, dipercayai 
sebagai “unsur pembeda” tersebut. Sejak itu, nasionalisme dalam 
pandangan Tjokro, dapat diwujudkan jika dapat menyatukan 
kelompok Islam terlebih dahulu. Tjokro mendapat pelajaran penting 
bahwa menyatukan ummat Islam, karena jumlah yang mayoritas, 
menjadi kunci bagi persatuan dan pembangunan nasionalisme. 
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Dalam perjalanan selanjutnya, seiring dengan bertambahnya 
umur, ketertarikan Tjokro dengan Islam semakin bertambah serius. 
Ia mulai menerbitkan artikel berseri bertajuk “Islam dan Sosialisme” 
di Suara Bumiputera. Tulisan-tulisan itu secara jernih 
menggambarkan  pandangan-pandangan  sosialismenya yang 
didasarkan pada Islam, bukan sosialisme yang didasarkan pada 
paham Marx ataupun sosialisme ala komunis. 

Memang, selain dimaksudkan untuk mewakili pikiran Tjokro, 
“Islam dan Sosialisme” juga adalah untuk pembentukan opini dan 
upaya untuk menarik mereka yang sudah teracuni komunis, 
khususnya di antara pengurus dan anggota SI, untuk kembali kepada 
garis SI yang benar. Tjokro bahkan juga membuat tulisan mengenai 
“Islam dan Sosialisme” ini dalam edisi brosur, yang memuat 
beberapa hal pokok, yaitu: (i) perikemanusiaan sebagai dasar 
bangunan Islam, (ii) perdamaian, (iii) sosialisme, dan (iv) 
persaudaraan. Dijelaskan pula dalam brosur ini bahwa Islam dapat 
dikatakan sama dengan sosialisme karena tiga hal, yaitu karena 
adanya unsur kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Dilihat 
dari isinya, nampak kentara sekali bahwa Tjokro ingin memberi 
batasan yang jelas antara “Sosialisme Islam” di satu sisi, dan 
“Komunisme” di sisi yang lain. Salah satu prinsip yang 
membedakannya, menurut Tjokro, Sosialisme Islam menyandarkan 
kekuatannya kepada Allah. 

Serial tulisan “Islam dan Sosialisme” karya Tjokro (yang 
kemudian dirangkum dalam sebuah buku) memuat pandangan- 
pandangan prinsipil terkait dengan posisi Islam dan Sosialisme, dan 
hubungan antara keduanya. Menurut Tjokro, nilai-nilai dasar 
Sosialisme yang menginginkan adanya prinsip kolektifitas dan 
kesamarataan, dipandang selaras dengan nilai Islam sebagai 
rahmatan lil “alamin (rahmat bagi semesta alam) dan keadilan. 
Dalam pandangan Tjokro, nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan 
bangsa Arab cenderung bersifat sosialis. Sikap sosialis ini juga 
dipedomani sebagai sikap hidup oleh para sahabat Nabi yang 
melanjutkan kepe- mimpinan sesudahnya, dan bahkan juga 
imperium Muslim, keseluruhan gambaran- nya menunjukkan 
kesamarataan dalam kehidupan. 
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Ajaran Islam, menurut Tjokro, adalah pedoman dalam 
menentang segala bentuk dominansi. Segala rukun Islam pada 
dasarnya adalah nilai kesamarataan dalam kehidupan. Tidak ada 
manusia yang mendominasi manusia yang lain. Yang ada adalah 
keyakinan yang teguh bahwa Tuhan hanya satu, dan umat manusia 
di muka bumi hendaknya saling menghargai semata-mata untuk 
mendapatkan rahmat dari Tuhan. Menurut Tjokro, nilai 
kesamarataan Islam ini menjadi poin penting dalam menempatkan 
politik kemanusian sebagai solusi dari penindasan di muka bumi. 

Tjokro meyakini bahwa ajaran Islam mencakup seluruh aspek 
hidup: ekonomi, sosial, dan politik. Dalam aspek ekonomi, Islam 
secara tegas mengharamkan riba dan akumulasi modal yang biasa 
berlaku dalam Kapitalisme. Sebaliknya Islam mengajarkan konsep 
bersedekah (share capital) agar tidak terjadi akumulasi modal di 
satu titik dan semua orang merasa menjadi bagian dari hak ekonomi 
tersebut. Menurut Tjokro, 


“Menghisap keringatnya orang-orang yang bekerja, memakan 
hasil pekerjaannya lain orang, tidak memberikan bahagian 
keuntungan yang mestinya (dengan seharusnya) kebahagiannya 
lain orang yang turut bekerja mengeluarkan keuntungan itu, - 
semua perbuatan yang serupa ini, oleh Karl Marx disebut 
memakan keuntungan “meerwaarde” atau nilai lebih adalah 
dilarang dengan sekeras-kerasnya oleh agama Islam, karena 
itulah perbuatan memakan “riba” belaka.” 


Dalam aspek sosial, Tjokro menjelaskan bahwa menghargai 
manusia dengan memandangnya secara sederajat dengan yang lain 
adalah inti ajaran Islam. Cara pandang ini dapat menghindarkan kita 
dari kesombongan saat bergaul di masyarakat sekitar kita. Jika 
kesombongan yang dimunculkan, akan tumbuh sikap antipati 
terhadap manusia karena menganggap mereka tidak sederajat. Jika 
ini terjadi, sebenarnya kita telah berada dalam lingkaran mahluk 
individual yang dibenci oleh Islam. 

Dalam aspek politik, Tjokro berusaha menjelaskan bagaimana 
sebuah pemerintahan yang berbasis agama hendaknya menjadi 
tujuan utama. Tjokro berpandangan bahwa pemerintahan sekular 
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kerap sekali terbukti gagal menghadirkan kesejahteraan bagi 
masyarakatnya. Tjokro juga menentang keyakinan kaum sekularis 
yang berupaya memisahkan persoalan agama dari kehidupan politik: 
seolah-olah berpolitik bukanlah bertujuan untuk mencari rahmat- 
Nya. Dalam berpolitik, menurut hemat Tjokro, idealnya adalah untuk 
mencari kemaslahatan, bukan untuk saling membodohi atau bahkan 
mengekspolitasi sesama umat manusia, yang itu sangat dibenci oleh 
Islam. 

Menurut Tjokro, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan 
dasar-dasar sosialisme, dan itu sekaligus menggambarkan kemajuan 
budi pekerti. Dasar-dasar sosialisme ini terdiri atas tiga anasir: 
“kemerdekaan (vrijheid-liberty), persamaan (gelijkheid-eguality), dan 
persaudaraan (broederschap- fraternity)”. Ketiga anasir ini inilah 
dipercaya oleh Tjokro sebagai nilai yang mampu menciptakan 
kolektifitas dalam berbagai aspek kehidupan untuk meraih 
kemenangan, termasuk dalam perjuangan nasional bangsa Indonesia 
untuk mem- bebaskan diri dari penjajahan. 

Tjokro juga menyarankan pentingnya agar umat Islam 
mengambil pelajaran dari tindakan Nabi yang sangat menjunjung 
nilai kemanusiaan dan menentang perbudakan. Nabi mengatakan, 


“Tentang budak-budakmu berilah makan padanya saperti yang 
kamu makan sendiri, dan berilah pakaian padanya seperti 
pakaian yang kamu pakai sendiri. Apabila kamu tidak dapat 
memelihara mereka, atau mereka melakukan kesalahan, 
lepaskan mereka. Mereka itu hamba Allah seperti kamu juga, 
dan kamu harus berlaku baik-baik kepada mereka.” 


Demikian juga Nabi, dengan segala kemuliannya, tidak pernah 
menyuruh-nyuruh orang untuk menjunjung dan menyanjung dia 
secara berlebihan. Pada setiap kali ia melakukan perbuatan yang 
menunjukkan kesanggupan, Nabi selalu merendah dan menunjukkan 
penghambaan yang luar biasa di hadapan Tuhan dengan 
mengatakan “Insya Allah, kalau Allah memperkenankannya.” 
Demikian juga tak terhitung contoh-contoh akhlak mulia yang 
ditunjukkan oleh Nabi, yang menggambarkan kesederajatan dan 
kesamarataan, sebagaimana semangat itu ada pada sosialisme. Hal 
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ini juga dipedomani oleh para sahabat-sahabat utama sepeninggal 
Nabi. 

Gagasan Tjokro mengenai Islam dan Sosialisme bukannya 
tanpa halangan. Terdapat sejumlah tokoh Islam melihat ide Tjokro 
masih abstrak dan terkesan memaksakan ideologi Sosialisme, yang 
dikenal agak dekat dengan Komunisme. Tjokro juga dianggap masih 
dalam proses mempelajari Islam seutuhnya. Kritik ini agak ironis 
sebenarnya, mengingat serial tulisan Tjokro mengenai “Islam dan 
Sosialisme” ini disebarluasan justru untuk menanggulangi paham 
sosialisme yang diusung oleh kaum atheis dan komunis di Indonesia. 
Perbedaan respon dan pandangan ini tak lepas dari dinamisnya 
umat Islam yang bervariasi dan terfragmentasi dalam berbagai 
kelompok, sebuah kondisi yang (dalam angan Tjokro) hendak 
dibenahi melalui persatuan dan nasionalisme Islam. Namun 
demikianlah keadaannya. 

Tjokro sendiri konsisten dengan pandangan sosialistiknya ini. 
Salah satu wasiat Tjokro yang terkenal adalah ungkapan “berhentilah 
makan sebelum kenyang,” yang sejatinya juga diangkat dari prinsip 
kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dengan mewariskan wasiat ini 
secara turun-temurun, Tjokro hendak menyampaikan pesan kepada 
generasi bangsa untuk menghindari sifat rakus dan serakah. Selain 
itu, wasiat berharga Tjokro lainnya adalah apa yang disebut sebagai 
“Pedoman Ummat Islam”, sebuah wasiat tertulis Tjokro yang 
disahkan dalam forum Kongres PSII ke-20 di Banjarnegara, 20-26 
Maret 1934. Isinya pesan Tjokro kepada ummat Islam agar menjadi 
pelopor dalam membawa masyarakat menuju tatanan kehidupan 
yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Wasiat penting ini menjadi pelengkap “warisan” penting Tjokro 
mengenai cita-cita kebangsaan, nasionalisme, Islam dan Sosialisme. 
Terlepas dari segala kontroversi dan pergulatan idenya, Tjokro 
menjadi tokoh Islam yang terkemuka pada jamannya, yang berani 
mengajukan gagasan-gagasan politik alternatif untuk cita-cita 
Indonesia merdeka." 
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SKETSA BIOGRAFIS SANG HADRATUS SYAIKH 
Oleh: Muhammad Ainun Najib! 


Hadratus Syaikh (Guru terhormat), demikian orang menyebut 
KH. M. Hasyim Asy'ari yang lahir pada Selasa Kliwon, 24 Dzulgo dah 
1287 H/ 14 Februari 1871 M. Ia adalah anak ketiga dari Halimah 
(Winih) dan Asy'ari. Secara berurutan saudara Hasyim Asy'ari 
adalah Nafi'ah, Ahmad Saleh, Rodhiah, Hasan, Anis Fathonah, 
Maimunah, Ma'sum, dan yang paling bungsu, Adnan. 

Sejumlah hagiografi menjelaskan sinyal bahwa kelak anak kecil 
yang bernama Muhammad Hasyim tersebut akan menjadi kyai besar 
dan tokoh umat Islam. Hasyim Asy'ari dilahirkan setelah sang ibu 
mengandungnya selama 14 bulan, tidak 9 bulan 10 hari seperti 
kehamilan normal. Kepercayaan masyarakat Jawa menyakini 
kehamilan yang lama mengindikasikan kecemerlangan sang bayi di 


1 Dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Mahasiswa S3 UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. 
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masa depan. Terlebih lagi, Halimah bermimpi melihat bulan 
purnama yang jatuh dari langit dan menimpa tepat di atas perutnya. 

KH. Hasyim Asy'ari tumbuh dan berkembang dalam lingkungan 
dan tradisi pesantren. Sejak kecil hingga muda KH. Hasyim Asy'ari 
dihabiskan di beberapa pesantren di Jawa Timur. Setelah bermukim 
di Mekkah selama tujuh tahun, mendirikan Pesantren Tebuireng 
(1889) yang mendapatkan rechtpersoon dari pemerintah Hindia 
Belanda tahun 1906, dan menjadi pengasuh pesantren yang terletak 
di sebelah barat pabrik gula Cukir tersebut hingga meninggal. 
Hasyim Asy'ari memang menghabiskan sepanjang hayatnya di 
pesantren. Tempat kelahirannya adalah Pesantren Gedang-Jombang 
dan menjadi santri kelana di beberapa pesantren di Jawa Timur. 
Ayahnya, Kyai Asy'ari, adalah putera Kyai Abdul Wahid Tingkir 
berasal dari Demak, Jawa Tengah,dan merupakan pendiri pesantren 
Keras-Jombang. 

Secara genealogis, Kyai Asyari merupakan keturunan ke 
delapan penguasa Kerajaan Islam Demak, Sultan Pajang yang 
terkenal dengan julukan Jaka Tingkir (Mas Karebet), anak Raden 
Brawijaya VI. Versi lain menyebutkan bahwa garis keturunan Jaka 
Tingkir berasal dari silsilah ibu Hasyim, Winih (Halimah) yang 
merupakan keturunan ketujuh. Bahkan dari keturunan garis ayah 
pula, silsilah Hasyim Asy'ari dapat dirunut dari keluarga Syaiban 
berasal dari keturunan para da'i Arab Muslim yang datang ke 
Indonesia untuk menyebarkan agama Islam pada abad ke-4 H serta 
mendirikan pusat pendidikan agama Islam. Keluarga Syaiban adalah 
keturunan Imam Ja'far al-Sadig bin Imam Muhammad Bagir. Versi 
lain menyebut garis keturunan Hasyim Asy'ari dari silsilah Sunan 
Giri, salah satu Walisongo yang menyebarkan Islam di Jawa pada 
abad ke-16. 

Pesantren Gedang, tempat kelahiran KH. Hasyim Asy'ari, 
merupakan pusat gerakan Tarekat Nagsabandiyah di Jombang dan 
terbesar di Jawa Timur. Karena itu, desa Gedang mempunyai daya 
tarik perekrutan jama'ah tarekat. Salah satu guru tarekat ini adalah 
Kyai Usman. Menurut Abdurrahman Wahid, tanpa menyebutkan 
silsilahnya, Kyai Usman adalah salah satu guru terkemuka dalam 
silsilah guru-guru tarekat di Jawa Timur pada pertengahan abad ke- 
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19. Popularitas Kyai Usman menjadi faktor daya tarik bagi banyak 
santri. Asy'ari, seorang santri asal Demak yang cerdas dan luhur budi 
pekertinya, dijadikan sebagai menantunya, yang kemudian hari 
mempunyai anak bernama Muhammad Hasyim. 

Kendati terlahir dalam tradisi tarekat Nagsabandiyah, KH. 
Hasyim Asy'ari tidak mengikuti jejak kakeknya dan bahkan bersikap 
kritis terhadap eksistensi tarekat, dan terlibat polemik dengan Kyai 
Khalil dari Pesantren Darul Ulum, pendiri tarekat Nagsabandiyah 
Rejoso, karena mendakwakan kewalian dirinya. Sikap tersebut tidak 
berarti KH. Hasyim Asy'ari menolak sufisme (tasawwuf) dan tarekat. 
Dalam epilog Siraj al-Thalibin, Syarh Minhaj al-'Abidin ila Jannat Rabb 
al-'Alamin al-Ghazali karya Ihsan Muhammad Dahlan Jampes-Kediri, 
KH. Hasyim Asy'ari memandang tasawwuf sebagai pokok ilmu 
pengetahuan agama yang mensucikan hati dan mengarahkan Muslim 
mengenal Tuhan. Melalui karyanya yang berjudul al-Durar al- 
Muntatirah, Hasyim Asy'ari mengafirmasi bahwa tarekat yang 
terlarang adalah tarekat yang berlawanan secara diametral dengan 
al-Our'an dan hadits karena tarekat semacam itu merupakan tarekat 
yang menyimpang. 

Hasyim Asy'ari memperkenankan mengikuti tarekat yang 
sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, dengan beberapa catatan, 
antara lain: gasd shahih (tujuan baik), artinya mengikuti tarekat 
harus disertai tujuan ibadah yang ikhlas, bukan karena atas dasar 
keuntungan material dan karamah: shidg sharih (percaya 
sepenuhnya kepada mursyid), artinya murid memiliki kepercayaan 
bahwa mursyid-nya mampu mengantarkannya dekat dengan Tuhan: 
adab mardiyah (tatakarama yang diridhai) artinya menjadi anggota 
tarekat tidak berarti lantas bersikap egoistik, tetapi konsisten welas 
asih dan menghargai orang lain: ahwal zakiyah (tingkah laku yang 
bagus) artinya tarekat mengandaikan munculnya perbuatan yang 
sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, hifz al-hurmah (menjaga 
kehormatan): husn al-khidmah (pelayanan) artinya memasuki 
tarekat berarti memberikan pelayanan kepada guru dan kaum 
muslim: raf'u al-himmah (meluhurkan kemauan), tarekat bukan 
tempat untuk merengkuh dunia, melainkan sarana marrifat., dan 
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nufudh al-'“azimah (melestarikan niat) membangun kontinuitas 
memasuki tarekat untuk ma 'rifat. 

KH. Hasyim Asy'ari juga menegaskan beberapa koridor yang 
harus dilakukan jika seseorang ingin diklasifikasikan sebagai 
pengikut tarekat yaitu, 1): mempunyai sikap kasih sayang kepada 
orang lain 2) memuliakan orang lain: 3) bersikap adil: dan 4) tidak 
mementingkan diri sendiri. Selain itu ahli tarekat harus: 1) menjauhi 
orang yang berbuat kedzaliman: 2) memuliakan orang ahli akhirat: 
3) menolong orang lain: dan 4) melaksanakan salat lima waktu 
berjama'ah dan tepat waktu. Dalam kerangka itu, tampak jelas 
bahwa tarekat atau sufisme tidak dapat dipisahkan dengan syari'ah 
serta melepaskan diri dari tanggung jawab sosial. 

Perbedaan pandangan keagamaan KH. Hasyim Asy'ari dengan 
kakeknya mengisyaratkan sebuah "pembaharuan" tradisi 
keagamaan. Ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah 
kemampuan KH. Hasyim Asy'ari menembus sekat-sekat tradisi 
keagamaan yang membesarkannya. 

Desa Keras dan sekitarnya merupakan desa pertanian. Namun, 
sejak kecil KH. Hasyim Asy'ari mempunyai semangat kaum 
pedagang. Tujuh tahun sebelum NU berdiri, KH. Hasyim Asy'ari 
menjabat ketua Nahdlatul Tujjar (1918), sebuah badan usaha 
berbentuk koperasi yang didirikan oleh KH. Wahab Hasbullah dan 
KH. Bisri Syansuri. Tidak mengherankan kiranya, pada akhir 
hayatnya KH. Hasyim Asy'ari mewariskan dua hektar lahan 
pemukiman dan sembilan hektar sawahnya kepada pesantren 
Tebuireng sebaga wakaf untuk digunakan pusat pengembangan 
pendidikan agama. Latar belakang sosial-keagamaan KH. Hasyim 
Asy'ari tidak melulu ditempatkan dalam 'sangkar emas' pesantren 
dengan masyarakat petani desa sebagai basis sosialnya. 

KH. Hasyim Asy'ari mempunyai pemahaman yang memadai 
terhadap tradisi dan psikologi sosial komunitas Jawa. Dalam 
perkembangan selanjutnya, sikap tersebut dilembagakan sebagai 
nilai-nilai ahl al-Sunnah wa ahl al-Jama'ah yang populer disebut 
dengan Aswaja. Aswaja menekankan pentingnya sikap tasamuh 
(toleran), tawasut (moderat), tawazun (keseimbangan antara habl 
min Allah dan habl min al-nas) serta amr ma'ruf nahy “an al-munkar. 
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Pembaharuan pemikiran keagamaan KH. Hasyim Asy'ari juga 
merambah ke ranah pendidikan. Dalam catatan Zamakhsyarie 
Dhofier, sejak tahun 1920, pesantren Tebuireng memperkenalkan 
pelajaran umum seperti Bahasa Melayu/Indonesia, Bahasa Belanda, 
Matematika, Sejarah dan Geografi. Memberikan pelajaran umum saat 
itu merupakan langkah pembaharuan yang sangat radikal karena 
kokohnya pandangan bahwa pelajaran umum haram diajarkan. 
Tidak hanya itu, menggunakan bangku dan papan tulis saja dianggap 
tidak bertentangan dengan Islam. 

Pembaharuan pesantren Tebuireng semakin menemukan 
momentumnya, ketika Kyai Muhammad Ilyas (1911-1970), 
keponakan KH. Hasyim Asy'ari sekaligus salah satu muridnya yang 
terkemuka, diangkat menjadi direktur Madrasah Salafiyah Pesantren 
Tebuireng pada tahun 1929. Di bawah kepemimpinan Kyai 
Muhammad Ilyas, Madrasah Salafiyah Tebuireng meningkatkan 
alokasi pelajaran membaca dan menulis huruf Latin, Bahasa 
Indonesia, Geografi, Matematika, dan Sejarah. Langkah Kyai 
Muhammad Ilyas tersebut mendapatkan dukungan sepenuhnya dari 
KH. Hasyim Asy'ari. 

Diperkenalkannya pelajaran umum mendapatkan kritik yang 
tajam dari kyai-kyai lain sehingga mengakibatkan banyak orang tua 
yang melarang anaknya belajar di pesantren Tebuireng. Seluruh 
kritikan tajam terhadap pola pendidikan di pesantren Tebuireng 
hilang sama sekali ketika pada awal 1940-an terjadi pendudukan 
Jepang yang melarang surat-menyurat kecuali dengan menggunakan 
bahasa Latin. 

Hasyim Asy'ari mengeyam pendidikan pesantren sejak masih 
kecil. Hingga usia 6 tahun, ia di bawah asuhan kakeknya, Kyai 
Usman. Pada tahun 1876, Hasyim Asy'ari pindah ke desa Keras (kira- 
kira 6 km selatan kota Jombang) mengikuti orangtuanya yang 
mendirikan pesantren di desa tersebut. Ayahnya, Kyai Asy'ari 
mengajarkan dasar-dasar pengetahuan agama Islam, terutama 
Tauhid, Tafsir, dan Bahasa Arab, hingga berusia 15 tahun. 
Kecerdasan otak KH. Hasyim Asy'ari membuatnya menguasai 
seluruh pelajaran yang disampaikan orang tuanya, dan bahkan 
melakukan muthala'ah terhadap kitab-kitab yang belum diajarkan 
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gurunya. Atas dasar itulah, Hasyim Asy'ari diperkenankan mengajar 
Bahasa Arab dan pelajaran agama terhadap santri tingkat dasar, 
ketika usia baru menginjak 12 tahun, yaitu tahun 1883. 

Pesantren yang pertama disinggahi Hasyim Asy'ari adalah 
Pesantren Wonokojo, Probolinggo, kemudian Pelangitan (mungkin 
Langitan Tuban), dan Terenggilis. Ia kemudian menyeberangi pulau 
Madura dalam rangka belajar Tata Bahasa dan Sastra Arab, Fikih, 
dan Tasawuf kepada Kyai Khalil Bangkalan (w. 1925) selama tiga 
tahun. Tahun 1891, Hasyim Asy'ari memutuskan untuk belajar di 
pesantren Siwalan Panji Sidoarjo di bawah asuhan Kyai Ya'kub. 
Karena terkesima dengan kecerdasan otak dan akhlak KH. Hasyim 
Asy'ari, Kyai Ya'kub menjodohkannya dengan Khadijah, anaknya 
sendiri (Akarhanaf, 1949). 

Pada 1892 Hasyim Asy'ari bersama istri dan mertua pergi ke 
Mekkah, baik dalam rangka menunaikan ibadah haji maupun belajar. 
Setelah tujuh bulan di Mekkah, istri KH. Hasyim Asy'ari melahirkan 
seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Namun, kedukaan 
menyergap KH. Hasyim Asy'ari karena sang istri dan anaknya yang 
masih balita meninggal dunia. KH. Hasyim Asy'ari memutuskan 
untuk sementara kembali ke tanah air. Belum genap setahun di 
tanah air, KH. Hasyim Asy'ari pergi ke Mekkah bersama adik 
kandungnya, Anis, untuk kedua kalinya, dan bermukim selama enam 
tahun. 

Sejak awal kedatangannya di Mekkah, KH. Hasyim Asy'ari 
menjadi murid Syaikh Mahfuz al-Tarmisi (w. 1919), ulama yang ahli 
dalam bidang kitab hadits Sahih Bukhari berikut sanadnya. Shaikh 
Mahfuz adalah ulama Indonesia pertama yang mengajarkan kitab 
Sahih Bukhari di Mekkah. Melalui Shaikh Mahfuz, Hasyim Asy'ari 
mendapatkan ijazah untuk mengajar kitab tersebut. Guru KH. 
Hasyim Asy'ari lainnya adalah Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1896) 
dan tokoh reformis Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1916). Melalui 
Ahmad Khatib, terciptalah titik temu jaringan intelektual antara KH. 
Hasyim Asy'ari dengan KH. Ahmad Dahlan (w. 1921), pendiri 
Muhammadiyah, karena kedua tokoh organisasi Islam di Indonesia 
tersebut pernah berguru kepada Ahmad Khatib. Ahmad Khatib 
memiliki kemampuan mendalam tentang matematika dan ilmu alam 
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dan banyak menyetujui gagasan pembaharuan Islam Muhammad 
Abduh dan termasuk anti-tarekat. Selain ketiga guru di atas, KH. 
Hasyim Asy'ari juga berguru kepada ulama-ulama 'non-Jawi ' (bukan 
dari Nusantara) seperti Syaikh 'Abd al-Hamid al-Durustani, Syaikh 
Muhammad Syu'ayb al-Maghribi, Syaikh Sata, dan Syaikh Dagistani. 

Dengan genealogi intelektual yang beragam, KH. Hasyim 
Asy'ari secara tidak langsung menempatkan diri sebagai kelompok 
terpelajar dan bagian penting dalam tradisi intelektual Islam. Posisi 
ini dikokohkan dengan kelahiran beberapa karya KH. Hasyim 
Asy'ari, terutama dalam persoalan keagamaan. Dalam rangka 
meneruskan tradisi intelektual, KH. Hasyim Asy'ari, selain mengajar, 
juga mempunyai waktu khusus sekitar jam 10.00-12.00 untuk 
membaca dan menulis. Bahkan, di tengah padatnya jam mengajar di 
pesantren, KH. Hasyim Asy'ari mempunyai kebiasaan membaca 
ketika sedang menunggu kereta. Tidak mengherankan bila KH. 
Hasyim Asy'ari termasuk penulis yang relatif produktif. 

Muhammad Isham Hadig mencatat ada sekitar sepuluh karya 
KH. Hasyim Asy'ari, antara lain: Adab al-'Alim wa al-Muta'allim (etika 
guru dan murid) tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan etika 
belajar: Ziyadat Ta'ligat 'ala Manzumat al-Syaikh 'Abd Allah ibn Yasin 
al-Fasuruwani (Catatan Tambahan atas Syair Syaikh 'Abd Allah Yasin 
Pasuruan) mengenai catatan KH. Hasyim Asy'ari atas catatan 'Abd 
Allah Yasin terhadap Nahdlatul 'Ulama, Al-Durar al-Muntathirah fi al- 
Masa'il al-Tis'a Asyarah (Taburan Permata dalam sembilan belas 
persoalan) berisikan dengan tarekat dan wali: Al-Tanbihat al- 
Wajibat li Man Yasna'u al-Mawlid bi al-Munkarat (Peringatan Penting 
bagi Orang yang Merayakan Acara Kelahiran Nabi Muhammad 
dengan Melakukan Kemungkaran), Risalah Ahl al-Sunnah wa al- 
Jama'ah (Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah) yang berisikan hadits 
tentang kematian, tanda-tanda kiamat, penjelasan memahami 
sunnnah dan bid'ah: Al-Nur al-Mubin fi Mahabbati Sayyid al-Mursalin 
(Cahaya Terang dalam Mencintai Rasul) menjelaskan makna cinta 
Rasul Allah: Al-Tibyan fi al-Nahy 'an Mugatha'at al-Arham wa al- 
Agarib wa al-Ikhwan (Penjelasan tentang Larangan Memutus 
hubungan Kerabat, Teman Dekat, dan Saudara), Al-Risalah al- 
Tawhidiyah (Kitab Teologi): Al-Galaid fi ma Yajibu min al-'Agaid 
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(Syair-syair Menjelaskan Kewajiban Agidah). Diperkirakan beberapa 
karya intelektual KH. Hasyim Asy'ari hingga kini belum ditemukan. 

Pengakuan terhadap karya-karya KH. Hasyim Asy'ari tidak 
sekadar di lingkungan NU dan pesantren pada umumnya, melainkan 
melintasi batas-batas negara. Beberapa ulama al-Azhar, seperti Yusuf 
ad-Dajwa dan Ahmad Said Ali, memandang bahwa Al-Tanbihat al- 
Wajibat li Man Yasna'u al-Mawlid bi al-Munkarat merupakan sebuah 
kitab yang lugas rangka memperingatkan agar kebaikan tidak 
bercampur dengan kemungkaran."“ 
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TAUHID, AL-JAWI DAN PERSATUAN UMAT ISLAM INDONESIA: 
PEMIKIRAN POLITIK KH. HASYIM ASY'ARI 


Oleh: Ahmad Khoirul Fata! 


KH. Hasyim Asy'ari merupakan salah satu representasi 
generasi Komunitas Jawi di Mekkah yang bersentuhan dengan dan 
terpengaruh oleh gerakan pan-Islamisme Jalaluddin al-Afghani 
(1839-1897) dan Muhammad Abduh (1845-1905) melalui Syaikh 
Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Gerakan Pan-Islamisme berupaya 
mempersatukan kembali kekuatan Islam untuk membangun 
perlawanan terhadap ekspansi kolonialisme Barat-Kristen yang 
menyapu wilayah-wilayah Muslim di seluruh dunia. Sebagai 
gerakan politik keagamaan, Pan-Islamisme menggunakan sentimen 
keagamaan dengan merujuk pada sejarah kejayaan Islam pada masa 
silam. 


1 Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo 
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Pemikiran Pan-Islamisme Afghani didasarkan pada keyakinan 
bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa, semua 
zaman, dan semua keadaan. Bagi Afghani, kemunduran umat Islam 
bukanlah karena Islam itu sendiri, namun lebih karena umat Islam 
telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan 
mengikuti ajaran-ajaran dari luar yang asing bagi Islam. Selain itu, 
kemunduran umat Islam terjadi karena perpecahan di kalangan 
umat Islam, pemerintahan absolut, pengabaian terhadap kekuatan 
militer, pemimpin yang tidak dapat dipercayai, pejabat negara yang 
tidak kompeten, serta intervensi asing. Itu semua membuat rasa 
persaudaraan umat Islam menjadi lemah, bahkan terputus. Salah 
satu jalan utama yang disarankan Afghani untuk membangkitkan 
kembali umat Islam adalah mewujudkan kembali persatuan umat 
Islam. 

Sejak awal mula Komunitas Jawi dipandang sebagai orang- 
orang yang berbahaya karena, seperti yang diungkapkan Snouck 
Hurgronje, pergaulan hidup bersama selama bertahun-tahun di 
Tanah Suci membentuk kesadaran politik atas urgensi persatuan 
kaum Muslim sedunia. Melalui Komunitas Jawi pula kekuatan politik 
keagamaan Nusantara mendapatkan sumber daya manusia yang 
melimpah. Ini terbukti dengan pemberontakan yang dipelopori oleh 
orang-orang yang baru saja menunaikan ibadah haji, seperti dalam 
Perang Paderi (1821-1830). Sehingga Komunitas Jawi di Tanah Suci 
menjadi fokus perhatian Belanda. 

Bermukim di Mekkah selama tujuh tahun memberi bekas pada 
pemikiran KH Hasyim Asy'ari berupa cita-cita mempersatukan 
kekuatan Islam. Pada dasarnya keinginan ini merupakan dorongan 
al-Our'an dan hadits Nabi Muhammad. Dalam Mugaddimat Ganun 
Asasi KH. Hasyim Asyari menegaskan bahwa persatuan kaum 
Muslim merupakan sebuah keniscayaan yang didasarkan pada 
keimanan kepada Allah Swt., karena orang yang beriman itu 
bersaudara. Iman hanya tumbuh dari orang yang memiliki tauhid. 
Karena itu, dalam Adabul Alim beliau menjelaskan, orang yang tidak 
mempunyai tauhid maka sebenarnya tidak dianggap kaum beriman. 
Dan dalam al-Risalat al-Musyayriyah beliau menegaskan bahwa 
tauhid ialah pandangan dunia yang menghukumi sesuatu itu satu. 
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Jadi, persatuan umat yang dibangun atas dasar kesamaan iman 
merupakan implikasi dari tauhid, dan ini juga menjadi cita-cita 
politik KH. Hasyim Asy'ari. 

Dalam al-Mawaiz KH. Hasyim Asy'ari kembali menekankan 
pentingnya persatuan umat yang dibangun atas dasar faktor 
kesamaan agama. Persatuan, tulis KH. Hasyim Asyari dalam 
Mugaddimat Ganun Asasi, adalah sebuah keniscayaan karena kaum 
beriman itu bersaudara sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi 
Muhammad dan para sahabat: layaknya satu tubuh yang bila salah 
satu anggota tubuh sedang sakit, maka yang lainnya juga merasakan 
kesakitan pula. Sebaliknya, perpecahan umat Islam merupakan 
refleksi kesadaran kolektif umat yang dikuasai oleh setan dan hawa 
nafsu yang menyesatkan (Lihat at-Tibyan). 

KH. Hasyim Asy'ari menyadari betul bahwa mewujudkan 
persatuan kaum Muslim tidak semudah membalikkan tangan. Fakta 
sejarah menunjukkan bahwa benih-benih perpecahan justru terjadi 
sejak Nabi Muhammad Saw meninggal dunia yang ditandai dengan 
perebutan kekuasan politik antara kaum Muhajirin dan Anshar, 
meskipun di kemudian hari perpecahan tersebut dapat diselesaikan. 
Kendati demikian, KH. Hasyim Asy'ari tidak bersikap fatalistik 
terhadap realitas sejarah. Paling tidak, beliau tetap menuntut 
kemungkinan untuk mempersatukan kaum Muslim di Indonesia 
dalam perbedaan: mengelola konflik umat dan 
mentransformasikannya dalam persatuan. Karena itu, KH. Hasyim 
Asy'ari menyuarakan keprihatinan etis atas polarisasi dan segregasi 
umat Islam Indonesia. 

Menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam at-Tibyan, persatuan akan 
mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dan menghindarkan 
dari bahaya yang mengancam. Persatuan merupakan prasyarat 
utama untuk menciptakan kemakmuran sekaligus mendorong 
terjalinnya moral welas asih antar sesama umat. Sebaliknya, 
perpecahan dan memutuskan hubungan persaudaraan adalah 
perbuatan dosa besar dan kejahatan yang keji. KH. Hasyim Asy'ari 
menegaskan bahwa, persatuan telah terbukti mendatangkan 
kemakmuran negeri, kesejahteraan rakyat, tersemainya peradaban, 
dan kemajuan negeri (Lihat Mugaddimat Ganun Asasi). 
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Di samping dibangun atas landasan kesamaan agama, KH. 
Hasyim Asy'ari juga membayangkan terjadinya persatuan umat atas 
kesadaran sebagai “Komunitas Jawi”. Dalam perspektif historis 
istilah al-Jawi (Jawa) merupakan rumusan identitas masyarakat 
Nusantara yang didasarkan pada kesamaan keagamaan dan menjadi 
pembeda dengan masyarakat lain, seperti masyarakat India dan 
China. Dapat dikatakan, identitas al-Jawi ini merupakan akar bagi 
nasionalisme Indonesia yang berkembang di abad ke 20 M. 
Hubungan diplomatik dan perdagangan antarkerajaan Islam 
Nusantara yang terjalin sejak abad ke-13 berimplikasi pada 
terjalinnya ikatan kultural-keagamaan yang sama antar masyarakat 
Muslim di Nusantara. Ikatan tersebut semakin menguat dengan 
penggunaan bahasa Melayu dengan aksara Arab sebagai bahasa 
politik-budaya dan agama Muslim Nusantara. Di kemudian hari 
aksara Arab berbahasa Melayu itu disebut dengan aksara Jawi. 
Karena itu, Ibrahim al-Kurani (w. 1690), ulama Mekkah abad ke-17 
dan guru dari Abdurrauf al-Singkel (w. 1693), secara sadar 
menyebut al-Jawah sebagai audience pembaca kitabnya (Jajat 
Burhanuddin, 2004). 

Pembentukan identitas Jawi semakin menguat bersamaan 
dengan jaringan intelektual yang intensif dengan dunia Muslim, 
khususnya Mekkah. Jaringan intelektual yang terbangun 
memperkuat identitas Islam di Nusantara sekaligus menegaskan 
Komunitas Jawi sebagai identitas kultural-keagamaan Muslim 
Nusantara, dan ini berlangsung sejak abad ke-16 hingga paruh 
pertama abad ke-19. Kesadaran kolektif yang terbentuk sekian lama 
itu merupakan modal sosial dan politik yang signifikan dalam rangka 
membangun persatuan serta resistensi terhadap kolonialisme Barat. 
KH. Hasyim Asy'ari mencoba menggabungkan antara sentimen 
keagamaan dengan geografis agar terwujudnya persatuan umat 
Islam di Nusantara. Artikulasi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari 
tersebut menegaskan bahwa sejak datang dan berkembang di 
Indonesia, Islam tidak hanya menjadi faktor penting yang 
menyatukan masyarakat Nusantara secara keagamaan, tetapi juga 
memberikan basis ikatan solidaritas sosial-politik yang kokoh 
(Azyumardi Azra, 1994). 
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Upaya membangun persatuan umat Islam di Nusantara bukan 
sekedar didasarkan pada tauhid dan identitas sebagai masyarakat 
satu agama (Jawi), tetapi juga dengan penolakan atas fanatisme 
kelompok dalam tubuh umat. Dalam konteks saat itu, tokoh-tokoh 
umat khususnya KH Hasyim Asy'ari dihadapkan pada kenyataan 
adanya perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan dalam tubuh 
umat Islam saatitu. Deliar Noer mencatat, secara umum para 
pelajar yang kembali dari Mekkah memiliki kecenderungan 
pemikiran berbeda: sebagian mendukung gerakan modernisme 
Islam dan sebagian lain menentang ide-ide tersebut serta 
melestarikan tradisi keagamaan yang diwarisi secara turun temurun. 
Ketegangan antara dua kelompok itu diwujudkan, antara lain, 
dengan pertemuan debat yang tidak jarang berubah menjadi 
wahana takfir (saling mengkafirkan) terhadap sesama Muslim dan 
menjadi ajang perkelahian fisik. 

Meski terlibat dalam perdebatan dengan kalangan 
pembaharu, namun KH. Hasyim Asy'ari juga merasa prihatin atas 
pertentangan yang terjadi. Dalam Muktamar di Banjarmasin, KH. 
Hasyim Asy'ari mengangkat persoalan tersebut dalam sebuah 
sirkuler yang disebut al-Mawa'iz. Secara lugas beliau mengingatkan 
bahwa perbedaan pandangan keagamaan yang ada telah 
mengakibatkan berkobarnya permusuhan dan fitnah. Padahal Allah 
dan RasulNya melarang perbuatan tersebut. Di samping itu, KH. 
Hasyim Asy'ari menganjurkan para ulama meninggalkan ta'assub 
(fanatisme) terhadap mazhab, karena ta'assub dalam persolan furu' 
dan memegang satu mazhab atau pendapat adalah perbuatan yang 
tercela. Kecaman terhadap fanatisme dapat dipandang sebagai 
bentuk penghargaan terhadap pandangan yang berlainan. 

Peringatan keras itu tidak hanya ditujukan pada satu 
kelompok. Bagi KH. Hasyim Asy'ari, larangan taklid yang disuarakan 
kaum pembaharu Islam, sekalipun atas pendapat yang marjuh, 
semestinya tidak disertai dengan permusuhan dan penghinaan 
terhadap orang-orang yang bertaklid, namun dengan argumentasi 
yang bernas dan disampaikan dengan cara yang bijak serta toleran. 
Karena bila tidak didesain seperti itu, maka pembaharuan Islam 
tidak ubahnya "membangun sebuah istana dengan terlebih dulu 
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menghancurkan sebuah kota." Perbedaan pendapat seyogyanya 
tidak mendorong tumbuhnya permusuhan antara sesama Muslim, 
melainkan melahirkan sikap yang toleran. 

Sikap toleransi yang dikembangkan KH. Hasyim Asy'ari 
terhadap perbedaan didasarkan pada sejarah kehidupan sahabat 
Nabi Saw dan khazanah fikih yang begitu kaya dengan keragaman 
pandangan keagamaan. Dalam at-Tibyan KH. Hasyim Asy'ari 
menegaskan bahwa di kalangan sahabat Nabi Muhammad Saw pun 
terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan furu'iyyah. Juga antara 
pemimpin Imam Mazhab. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik 
terdapat perbedaan lebih dari empat belas ribu persoalan, demikian 
pula antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i. Akan 
tetapi, hal itu tidak mendorong tumbuhnya permusuhan antara 
mereka. KH. Hasyim Asy'ari menunjukkan sebuah riwayat toleransi 
yang dikembangkan Imam al-Syafi'i. Ketika berziarah ke makam 
Imam Abu Hanifah dan bermukim di sana selama tujuh hari, Imam 
al-Syafi'i setiap kali mengkhatamkan al-0ur'an menghadiahkan 
pahalanya kepada Imam Abu Hanifah. Tidak sekedar itu, selama 
tujuh hari itu Imam al-Syafi'i tidak gunut saat shalat Subuh sebagai 
bentuk penghormatan kepada Imam Abu Hanifah. 

Kendati demikian, penghargaan terhadap perbedaan 
pandangan keagamaan KH. Hasyim Asy'ari terbatas pada persoalan 
furu'iyyah semata, bukan pada pondasi agama yang berkaitan dengan 
Ushuluddin. Tidak mengherankan, dalam konteks itu, terjadi konflik 
dan friksi antara KH. Hasyim Asy'ari dengan KH. Khalil Peterongan 
yang mengembangkan Tarekat Oadiriyah wa Nagsabandiyah dan 
mengklaim dirinya sebagai wali. Karena, menurut KH. Hasyim 
Asy'ari, tidak ada wali yang memproklamirkan kewaliannya, dan 
orang tersebut tidak ubahnya mendustakan Allah.“ 
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O 


BIOGRAFI POLITIK H. AGUS SALIM 
Oleh: Pepen Irpan Fauzan! 


H. Agus Salim pernah menuliskan riwayat perjalanan 
intelektualnya sendiri di majalah Het Licht, yang berarti “Cahaya” 
atau “an-Nur”. Dengan demikian tulisan H. Agus Salim ini bisa 
dikatakan sebagai biografi intelektual yang disusun secara ilmiah 
meskipun konteksnya adalah politik. Kenapa H. Agus Salim menulis 
sendiri perjalanan intelektualnya? Ini tidak lepas dari faktor tuduhan 
bahwa dirinya merupakan petualang politik, orang yang tidak 
memiliki identitas, dan juga dituduh sebagai agen Belanda. Tuduhan 
ini disampaikan oleh Mr. Singgih dalam tulisannya di majalah Timbul 
yang dipimpin oleh Dr. Radjiman, seorang tokoh Budi Utomo. Tema 
utama dari tulisan ini sebetulnya terkait dengan Sarekat Islam, tapi 
kemudian yang disasar justru adalah H. Agus Salim. 

Mr. Singgih membuat tulisan tersebut karena ada serangan 
terhadap dirinya dari sebuah majalah Islam, di mana kebanyakan 


1 Dosen STAI Persatuan Islam (Persis) Garut. Mahasiswa S3 SPs UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 


41 


orang-orangnya adalah kader dari H. Agus Salim. Majalah itu 
menyebut Mr. Singgih sebagai seorang yang oportunis. Maka dia pun 
membalas balik tuduhan itu dengan menyerang Sarekat Islam lewat 
tulisan di Timbul. Mr. Singgih tahu yang mengkritiknya adalah kader- 
kader dari H. Agus Salim, jadi serangan baliknya ditujukan langsung 
kepada H. Agus Salim untuk merusak karakternya. Selain itu, 
tulisannya juga ditujukan untuk memecah belah gerakan-gerakan 
yang melawan Belanda, khususnya Sarekat Islam. Dalam tulisan itu 
Mr. Singgih menuduh tujuan H. Agus Salim masuk ke Sarekat Islam 
adalah sebagai penyusup yang justru mencerai-beraikan barisan di 
dalamnya. 

Atas saling tuduh itu kemudian dilakukan debat terbuka 
dengan melibatkan wasit/juri. Nah, justru pada debat tersebut H. 
Agus Salim mampu meyakinkan kebanyakan hadirin. Mr. Singgih dan 
pihak majalah Timbul tidak bisa memberikan bukti-bukti yang jelas 
terhadap tuduhan tersebut sehingga mudah dibantah. Misalnya 
tentang rekening uang H. Agus Salim yang awalnya digunakan 
sebagai tuduhan bahwa hal itu merupakan bayaran untuk H. Agus 
Salim karena telah menjadi informan di dinas agen rahasia Belanda. 
Padahal rekening tersebut adalah sebuah bayaran dari hasil dia 
menyunting 2 buah buku. 

Meski sudah menang dalam debat, namun Agus Salim tidak 
puas. Dia pun menyusun sebuah tulisan untuk membantah semua 
tulisan yang ada di majalah Timbul. Tulisan itu dimuat di majalah Het 
Licht yang diterbitkan oleh Jong Islamieten Bond (JIB), sebuah 
organisasi yang pendiriannya didorong oleh H. Agus Salim. Pendiri 
organisasi tersebut adalah Sjamsurijal dan kawan-kawannya atas 
dorongan dari H. Agus Salim, sebagai bentuk protes terhadap Jong 
Java yang menolak usulan diadakannya kursus agama Islam di 
organisasi tersebut. Penolakan itu bukan berdasarkan debat dengan 
adu argumen, tetapi melalui pemungutan suara (voting). Hal itu 
terjadi pada akhir Desember 1924, lalu tepat di awal Januari 1925 
berdiri Jong Islamieten Bond (JIB). Dalam perkembangannya, JIB 
menjadi wadah yang sangat penting bagi kaderisasi pemimpin Islam 
di abad tersebut. Sebagai pemikir Islam dan dalam konteks praksis di 
dunia politik saat itu, Agus Salim adalah tokoh yang paling awal yang 
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terlibat dalam pertarungan antara Islam dengan sekulerisme, dan 
juga antara Islam dengan penjajahan saat itu. 

Jadi, tulisan itu sangat penting sekali sebab di dalamnya H. 
Agus Salim menunjukkan bagaimana perjalanan eksplanasi 
historisnya. Dalam tulisan itu juga dijelaskan latar belakang kenapa 
H. Agus Salim aktif di berbagai organisasi, kenapa beliau bekerja di 
instansi-instansi pemerintahan Belanda, bahkan sampai akhirnya 
menjadi seorang aktivis Muslim dengan aktif di Sarekat Islam. 

Penjelasan H. Agus Salim tentang perjalanan intelektualnya itu 
merupakan sesuatu yang sangat penting yang menceritakan dirinya 
bukan hanya sebagai seorang aktivis dan intelektual Muslim, namun 
juga sebagai seseorang yang ingin merealisasikan cita-cita dan 
idealisme dalam pikirannya tentang masyarakat, bangsa, dan 
negaranya. Dalam tulisan itu H. Agus Salim menjelaskan peran 
ayahnya sebagai seorang jaksa yang paham hukum dan berjuang 
untuk mendapatkan hak kesetaraan antara kaum pribumi dan kaum 
Belanda. Jadi, ayahnya menjadi jaksa itu bukan ingin menjadi orang 
Belanda, namun terkait dengan hak kesamaan derajat, meskipun 
kemudian secara umum ikhtiar tersebut mengalami kegagalan. 

Meski H. Agus Salim hanya mendapatkan hak pendidikan, 
ternyata dia mampu menyelesaikannya dengan sangat baik. Nah, 
dalam konteks pendidikan ini H. Agus Salim mengalami proses 
“sekularisasi”. Semenjak kecil Agus Salim dididik secara agamis oleh 
orangtuanya, namun realitas pendidikan di sekolah Belanda (HBS) 
memaksanya untuk mengalami proses sekularisasi. Namun di 
kemudian hari H. Agus Salim kembali ke jalan Islam karena faktor 
pekerjaan, di mana saat itu dia bekerja di Konsulat Belanda di Arab. 
Seperti kita ketahui bahwa di masa penjajahan seorang pribumi 
sangat sekali sulit untuk mencari pekerjaan akibat diskriminasi 
rasial, karena saat itu yang didahulukan adalah orang-orang Belanda. 
Ini keberuntungan yang didapatkan oleh seorang H. Agus Salim 
ketika dia mendapatkan pekerjaan di luar negeri menjadi pegawai 
kolonial Belanda di konsulat Belanda di Jeddah. Ternyata pekerjaan 
ini membawa hikmah tersendiri bagi H. Agus Salim. Selain belajar 
tentang diplomasi, secara tidak langsung tanah Arab juga turut 
mengembalikan jiwa keislaman H. Agus Salim setelah sekian lama 
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mengalami sekulerisasi akibat belajar di sekolah Belanda. Di Arab 
Agus Salim sempat bertemu dengan ulama terkemuka dan imam 
besar di Masjid al-Haram Mekkah, yaitu Syaikh Ahmad Khatib al- 
Minangkabawi. Sebenarnya Syaikh Ahmad Khatib ini masih memiliki 
hubungan kekerabatan dengan H. Agus Salim, dan dia menjalin 
hubungan keilmuan dengan Syaikh Ahmad Khatib dalam kurun 
waktu yang cukup lama, kurang lebih selama 5 tahunan. 

Ketika kembali ke tanah air, H. Agus Salim bergabung dengan 
berbagai organisasi yang bersifat kritis. Salah satu organisasi yang 
juga sempat Agus Salim ikuti adalah Teosofi. H. Agus Salim 
bergabung dengan Teosofi didasarkan atas ketertarikan sendiri, 
walaupun asal-usul penggabungannya adalah untuk sebuah proyek 
penulisan buku yang ada di organisasi tersebut. Tidak hanya 
terhadap organisasi yang bersifat nasionalis dan kritis, H. Agus Salim 
juga pernah bergabung dengan organisasi beraliran kiri yaitu ISDV, 
di mana pada saat itu dianggap sebagai pergerakan sosialis radikal. 
“Jika ada orang Indonesia yang disebabkan karena agamanya aliran 
abangan sehingga dia tidak bisa masuk ke organisasi Sarekat Islam, 
maka masuklah organisasi itu,” kata Agus Salim ketika itu. 

Suatu ketika pula beliau pernah mendapatkan tugas 
penyelidikan terkait isu bahwa HOS. Tjokroaminoto telah menjual 
Sarekat Islam kepada pemerintah Jerman untuk melakukan 
pemberontakan di tanah Jawa. Kabar ini dinyatakan pemerintah 
Belanda kepada H. Agus Salim. Dia pun diutus oleh pemerintah 
kolonial untuk memata-matai Sarekat Islam (SI) dan Raja Jawa 
Tanpa Mahkota itu (HOS. Tjokroaminoto). Tetapi H. Agus Salim pun 
bersikap kritis. Dia pikir mustahil bangsa yang sudah seabad tidak 
memegang senjata bisa dengan mudah kembali mengangkat senjata. 
Nah, justru saat bertemu dengan Tjokroaminoto itulah H. Agus Salim 
jadi bersimpati pada perjuangan SI dan akhirnya bergabung 
membantu perjuangan Tjokroaminoto, bukan memata-matai 
sebagaimana tugas yang diberikan Belanda kepadanya. 

Jadi intinya, semua itu bukan merupakan petualangan politik. 
Bergabungnya H. Agus Salim di banyak pergerakan bukanlah 
didasarkan pada ambisi kekuasaan, tetapi sebuah perjalanan 
intelektual. Dari perjalanan intelektualnya yang kaya itu, H. Agus 
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Salim mampu mengonstruk pemikiran terkait ideologi “Islamisme”. 
Islamisme di sini jangan dipahami secara peyoratif sebagaimana 
yang berlaku saat in. Islamisme-nya Agus Salim itu adalah paham 
yang menjadikan Islam sebagai ideologi pergerakan sebagaimana 
komunisme, kapitalisme, sosialisme, dan lan-lain. 

Agar tidak terjadi kesalahpemahaman, di akhir tulisan ini Saya 
ingin menegaskan bahwa yang dimaksud sekularisasi yang dialami 
oleh H. Agus Salim itu terjadi saat beliau mendapatkan pendidikan 
secara modern di sekolah elit Belanda (HBS). Di situ, H. Agus Salim 
mengalami sekularisasi. Nah, ketika H. Agus Salim bekerja di 
Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah itulah beliau kembali kepada 
agama Allah, mengenal kembali agama Islam yang sebelumnya 
pernah beliau dapatkan ketika masa kecil di kampung halaman. 

Kembalinya H. Agus Salim kepada Islam ini, salah satunya, 
karena faktor Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, meskipun 
dalam tulisa di majalah Het Licht itu beliau sendiri tidak 
menyebutkan tentang Syaikh Ahmad Khatib. Beliau justru 
menuliskan di tulisan lain dalam kaitan dengan ibadah haji. Dalam 
tulisannya ini H. Agus Salim menjelaskan, semula dia mengalami 
krisis kepercayaan bahkan hingga kebimbangan kepada agama dan 
ketauhidan Allah, setelah melakukan ibadah haji di Mekkah, dia 
kembali bertemu dengan Allah SWT.“# 
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H. AGUS SALIM DI TENGAH GELOMBANG 
NASIONALISME DAN INTERNASIONALISME 


Oleh: Tiar Anwar Bachtiar! 


Saya mungkin akan berbicara dalam konteks yang lebih global, 
daripada hal-hal yang sifatnya lebih khusus kepada pribadi H. Agus 
Salim. Saya akan melihatnya dari sudut pandang bagaimana 
pemikiran H. Agus Salim dalam kontribusinya pada berdirinya 
negara Indonesia. Kita tahu bahwa H. Agus Salim adalah tokoh yang 
sangat mengikuti pergerakan nasional di awal abad 20 dari awal 
sampai lahirnya republik ini, dan bahkan sempat menjadi menteri 
pada beberapa kabinet di Indonesia merdeka sampai kemudian 
beliau meninggal pada tahun 1954. Memang beliau belum sempat 
mengikuti era Orde Baru dan seterusnya, tetapi kontribusi beliau 
dalam berdirinya Indonesia ini sangat jelas. Apa yang menjadi sangat 
penting dari H. Agus Salim bagi berdirinya Indonesia ini?. Saya ingin 
melihatnya dalam konteks tarik menarik antara internasionalisme 
dan nasionalisme di awal abad 20. 


1 Dosen STAI Persatuan Islam (Persis) Garut. Peneliti senior Institute for the Study 
of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS). 
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Dapat kita ketahui bahwa ketika Indonesia ini mengalami 
kolonialisasi, terdapat banyak sekali cara untuk melepaskan diri 
dari kolonialisme dalam berbagai paham dan gagasan. Gagasan- 
gagasan itu setidaknya terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama 
adalah fase kembali kepada gagasan menghidupkan atau revitalisasi 
kerajaan-kerajaan Islam. Fase ini dilakukan oleh banyak pejuang 
Indonesia, seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, para 
pejuang di Aceh, dan beberapa perlawanan yang lain. Ketika itu 
mereka melalukan perlawanan terhadap kolonialisme dalam 
konteks bagaimana merevitalisasi kerajaan-kerajaan Islam yang 
pada saat itu berada di bawah kooptasi kekuasaan kolonial, untuk 
kemudian mereka hidupkan kembali. 

Seperti Pangeran Diponegoro yang berjuang untuk 
mengembalikan marwah dari Kerajaan Mataram, atau Pangeran 
Antasari dari Kerajaan Banjar, atau para pejuang Aceh, dan 
seterusnya. Itu digunakan pada awal-awal ketika terjadi perlawanan 
terhadap kolonialisme. Tetapi saya kira memang ini kemudian 
menjadi gagal. Nah, setelah gagalnya perlawanan-perlawanan lokal 
yang terjadi di berbagai kawasan ini, akhirnya menggugah aktivis 
pergerakan untuk melepaskan Indonesia dari kolonialisme dengan 
cara yang berbeda. 

Pada awal abad ke 20 muncul sebuah gagasan besar, dan Agus 
Salim turut memberikan warna. Di era ini gagasan untuk 
mengembalikan atau merevitalisasi kerajaan-kerajaan Islam itu 
tidak mengemuka lagi. Malah yang muncul ada dua gagasan, yakni 
internasionalisme dan nasionalisme. Gagasan internasionalsme ini 
diwakili oleh gagasan yang sering disebut pada awal abad 20 sebagai 
Pan-Islamisme, yaitu gagasan menjadikan kerajaan-kerajaan Islam, 
negara-negara Islam, atau bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia di 
bawah satu kepemimpinan. Ini sebetulnya sebuah seruan yang 
dikampanyekan pertama kali oleh Sultan Abdul Hamid II. Ia 
mengampanyekan Pan-Islamisme/ Internasionalisme ini karena 
pada saat itu negara-negara Islam sudah mulai terlepas dari 
kekuasaan Utsmani, dan telah menjadi negara-negara jajahan Eropa. 
Maka, Utsmani berusaha untuk mengembalikan marwah 
kekhalifahannya sendiri dengan membuat program Pan-Islamisme 
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yang disebarluaskan ke seluruh dunia, termasuk dengan 
mengirimkan konsul-konsul Utsmani yang ditempatkan di berbagai 
kawasan, termasuk di Batavia. 

Kemudian, selain ada gagasan dari Abdul Hamid II, terdapat 
kampanye Pan-Islamisme yang diperkuat oleh majalah yang 
diterbitkan oleh Jamaludin al-Afghani, al-Urwatul Wutsga. Majalah 
ini juga tersebar luas di Indonesia, sehingga Pan-Islamisme itu 
kemudian menjadi salah satu gagasan untuk melepaskan diri dari 
kolonialisme di awal di abad ke 20. Hanya saja, Pan-Islamisme yang 
bernuansa internasionalisme itu sulit untuk diwujudkan, karena 
posisi Utsmani yang semakin melemah. Alhasil, puncaknya pada 
Perang Dunia I (1914-1917) Utsmani mengalami kekalahan. Hal ini 
mengakibatkan gagasan Pan-Islamisme semakin tidak menemukan 
relevansinya, karena tidak ada lagi negara yang bisa menjadi leader 
bagi negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain. Sebab, Utsmani 
sebagai negara Islam yang paling kuat pada masanya sudah hancur. 
Oleh sebab itu, para pemimpin Indonesia sudah mulai berpikir hal 
yang lain. Kebetulan ada gagasan tentang nasionalisme. 

Gagasan nasionalisme muncul dari pemikiran-pemikiran para 
sarjana politik Eropa, yang dipelajari oleh pelajar-pelajar Indonesia 
yang Belajar ke Eropa. Di antara pengusung gagasan nasionalisme 
adalah sarjana-sarjana yang pulang dari Belanda dan terhimpun di 
dalam Perhimpunan Indonesia (Indische Vereeniging). Pelajar yang 
menempuh pendidikan Belanda di Hindia Belanda sendiri juga 
banyak yang mengusung gagasan ini, seperti Soekarno dan 
sebagainya. Mereka memunculkan gagasan bahwa untuk 
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukanlah dengan 
internasionalisme seperti yang ditawarkan oleh Turki Utsmani. 
Tetapi dengan menghimpun kekuatan bangsa sendiri dan dengan 
kembali kepada kekuatan nation yang dimiliki. Ini adalah cara 
menghimpun seluruh kekuatan rakyat menjadi satu kesatuan. Hal 
tersebut yang nanti akan menjadi gagasan dasar tentang Sila Ketiga 
Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. 

Tujuan kedua gagasan tersebut tentunya sama, yakni untuk 
terlepas dari kolonialisme. Hanya saja perbedaannya, yang pertama 
dengan internasionalisme malalui gagasan Pan-Islamisme dan yang 
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kedua melalui nasionalisme dengan mewujudkan kebangsaan 
Indonesia. Oleh karena itu, di awal abad ke 20 mulailah dirumuskan 
tentang “Apa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia itu?”. Dari sini 
wacana-wacana mengenai nasionalisme semakin menguat. Hingga 
akhirnya, terwujudlah gagasan Indonesia yang dicetuskan oleh 
Sumpah Pemuda tahun 1928: “Kami mengaku berbangsa satu, 
bangsa Indonesia. Kami mengaku bertanah air satu, tanah air 
Indonesia, dan menunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa 
Indonesia.” Itu adalah satu pernyataan awal tentang bagaimana 
wujud nasionalisme Indonesia. Setelah itu banyak sekali tulisan- 
tulisan, wacana-wacana, sastra, dan sebagainya tentang 
nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Sampai nantinya masuk 
juga nasionalisme Indonesia itu memiliki unsur Islam yang kuat dari 
kalangan pemikir Islam. 

Dua gagasan ini menarik sekali, karena di awal-awal 
munculnya gagasan Internasionalisme lebih dekat dengan tradisi 
yang sudah lama berkembang di dalam sejarah Islam. Akhirnya, ini 
menjadi semacam gagasan yang diusung oleh aktivis-aktivis Islam, 
seperti Sarekat Islam melalui Tjokroaminoto, Persatuan Islam 
melalui A. Hassan, dan beberapa yang lain sama-sama menyuarakan 
Pan-Islamisme. Jadi, bagaimana untuk melepaskan diri dari 
kolonialisme dan melepaskannya dari penindasan yang dirasakan 
oleh masyarakat Indonesia pada saat itu? Mereka menawarkan 
jawaban: melalui Pan-Islamisme. 

Gagasan ini kemudian menjadi agak absurd karena pada 
kenyataannya Turki Utsmani sendiri menjadi kekuatan politik yang 
sangat lemah setelah Perang Dunia Pertama. Kawasan-kawasan yang 
pada awalnya dikuasai Turki diambil alih oleh Inggris dan 
kekhalifahan sendiri menjadi tidak mempunyai fungsinya secara 
politik karena telah diamputasi pada tahun 1920 oleh gerakan Turki 
Muda. Alhasil, gagasan Pan-Islamisme menjadi gagasan yang kurang 
marketable pada akhirnya, walaupun secara retoris gagasan Pan- 
Islamisme ini masih dipegang oleh para aktivis-aktivis Islam di awal 
abad ke 20. 

Lalu di mana posisi H. Agus Salim? 
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Memang tidak mudah menempatkannya. Seperti A. Hassan 
misalnya, beliau dalam tulisan “Islam dan kebangsaan” tampak 
mengikuti gagasannya al-Afghani yang juga sama mengampanyekan 
Pan-Islamisme dalam majalahnya al-Urwatul Wutsga, dan juga 
Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di dalam majalah al-Manar. A. 
Hassan melihatnya dengan menyatakan bahwa gagasan 
nasionalisme adalah pemikiran yang bertentangan dengan Islam. 
Bahkan dianggap sebagai suatu pemikiran yang haram. Pendekatan 
doktrinal semacam ini bisa menjadi sesuatu yang cukup keras 
pertentangannya di tengah masyarakat yang terjadi pada saat 
sebelum Indonesia merdeka. 

Pertentangan antara kaum kebangsaan dengan pihak yang 
mendukung internasionalisme atau Pan-Islamisme itu terjadi cukup 
keras. Misalnya A. Hassan dan Soekarno berdebat tentang 
nasionalisme ini hingga diabadikan dalam sebuah buku. Kemudian, 
A. Hassan berdebat dengan Muchtar Luthfi yang merupakan tokoh 
nasionalisme muslim dari Sumatera Barat, dan itu perdebatan yang 
sangat keras. A. Hassan juga pernah menyerang pemikiran Hamka 
yang mendukung nasionalisme. Saat itu Hamka menjadi pemimpin 
majalah Pedoman Masjarakat di Medan. 

Bila kita melihat media-media massa di tahun 1920-an dan 
1930-an tampak terang wacana tentang apakah kita perlu 
nasionalisme atau internasionalisme, di mana Indonesia pada saat 
itu belum merdeka, masih dalam tahap wacana dan pemikiran. Yang 
menarik adalah posisi Agus Salim. HOS. Tjokroaminoto pada 
mulanya berpikiran tentang internasionalisme dan Pan-Islamisme. 
Dalam Kongres-kongres Al-Islam sejak tahun 1925 setelah Turki 
Utsmani runtuh, salah satu yang dibahas dalam Kongres Umat Islam 
yang diselenggarakan oleh Sarekat Islam (SI) itu adalah isu tentang 
kekhalifahan. Isu ini membicarakan tentang bagaimana mewujudkan 
internasionalisme atau Pan-Islamisme secara konkrit dengan 
menghidupkan kembali kekhalifahan. Hanya saja pada waktu itu 
isunya mentok pada siapa yang akan menjadi khalifahnya. Ini yang 
kemudian menjadi blunder dan tidak realistisnya gagasan Pan- 
Islamisme ini. 
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Akhirnya, saya kira SI mulai berubah. Walaupun pada 1930-an 
terjadi konflik dalam SI setelah meninggalnya Tjokroaminoto, namun 
sedikit demi sedikit melalui pemikiran Agus Salim terdapat gagasan 
awal tentang penegasan ideologi Islam, yang disebut oleh Pepen 
Irpan Fauzan sebagai ideologi Islamisme. Ideologi ini menegaskan 
bahwa Islam bisa menjadi satu isme, satu landasan untuk 
pergerakan. Jadi, bentuk gerakannya bisa apa saja, tetapi tidak harus 
melepaskan diri dari Islam. 

Salah satu yang diperkenalkan oleh Agus Salim adalah 
bagaimana memunculkan nasionalisme Islam. Ide ini menarik 
karena pada masa sebelumnya, dalam berbagai perdebatan antara 
nasionalisme dengan internasionalisme/Pan-Islamisme itu, seolah- 
olah nasionalisme sama halnya dengan sesuatu paham yang anti- 
Islam. Nasionalisme dibayangkan seperti tidak ada Islamnya dan 
tidak bisa mewadahi ideologi/keyakinan orang-orang Islam. Akan 
tetapi, nanti dalam perkembangannya ternyata Agus Salim ini, 
sebagaimana banyak ditulis dalam artikel-artikelnya dan di 
kemudian hari juga disampaikan di Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Kemerdekaan (BPUPK), menegaskan bahwa nasionalisme untuk 
memperjuangkan berdirinya Indonesia itu tidak selalu harus 
terlepas dari Islam. Jadi, Islam itu bisa menjadi bagian yang inheren 
di dalam nasionalisme Indonesia. Inilah yang saya kira sumbangan 
penting dari Agus Salim yang pernah diajarkan kepada murid- 
muridnya di Jong Islamieten Bond (JIB). 

Murid-murid Agus Salim seperti Syamsurizal (Ketua Jong Java) 
dan Moh. Roem yang kemudian berpikir untuk mendirikan satu 
organisasi pergerakan atas nama Islam. Maka kemudian mereka 
mendirikan JIB. Pergerakan JIB ini menghimpun banyak sekali 
aktivis-aktivis muda yang rata-rata berlatarbelakang pendidikan dari 
sekolah Belanda. Di sana ada Mohammad Roem, Bader Johan, Moh. 
Natsir, Kasman Singodimedjo, Hamka, dan lain-lain. Di kemudian 
hari mereka akan menjadi aktivis-aktivis Partai Islam Indonesia (PII) 
ketika pecah dan keluar dari Sarekat Islam. Kemudian ketika 
Masyumi berdiri kelompok JIB ini banyak sekali menguasai forum- 
forum atau panggung-panggung Masyumi setelah Indonesia 
merdeka. 
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Gagasan tentang nasionalisme Islam yang ditanam oleh Agus 
Salim di JIB sangat terpatri dalam pikiran murid-muridnya, termasuk 
dalam pikiran Mohammad Natsir. Pada saat yang sama, Moh. Natsir 
selain sebagai murid dari Agus Salim, beliau juga adalah murid dari 
A. Hassan sewaktu bersekolah di Bandung pada tahun 1920-an. 
Beliau waktu sekolah tingkat SMA itu bertemu dengan A. Hassan dan 
belajar agama padanya. Sampai kemudian Natsir memutuskan tidak 
menerima beasiswa untuk pergi ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi 
lebih memilih untuk ikut di dalam dunia pergerakan setelah 
bertemu dengan A. Hassan. 

Tentu saja kita bisa memahami bagaimana kondisi dari 
pemikiran Natsir ini yang menerima ide-ide Agus Salim dan 
kemudian menerima ide-ide A. Hassan. Pasti dia juga sangat 
mengetahui bagaimana posisi A. Hassan tentang Pan-Islamisme dan 
juga penentangan Hassan terhadap nasionalisme yang pada saat itu 
disebut sebagai “paham kebangsaan”. Pertemuannya dengan Agus 
Salim di JIB, tempat ia beraktivitas selain di Persatuan Islam 
(PERSIS), membuat Natsir menjadi sosok yang sangat menarik. 

Nah, melalui Natsir inilah justru A. Hassan mengalami 
perubahan pandangan tentang nasionalisme. A. Hassan akhirnya 
melihat bahwa ternyata nasionalisme itu tidak seburuk seperti yang 
ia dibayangkan sebelumnya. Sampai nanti ketika Indonesia sudah 
merdeka, A. Hassan banyak berubah pikiran. Bila dalam buku yang 
terbit sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1941 seperti “Islam 
dan Kebangsaan” itu serangannya terhadap nasionalisme kuat sekali. 
Namun, di buku-bukunya yang terbit setelah Indonesia merdeka 
seperti “Merebut Kekuasaan”, “Ambisi Politik”, dan lain-lain A. 
Hassan ini berbalik mendukung berdirinya Indonesia. Jadi, A. Hassan 
tidak kembali pada pemikirannya tentang internasionalisme. Dia 
merevisi pemikirannya setelah banyak berdialog dengan muridnya, 
M. Natsir. A. Hassan juga sering bertemu dengan Agus Salim, banyak 
dialog dan membaca buku-bukunya. Akhirnya, A. Hassan berubah 
dengan siap mendukung nasionalisme Indonesia. 

Di awal kemerdekaan, tokoh-tokoh yang di awal abad ke 20 
menentang nasionalisme atau anti terhadap kebangsaan, akhirnya 
mendukung Indonesia merdeka dengan berada di barisan Masyumi 
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bersama tokoh-tokoh JIB. Ini menjadi sangat menairk, di sini saya 
kira kontribusi Agus Salim sangat penting karena sejak awal H. Agus 
Salim tidak ikut di dalam pusaran perdebatan antara 
internasionalisme dan nasionalisme. Karena kejeniusannya dia 
justru mencari suatu jalan keluar bagi kekhawatiran bahwa 
nasionalisme itu adalah ideologi yang akan mengekang Islam atau 
menyingkirkan ajaran Islam di dalam pelaksanaan kenegaraan. 
Ternyata, itu dijawab oleh Agus Salim dengan tetap menerima 
nasionalisme, tetapi mengusulkan yang disebut dengan Islamisme. 
Alhasil, muncul istilah nasionalisme Islam. 

Menjelang Indonesia merdeka, ketika para aktivis Islam 
berkumpul di BPUPK, sudah tidak terdengar lagi gagasan-gagasan 
untuk internasionalisme. Karena memang eksperimen-eksperimen 
di tahun-tahun sebelumnya sudah gagal, misalnya dengan 
mengirimkan utusan-utusan ke Kongres Khilafah, dan lain-lain. Itu 
ternyata tidak memungkinkan, sehingga gagasan nasonalisme itu 
menjadi gagasan yang sudah kokoh. Dari situ tinggal ada dua 
persoalan saja yang diperdebatkan, bukan tentang internasionalisme 
dan nasionalisme, tetapi tentang bagaimana wujud nasionalisme itu 
sendiri: Apakah nasional yang diasaskan kepada agama atau sekular. 
Di sana kita akan bertemu dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang 
akhirnya menghasilkan Pancasila 18 Agustus 1945. Pancasila ini 
semacam titik tengah dari tarik-menarik antara kelompok sekular 
dan kelompok Islam dalam mewujudkan kemerdekaan. 

Tentu saja pemikiran dan gagasan H. Agus Salim menjadi 
sangat penting di BPUPK karena beliau adalah termasuk tokoh 
senior yang sangat disegani di dalam lembaga itu. Selain nanti ada 
tokoh-tokoh lain seperti K.H. Ahmad Sanusi dari Sukabumi yang 
berusaha menjelaskan bagaimana nasionalisme itu bisa diterima 
dalam konteks figih Islam. Alhasil, ide tentang nasionalisme yang 
berdasar agama (Islam) memungkinkan para ulama dan kyai untuk 
menerima hadirnya satu negara baru dalam konsep nation-state 
dengan tetap mengakomodir keyakinan Islam yang dipegang selama 
ini.“ 
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DIMENSI SUFISTIK DALAM POLITIK H. AGUS SALIM 
Oleh: Agusman Damanik! 


Jika kita membicarakan H. Agus Salim, maka kita akan 
membicarakan tokoh yang luar biasa dan sangat kontributif. Saya 
membahasakan dengan “apresiasi kearifan”, betapa apresiasi yang 
disampaikan oleh tokoh dan ulama tentang bagaimana kehebatan 
Agus Salim. Soekarno pernah menobatkan H. Agus Salim sebagai the 
grand old man atau orang tua yang agung. Soekarno seringkali 
bersilaturahmi dengan H. Agus Salim dan belajar banyak padanya. 
Kemudian, murid dari H. Agus Salim, Muhammad Roem, juga pernah 
mengatakan bahwa H. Agus Salim itu bapak dari spritualisme 
cendekiawan muslim. Buya Hamka pernah memberikan kesaksian 
tentang kebesaran H. Agus Salim, bahwa seorang Agus Salim sama 
saja dengan orang 100 juta orang Indonesia. Hal ini menunjukkan 
bahwa H. Agus Salim adalah sosok besar yang patut dikaji. 

Berbicara tentang H. Agus Salim tidak lepas dari 
kesejarahannya, di mana dia merupakan bagian terpenting dari 
sejarah Indonesia. H. Agus Salim dilahirkan di Koto Gadang pada 
tanggal 8 oktober 1884. Koto Gadang banyak melahirkan tokoh- 


1 Dosen UIN Sumatera Utara Medan 
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tokoh besar. Selain Agus Salim, Koto Gadang juga melahirkan Rohana 
Kudus seorang jurnalis wanita pejuang. Kenapa daerah ini bisa 
melahirkan tokoh-tokoh besar? Di sini kita perlu melihat pandangan 
hidup orang-orang tua di sana. Mereka berpandangan “biarlah sawah 
amai kegadai, asal anak-anak amai terpandang”. Dari falsafah inilah 
H. Agus Salim lahir sebagai seorang yang prestisius namun tidak 
ambisius. 

Sejak menjadi pelajar, Agus Salim seringkali mengungguli 
murid-murid Belanda asli. Suatu hari seorang professor dari Belanda 
pernah meminta izin untuk menginap di rumah orang tua Agus 
Salim. Namun Muhammad Salim (ayah Agus Salim) tidak 
mengizinkan karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan atas diri Agus Salim di kemudian hari. H. Agus Salim 
menguasai 9 bahasa, di antaranya: Inggris, Arab, Turki, Perancis, 
Jepang, Jerman, Russia. Sederet jabatan diembannya, pernah 
menjabat sebagai menteri dan penasehat presiden. Namun demikian 
Agus Salim tidak sama sekali ambisius terhadap jabatannya. 

Ada tema menarik ketika kita berbicara tentang H. Agus Salim, 
yaitu tentang nasionalisme dan politik dakwah. Kajian tentang H. 
Agus Salim juga menarik jika dikaitkan dengan organisasi Jong 
Islamieten Bond (JIB), dan ini sudah banyak dikaji oleh para peneliti. 
Namun dari sisi lain yang patut dibahas adalah terkait unsur sufistik 
atau esoteris dalam perilaku politik H. Agus Salim. Di sini Agus Salim 
memegang teguh kaidah “Pemimpin hakikatnya menderita” atau 
“leiden is lijden”. Artinya pemimpin harus memiliki sebuah 
tanggungjawab sehingga dia berani berkorban demi menunaikan 
amanatnya itu, meski dia harus mengorbankan kepentingannya, 
keluarganya, atau kelompoknya. Nah di titik ini seorang pemimpin 
harus memiliki visi mengonstruksi peradaban, dan ini bisa terwujud 
bila dalam kepemimpinannya diwarnai nilai-nilai religius dan 
kecendekiaan. Mungkin inilah yang dimaksud filosof-raja oleh Plato 
dan al-Farabi. 

Terdapat nilai sufistik dan esoteris yang dalam sikap politik 
dan kenegarawanan seorang H. Agus Salim. Pertama, nilai 
kesederhanaan (zuhud). Seorang H. Agus Salim adalah sosok yang 
benar-benar sederhana dalam kehidupan. Beliau sering berpindah 
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rumah, mengontrak dan tinggal di rumah yang sederhana di lorong- 
lorong gang di Jakarta. Padahal beliau ini adalah pemimpin negara 
dengan reputasi internasional. Beliau juga memiliki kesabaran yang 
luar biasa. Di antara hal yang luar biasa pada diri H. Agus Salim 
adalah kemampunnya mengondisikan keluarganya sehingga tidak 
menjadi beban bagi cara hidupnya yang zuhud itu. Saya kira ini 
penting, karena banyak pemimpin yang sebetulnya dia baik, namun 
karena keluarganya yang tidak mendukung, akhirnya dia tergoda 
untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. 

H. Agus Salim juga seringkali dicibir atau di-bully orang lain. 
Namun dia menghadapinya dengan tenang, bahkan memberikan 
jawaban yang memiliki sebuah konstruksi penyadaran terhadap 
orang yang mengejeknya. H. Agus Salim adalah sosok yang ikhlas. Dia 
bekerja hanyalah untuk Allah SWT. Inilah yang disampaikan oleh 
Emil Salim dalam buku “100 Tahun Agus Salim”. H. Agus Salim 
adalah memiliki kepribadian yang gana'ah. Di bidang politik perlu 
sekali seorang pemimpin yang tidak ambisius, tidak menghadirkan 
syahwat politik yang bisa menimbulkan KKN (korupsi, kolusi, dan 
nepotisme). 

Kita sering melihat pemimpin kita memiliki sikap yang 
terpecah (split personality) dan kepemimpinan tidak integratif, di 
mana mereka lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat manajerial 
dari pada sisi kepemimpinan. Seorang yang memiliki sifat manajerial 
seringkali hanya menghadirkan sesuatu yang konseptual semata dan 
jarang menghadirkan aspek keteladanan. Nah, H. Agus Salim bisa 
menjadi teladan baik di bidang kepemimpinan. Bukan hanya lihai 
dalam manajerial, dia juga hadir sebagai seorang pemimpin dengan 
nilai-nilai sufistik dan esoteris. Seandainya H. Agus Salim sampai 
sekarang masih hidup, mungkin beliau akan menjadi seperti 
Erdogan. 

Saat ini Indonesia sangat memerlukan kepemimpinan yang 
sufistik agar Indonesia bisa menjadi negara hebat dan maju di tengah 
persaingan global. Apalagi di tengah berbagai persoalan penting 
yang muncul saat ini, tentu kita menginginkan pemimpin-pemimpin 
yang memiliki sifat sufistik, bukan pemimpin yang penuh dengan 
syahwat dan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pemimpin yang 
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baik itu harus memiliki keterikatan dengan manusia dan harus 
membangun kedekatan dengan Allah Swt. Oleh karena itu, pemimpin 
harus menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan 
insan. Di sisi inilah sosok H. Agus Salim muncul dengan 
keseimbangan hubungan tadi. H. Agus Salim dalam menjelaskan 
Ketuhanan Yang Maha Esa semasa pembahasan dasar negara sebagai 
falsafah Indonesia menyatakan bahwa keadilan sosial sulit 
ditegakkan karena Ketuhanan Yang Maha Esa belum dipahami 
secara membumi oleh manusia, karena sifat manusia cenderung 
yang munafik. 

Semua ini diharapkan agar kita semua menjadikan sifat-sifat 
yang dimiliki oleh H. Agus Salim sebagai suri tauladan dalam 
kehidupan. Bagaimana seorang pemimpin yang mampu 
menghadirkan kesederhanaan, kesabaran, kecerdasan emosional, 
dan mampu menyatukan kecerdasan emosional, intelektual, dan 
spiritual secara seimbang. Sifat-sifat sufistik yang bersumber dari 
keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa ini ini bisa menjadi rujukan 
untuk menegakkan Sila Kedua sampai Sila Kelima. Semua sila-sila 
dalam Pancasila baru bisa ditegakkan setelah membumikan Sila 
Pertama. 

The Grand Old Man ini juga seorang yang paham sekali terkait 
pemikiran Islam. Ini bisa dilihat dari buku “Pesan-pesan Islam”. 
Gagasan-gagasan dalam buku ini menunjukkan bahwa seorang Agus 
Salim bukan hanya seorangg tokoh politik namun juga seorang 
cendekiawan Islam. H. Agus Salim memiliki pemikiran yang sangat 
moderat. Jika sekarang ini pemerintah menggagas moderasi 
beragama, H. Agus Salim sudah lebih dulu menghadirkan pemikiran 
moderat. Sebab H.Agus Salim sendiri memiliki saudara yang 
kebetulan seorang non-muslim. Hal itu justru dianggapnya sebagai 
sebuah kemajemukan. 

H. Agus Salim ingin sekali menegakkan kepemimpinan yang 
senantiasa meningkatkan ketakwaan. Semua itu ditujukan agar 
seorang pemimpin memiliki jiwa yang sederhana (zuhud), gana'ah, 
sufistik, sabar, dan sebagainya. Jasad H. Agus Salim memang telah 
tiada, namun kepribadiannya tetaplah hidup, dan kita wajib 
meneladaninya."" 
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2 
KH. A. WAHID HASYIM TELADAN BANGSA 


Oleh: Alissa Gotrunnada Wahid1 


KH. Wahid Hasyim itu salah satu peletak dasar-dasar 
kehidupan bernegara di Indonesia ini. Secara umum kita bisa 
membaca ulasan peran beliau di Tirto.id. Akan tetapi, sebenarnya ini 
belum merefleksikan secara utuh dari apa yang sudah 
disumbangsihkan oleh K.H. Wahid Hasyim kepada bangsa ini. Beliau 
adalah Menteri Agama Negara Republik Indonesia selama tiga kali. 
Tahap pertama hanya satu tahun, kemudian 2 tahun, dan sisanya 
adalah 4 tahun. Beliau adalah Menteri Agama yang pertama 
sekaligus peletak dasar-dasar peran dari Kementerian Agama dan 
juga meletakan hubungan antara agama dan negara secara lebih 
demokratis. 

Sebelumnya, sebagai anak dari K.H. Hasyim Asy'ari beliau 
sudah terkenal sebagai figur yang sangat progresif. Di Pesantren 
Tebuireng Jombang, saat usia masih 19 tahun, beliau sudah 
menawarkan pola pendidikan yang hybrid antara ilmu agama dan 
ilmu-ilmu pengetahuan umum. Beliau sangat meyakini bahwa masa 


1 Cucu KH. A. Wahid Hasyim. Direktur Gusdurian Network Indonesia (GNI) 
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depan umat Islam akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau 
kapasitasnya untuk menguasai ilmu-ilmu umum. Beliau adalah orang 
pertama yang memperkenalkan pendidikan bahasa non-Arab 
pertama kali di Pesantren Tebuireng. Beliau diperbolehkan untuk 
membuat madrasah yang terpisah guna memperdalam pengetahuan 
santri dalam menguasai pengetahuan umum. 

K.H. Wahid Hasyim memperkenalkan pola pembelajaran 
klasikal yang sangat berbeda dengan model pembelajaran di 
pesantren pada umumnya di waktu itu. Beliau adalah orang yang 
sangat kuat untuk membuat pembaharuan-pembaharuan yang lain, 
misalnya terkait dengan upaya pembelajaran yang sangat berbeda 
dari yang biasanya, dan hal ini beliau bawa hingga menjadi Menteri 
Agama. Beliau memperkenalkan banyak sekali hal-hal baru di dalam 
pendidikan. Bagi saya, yang paling saya banggakan adalah 
bagaimana beliau kemudian membuka ruang yang sangat besar 
kepada anak-anak perempuan untuk tetap sekolah. Kaum 
perempuan di Indonesia pun dapat menjadi hakim agama. Ini sangat 
progresif di masa itu bahkan hingga saat ini. Banyak sekali aturan di 
negara-negara Islam dan negara-negara lain yang tidak memberikan 
tempat kepada hakim perempuan dalam peradilan agama Islam. 
Akan tetapi, K.H. Wahid Hasyim pada awal tahun 1950-an telah 
memberikan peluang itu. 

Jadi, beliau memang sangat progresif dan saya dapat 
menyatakan bahwa sifat progresif beliau telah menurun kepada 
anak-anaknya, terutama kepada Gus Dur. Akan tetapi, barangkali 
dalam hitungan progresifitas, K.H. Wahid Hasyim lebih progresif 
daripada Gus Dur, walau sosok Gus Dur kita kenal sebagai pribadi 
yang amat progresif. K.H Wahid Hasyim dalam usia 19 tahun sudah 
memperkenalkan banyak pembaharuan, dan ini terus beliau bawa 
saat beliau berkiprah sebagai pendiri bangsa. Juga, kiprah atau 
sumbangsih dari umat beragama dalam kehidupan bernegara itu 
menjadi sangat kuat di zaman K.H. Wahid Hasyim ini. Kita pun dapat 
melihat bahwa perguruan tinggi agama banyak yang diinisiasi oleh 
K.H Wahid Hasyim terutama dalam hal ini adalah Perguruan Tinggi 
Agama Islam Negeri (PTAIN). 
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Tentu bila kita ingin meneladani beliau, kita bisa melihatnya 
dari sisi karakter, pemikiran, atau pergerakan. Dari sisi karakter, kita 
tahu bahwa K.H Wahid Hasyim memiliki karakter “berkemajuan” 
dalam istilah Muhammadiyah. Beliau itu sangat progresif. Kemudian 
beliau selalu mau belajar atau istilah lainnya Iong life learner. 
Petualangan beliau mengaji dari berbagai kyai telah dilakukannya 
secara terus-menerus. Beliau berkelana mencari ilmu, dan ini 
dimulai dari usianya yang sangat muda, dari usia belasan. Artinya, 
sebagai sosok pembelajar, beliau selalu mengasah ketajaman 
pengetahuannya dan pemahamannya, karena beliau meyakini bahwa 
pengetahuan memiliki peran yang sangat menentukan. 

Beliau sangat terbuka terhadap banyak hal yang ada dari 
berbagai pihak. Ini sangat terasa dari cerita-cerita tentang 
bagaimana rumah beliau terbuka untuk siapapun termasuk dari 
teman-teman kelompok kiri. Banyak riwayat yang menceritakan 
kedatangan Kasimo ke rumah Kyai Wahid, dan semua orang yang 
datang ke rumahnya tentu beliau terima dengan baik. Jadi, 
pemikirannya memang sangat terbuka. Hal itu kemudian terlihat 
saat situasi peletakan dasar-dasar negara Indonesia, ketika akhirnya 
beliau menyatakan menerima penghilangan Tujuh Kata dari Piagam 
Jakarta, itu berakar dari keterbukaan pemikirannya. Karena 
keterbukaan pemikiran beliau dan wawasan beliau yang luas, 
karena keyakinan bahwa penghilangan Tujuh Kata itu tidak 
kemudian menafikan ruang kemerdekaan bagi warga muslim 
Indonesia untuk menjalankan syariat Islam. Keterbukaan inilah yang 
membuat beliau sebagai salah satu tokoh pendiri bangsa yang saat 
itu masih muda, tetapi cukup besar pengaruhnya. Itulah dari sisi 
karakter KH. Wahid Hasyim. 

Karakter KH. Wahid Hasyim memang demokratis. Bukan 
hanya pemikirannya tentang demokrasi, tetapi karakternya yang 
sangat demokratis. Dr. Umar Wahid, salah satu putra beliau/ adiknya 
Gus Dur, bercerita kepada saya mengenai bagaimana ibunya, yakni 
Bu Nyai Sholihah, bercerita mengenai KH. Wahid Hasyim. Bu Nyai 
Sholihah ini pun seorang pejuang kemerdekaan, bukan hanya 
seorang istri dari KH. Wahid Hasyim. Bu Nyai Sholihah berperan 
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sangat aktif, beliau politisi juga, kemudian memimpin Pengurus 
Besar Muslimat dan sangat dihormati oleh para kyai. 

Suatu ketika, Bu Nyai Sholihah ikut serta mengobservasi KH. 
Wahid Hasyim pada saat rapat dengar pendapat dengan parlemen. 
Beliau ada di balkon gedung DPR untuk mengobservasi. Ada hal yang 
menarik di dalam rapat dengar pendapat itu, di mana KH. Wahid 
Hasyim saat itu merupakan Menteri Agama yang sedang rapat 
dengan anggota parlemen. Dalam rapat itu terdapat anggota 
parlemen yang merupakan orang NU, tetapi dia mencecar KH. Wahid 
Hasyim. Bu Nyai Sholihah menyatakan bahwa “marah sekali saya, ini 
orang NU kok bisa begitu kepada Menteri Agama yang juga 
merupakan orang NU.” 

Lalu, setelah selesai acara dengar pendapat, beliau turun ke 
bawah dan mereka pulang dari Gedung DPR. Di tengah jalan, mereka 
melihat politisi NU tersebut sedang berdiri di pinggir jalan. KH. 
Wahid Hasyim menawarkan tumpangan ke mobil beliau untuk 
diantarkannya pulang. Bu Nyai Sholihah tentunya saat itu sedang 
dongkol-dongkolnya pada orang tersebut, tetapi beliau hanya 
terdiam sepanjang perjalanan. sSetelah diantarkannya pulang, beliau 
protes kepada suaminya, KH. Wahid Hasyim: 


“Untuk apa kita mengantarkan orang yang tidak menghargai 
Bapak di ruang dengar pendapat tadi?, Kenapa kita 
menghormati orang yang tidak mau menghormati kita?.” 


Lalu KH. Wahid Hasyim menjawab: 


“Orang itu menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen. 
Sebagai anggota parlemen dia adalah wakil rakyat. Tugasnya 
adalah mengkritisi pemerintah. Saya hadir bukan sebagai 
anggota NU. Saya ini wakil pemerintah dalam urusan agama. 
Karena itu dia menjalankan tugasnya dan saya menjalankan 
tugas saya. Itu tidak ada hubungannya dengan NU.” 


Oleh karena itu, di sini kita dapat melihat kualitas manusia 
yang sangat demokratis. Bukan hanya soal pemikirannya tentang 
demokrasi, yang diungkapkannya juga saat itu memang lah 
demokrasi. Demokrasi itu wakil rakyat tugasnya mengkritisi 
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pemerintah. Pada saat yang sama, beliau menyatakan bahwa beliau 
menerima itu semua. Inilah bagian dari karakter beliau. 

Ditinjau dari sisi pemikiran KH. Wahid Hasyim, menarik sekali 
pernyataan kyai muda Jadul Maula yang menyampaikan dalam 
pertemuan kyai-kyai dan nyai-nyai bahwa Hadratus Syaikh KH. 
Hasyim Asy'ari, K.H Wahid Hasyim, dan K.H Abdurrahman Wahid itu 
menitikberatkan perjuangannya pada ukhuwah yang berbeda. Bila di 
NU dikenal dengan trilogi ukhuwah: yakni ukhuwah Islamiyah, 
ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah atau basyariyah. 
Ukhuwah Islamiyah atau diniyah adalah persamaan sesama warga 
muslim di manapun dia berada. Baik dia orang Indonesia, Afrika, 
atau lainnya, kalau sesama muslim itu maka ada solidaritas di antara 
mereka. Ada ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama warga 
bangsa, dalam hal ini warga bangsa indonesia apapun latar belakang 
agama, suku, dan golongannya. Ukhuwah insaniyah/basyariyah, 
yakni ukhuwah kemanusiaan, yang itu terlepas dari persoalan dia 
beragama apa, dari negara mana, atau bangsa mana. 

Kyai Jadul Maula mengatakan bahwa bila kita lihat Hadratus 
Syaikh K.H Hasyim Asy'ari itu sangat kuat di ukhuwah Islamiyah dan 
secara spesifik ukhuwah  Nahdliyah.  Hadratus Syaikh 
mempertemukan para ulama menjadi sebuah organisasi besar yang 
namanya Nahdlatul Ulama, dan kemudian mengutus putranya untuk 
terlibat dalam MIAI. Sementara bila kita lihat, KH. Wahid Hasyim itu 
sangat kuat pada ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama 
warga bangsa. Sedangkan Gus Dur serta Gus Sholah (KH. 
Sholahuddin Wahid - adik Gus Dur) tentu kemudian membawanya 
kepada ruang yang lebih besar lagi, yaitu ukhuwah insaniyah. Gus 
Dur itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah 
insaniyah-nya terlihat sangat jelas di tiga ruas tersebut. 

Dari sisi pemikiran, KH. Wahid Hasyim sangat kuat dalam 
mempertemukan kelompok-kelompok Islam ini ke berbagai wadah, 
yaitu MIAI dan Masyumi, yang di dalamnya terkumpullah bersama 
aktor-aktor pendiri bangsa yang lain. Jelas sekali bahwa beliau 
mempraktikan agama yang moderat dan tidak ekstrem. Itu sangat 
terasa pada jiwa KH. Wahid Hasyim, dan itu terlihat juga pada model 
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pendidikan agama dan pesantren yang mengadopsi beberapa 
pendekatan yang modern. 

Hubungan antara agama dan negara jelas ketika beliau sebagai 
anggota BPUPKI, PPKI, dan Menteri Agama, di mana beliau 
menempatkan agama dan negara dalam sebuah hubungan yang 
seimbang, tidak terpisah, namun juga tidak saling mendominasi. 
Tentu kita tahu bahwa KH. Wahid Hasyim gigih memperjuangkan 
Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Kemudian 
memperjuangkan beberapa norma di dalam konstitusi yang ini 
sangat kuat dalam konteks menghadirkan umat Islam dalam 
kehidupan bernegara dan berbangsa. Beliau memperjuangkan agar 
dalam konstitusi secara tegas termuat bahwa presiden Indonesia itu 
harus beragama Islam. Akan tetapi, beliau pada akhirnya menerima 
bahwa konstitusi itu harus memuat dasar-dasar yang sifatnya 
universal dan berlaku secara umum serta setara bagi semua warga 
bangsa dengan menghilangkan frasa-frasa khusus untuk umat Islam. 

Inilah yang beliau terima sebagai watak demokrasi itu sendiri 
yang kemudian meletakkan deliberasi dan musyawarah sebagai 
mekanisme paling utama untuk membangun sebuah kesepakatan. 
KH. Wahid Hasyim adalah orang yang berangkat dari kepentingan 
kelompok, tetapi kemudian bermusyawarah untuk mengambil 
kesepakatan-kesepakatan dan mengikuti hasil dari kesepakatan 
tersebut. Itulah yang kemudian sangat kuat pada sisi pemikiran KH. 
Wahid Hasyim. 

Bila dari sisi pergerakan, tentu saja kita dapat lihat bahwa KH. 
Wahid Hasyim merupakan salah satu pemikir dan orang yang sangat 
kuat membangun gerakan-gerakan yang terkait dengan Islam. Ketika 
beliau mengambil alih kepemimpinan NU, kemudian di MIAI, di 
Masyumi, mendirikan Hizbullah (Tentara Allah, gerakan bersenjata 
pemuda-pemuda Islam untuk melawan penjajah), dan berbagai 
gerakan lainnya, terutama yang sangat kuat adalah dalam hal 
gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, sebagai 
umat Islam beliau sangat kuat jejaknya. Jadi, pendidikan agama Islam 
di Indonesia ini menurut saya tokoh paling utamanya dalah KH. 
Wahid Hasyim dalam konteks institusionalisasi. Jika saat ini marak 
sekali UIN, IAIN, Pendidikan Guru Agama, dan lain-lain itu terutama 
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dimulai oleh KH. Wahid Hasyim. Kehadiran KUA (Kantor Urusan 
Agama), Kementerian Agama secara keseluruhan, dan memberi 
ruang bagi perempuan dengan memperbolehkannya untuk 
mengenyam pendidikan dan menjadi hakim agama, itulah buah dari 
apa yang dirintis oleh KH. Wahid Hasyim. 

Itulah yang ditinggalkan oleh KH. Wahid Hasyim. Pak 
Zamakhsyari Dhofier, yang merupakan peneliti ke-NU-an yang juga 
sangat dekat dengan Gus Dur, menyatakan bahwa semua warisan 
yang ditanam oleh KH. Wahid Hasyim itu ibarat pohon yang tumbuh 
subur dan terus beranak pinak. Karena yang ditinggalkan oleh KH. 
Wahid Hasyim untuk kita, pemikiran demokratis untuk Indonesia, 
peran umat Islam dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia, 
pembaruan di dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan 
agama Islam, pondok pesantren, gerakan umat Islam Indonesia, dan 
yang paling penting meninggalkan Republik Indonesia ini untuk kita 
semua." 
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MENGKAJI ULANG POSISI KH. A. WAHID HASYIM 
DALAM HISTORIOGRAFI NASIONAL 


Oleh: Ulil Abshar Abdalla! 


Sebetulnya, beberapa pemikiran penting tentang KH. Wahid 
Hasyim sudah disampaikan cukup baik dalam tulisan Mbak Alissa 
Wahid. Saya hanya akan menambahkan sedikit hal saja, kerangka 
umumnya tentu kita sudah paham dari presentasinya Mbak Alissa 
Wahid. Hal yang ingin saya sampaikan adalah mengenai: Pertama, 
tentang penulisan sejarah nasional. Selama ini dalam 
historiografi/penulisan sejarah Indonesia, terutama di awal abad ke 
20 yang menandai kebangkitan nasional, narasi yang selalu paling 
kuat adalah peran dari para anak-anak muda yang terdidik dalam 
sekolah Belanda. Itu yang paling terlihat, dan saya kira pola 
penulisan itu masih bertahan sampai sekarang ini, meskipun sudah 
mulai ada revisi di sana-sini. 

Jadi, orang-orang yang dididik dalam sekolah Belanda, yakni 
HIS, STOVIA, dan lain-lainnya itu adalah orang-orang yang paling 
menonjol perannya di dalam historiografi atau di dalam penulisan 
sejarah mengenai kebangkitan nasional. Meskipun itu secara faktual 
tidak salah, tetapi ada hal yang menurut saya kurang seimbang. Ada 


1 Cendekiawan NU. Ketua LAKPESDAM PBNU. 
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peran yang sangat penting juga yang dimainkan anak-anak muda 
lulusan pendidikan non-Eropa, meskipun tidak sebesar peran yang 
dimainkan oleh para cendekiawan atau kaum intelegensia yang 
terdidik di sekolah Eropa (sekolah Belanda) ketika itu seperti 
generasi Soekarno dan lain-lain. Meskipun tidak sebesar mereka, 
tetapi peran dari kalangan terdidik Islam yang berlatarbelakang 
pendidikan non-Belanda itu ada. Inilah yang menurut saya sosok ini 
diwakili oleh KH. Wahid Hasyim. 

KH. Wahid Hasyim itu menariknya sejak di pondok pesantren 
dia sudah memiliki minat baca yang besar sekali, terutama dalam 
bacaan-bacaan berbahasa Inggris dan Belanda. Dia belajar Bahasa 
Belanda konon dari sepupunya sendiri, yakni Muhammad Ilyas yang 
belakangan akan menjadi Menteri Agama setelah Kyai Wahid. M. 
Ilyas adalah sepupu KH. Wahid Hasyim yang pernah belajar di 
sekolah HIS Surabaya. Kemudian setelah selesai di HIS, dia 
melanjutkan di pondok Tebuireng. Kyai Ilyas ini jugalah yang 
menemani Kyai Wahid Hasyim sekolah atau mondok dan belajar di 
Mekkah selama satu tahun. KH. Wahid Hasyim sejak awal memiliki 
perhatian yang besar terhadap dunia luar. 

Kembali kepada penulisan sejarah Indonesia tentang 
kebangkitan nasional. Menurut saya KH. Wahid Hasyim itu contoh 
bagus tentang peran dari seorang inteligensia muslim dan bukan 
berpendidikan Eropa di dalam sejarah nasional Indonesia, terutama 
pra-kemerdekaan. Kita tahu peran KH. Wahid Hasyim, dan saya kira 
perjuangan paling penting beliau justru ketika sebelum 
kemerdekaan dibandingkan setelah kemerdekaan. Ketika sebelum 
kemerdekaan, kita dapat ketahui bahwa ia terlibat di dalam 
beberapa organisasi penting, salah satanya yang paling penting 
adalah MIAI, yaitu satu federasi organisasi-organisasi Islam yang ada 
pada saat itu yang berdiri pada tahun 1937. Mereka berhimpun 
untuk menyampaikan aspirasi umat Islam dan melakukan 
perlawanan terhadap pemerintah Belanda kala itu, salah satunya 
adalah menentang peraturan yang menyangkut masalah guru yang 
dikenal sebagai peraturan ordonansi guru. Ini pernah menjadi 
pembahasan penting dalam disertasi almarhum Dr. Husnul Agib 
Suminto. 
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KH Wahid Hasyim yang merupakan salah satu tokoh penting di 
situ, berperan penting dalam melakukan perlawanan terhadap 
peraturan-peraturan seperti ini. Bersama gerakan-gerakan 
nasionalis yang lain MIAI juga membentuk satu koalisi atau semacam 
konsorsium untuk menuntut berdirinya semacam parlemen untuk 
rakyat bumiputera. Jadi pada saat itu, KH. Wahid Hasyim masih 
sangat muda dan terlibat di dalam gerakan yang sangat penting 
seperti itu. Peran intelegensia muslim yang berpendidikan non- 
Eropa saya kira itu perlu dilihat dalam kerangka ini, dalam kerangka 
melihat sejarah kebangkitan Indonesia yang selama ini ditulis hanya 
dari sudut pandang kaum intelegensia berpendidikan Eropa. 

Saya kira peran penting KH. Wahid Hasyim setelah perjuangan- 
perjuangan di era pra-kemerdekaan adalah ketika perjuangan 
menjelang kemerdekaan, yaitu ketika beliau terlibat di dalam PPKI, 
dan lebih khusus lagi dalam panitia kecil Panitia Sembilan di mana ia 
pun terlibat di sana. KH. Wahid Hasyim merupakan suara penting di 
dalam menyuarakan kepentingan umat Islam terkait bentuk dan 
corak negara yang kelak akan berdiri di kemudian hari. 

Nah, saya kira isu tentang perdebatan mengenai Tujuh Kata di 
dalam Piagam Jakarta ini memang ada perbedaan di dalam versi 
sejarah. Ada dua mazhab di sini. Ceritanya, KH Wahid Hasyim berada 
di pihak yang mendukung Tujuh Kata Piagam Jakarta, tetapi 
kemudian di dalam panitia kecil kalimat ini dihilangkan karena ada 
protes dari kalangan Kristen dan kalangan tokoh-tokoh non-muslim. 
Di dalam panitia kecil ini terdapat rapat untuk menghilangkan Tujuh 
Kata tersebut. 

Terdapat dua kesaksian yang berbeda mengenai peran KH. 
Wahid Hasyim di sini. Pertama, kesaksian Hatta yang menyatakan 
bahwa KH. Wahid Hasyim hadir di dalam rapat khusus untuk 
menyepakati dihilangkannya Tujuh Kata dan juga beberapa pasal 
lain, misalnya pasal tentang keharusan presiden Indonesia harus 
beragama Islam, Islam adalah agama resmi negara, dan seterusnya 
itu juga diputuskan dalam komite kecil itu. Menurut kesaksian Hatta, 
KH. Wahid Hasyim hadir di sana. Kedua, terdapat kesaksian lain dari 
tokoh lain yang juga punya peran penting dalam proses sidang, yakni 
Prawoto (Mangkusasmito) yang merupakan tokoh Masyumi. 
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Prawoto punya kesaksian bahwa KH. Wahid Hasyim tidak ada dalam 
sidang itu karena beliau sedang berada di Surabaya, Jawa Timur. 
Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa bila kita membaca rentetan 
sejarah, kita tahu bahwa KH. Wahid Hasyim tidak pernah menentang 
hasil akhir dari rapat komite ini yang menghilangkan Tujuh Kata itu. 

Menurut saya, penghilangan Tujuh Kata ini tidak mendapatkan 
keberatan apapun dari pihak Islam, terutama dari kalangan NU, dan 
terutama juga dari para kyai sepuh. Itu menandakan satu sikap yang 
cukup terbuka dari kalangan Islam terutama dari kalangan NU untuk 
menerima kompromi. Karena dalam salah satu sidang di BPUPK 
ketika terjadi perdebatan alot mengenai dasar negara, kepala negara 
harus muslim, negara Indonesia menjadikan agama Islam sebagai 
agama resmi, KH. Wahid Hasyim menyampaikan pidato yang salah 
satu isinya berupa: “Apapun yang kita capai melalui sidang ini, 
prinsipnya harus permusyawaratan.” 

Itulah poin yang beliau tekankan, karena memang saat itu 
suasananya panas sekali. Dugaan saya, KH. Wahid Hasyim itu telah 
membaca apapun pendapat dari masing-masing blok ini, yakni 
nasionalis-sekuler maupun kelompok Islam, tidak boleh 
memaksakan kehendak satu sama lain. Pada akhirnya harus dicapai 
sesuatu konsensus melalui permusyawaratan dan KH. Wahid Hasyim 
menekankan: “Asal prosesnya permusyawaratan, kami jamin bahwa 
umat Islam terutama umat saya umat Nahdliyin ini akan menerima 
itu, tidak akan melakukan sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh 
pihak sekuler.” 

Salah satu kekhawatiran pihak sekuler saat itu adalah orang 
Islam akan menjadi fanatik dan menuntut syariat Islam dan 
sebagainya. Hal ini sebagaimana pernah dikemukakan juga oleh 
salah satu intelegensia yang sangat menonjol yaitu Hussein 
Jayadiningrat, inteligensia didikan Belanda. Dia mengatakan bahwa 
ia tidak setuju sekali dengan Tujuh Kata ini. Dia juga menyatakan ini 
adalah frasa yang akan membuka kemungkinan pada fanatisme umat 
Islam. Ketakutan ini dibaca oleh KH. Wahid Hasyim dan berdasarkan 
pembacaan itu beliau menyampaikan pidatonya bahwa “Asal 
prosesnya itu permusyawaratan, kami akan menjamin tidak akan 
ada sesuatu di negara ini.” 
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Soal Nasakom, yang jelas, Nasakom sebagai konsep itu muncul 
setelah tahun 1960-an setelah Kyai Wahid Hasyim meninggal dunia. 
Artinya, Nasakom ada setelah Dekrit Presiden 1959 yang 
membubarkan Konstituante dan kemudian kekuasaan memusat 
pada politik Bung Karno. Setelah itu, konsep Nasakom menjadi 
semacam ideologi pemerintah Soekarno kala itu. Saya tidak tahu 
persis alasan kyai-kyai mendukung Nasakom. Tetapi kita tahu bahwa 
Kyai Wahab Hasbullah konon pernah berkata ketika Soekarno 
membubarkan parlemen dan kemudian mendirikan DPR-GR dan NU 
masuk di sana. Kyai Wahab mengatakan bahwa: 


“NU memutuskan untuk ikut DPR-GR, karena dalam 
pertimbangan beliau lebih mudah keluar daripada masuknya. 
Jadi bila nanti tidak cocok di dalam dan belakangan keluar, 
maka itu tidak masalah. Yang penting adalah masuk terlebih 
dulu, urusan keluar itu mudah.” 


Itu adalah jawaban yang santai tapi mengatakan sesuatu yang 
bagi saya amat penting. Prinsip NU itu kan mengakomodasi sesuatu 
yang ada selama tidak membawa kerusakan dan kalau perlu 
mengarahkan sistem itu kepada arah yang dikehendaki oleh NU. 
Dugaan saya ini masuk akal, karena secara real-politik kelompok 
Islam di bawah Masyumi memang sudah tersingkir. Jadi kelompok 
Masyumi berposisi sebagai oposan terhadap Soekarno. Ketika 
Nasakom lahir sebetulnya kelompok Masyumi tersingkir, sehingga 
kekuatan agama di dalam Nasakom hanyalah tersisa NU. Bila NU 
tidak ada, maka tidak ada kekuatan agama sama sekali. Artinya, 
kekuatan politik akan dimonopoli oleh kaum PKI dan kaum PNI, 
tidak ada perimbangan dari kalangan Islam. 

Alhasil, Kyai Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh NU ketika itu 
saya menduga mungkin cara berpikirnya adalah daripada tidak ada 
perimbangan di dalam konstelasi politik baru ini, maka NU masuk di 
dalamnya, karena Masyumi sejak awal tidak cocok dengan Bung 
Karno, menolak konsep Nasakom, dan menolak Demokrasi 
Terpimpin karena menyalahi konsep demokrasi." 
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KH. A. WAHID HASYIM, PIAGAM JAKARTA 
DAN KEMENTERIAN AGAMA 


Oleh: Ahmad Khoirul Anam! 


KH. Wahid Hasyim adalah salah satu sosok yang sangat unik 
pada kalangan santri saat itu. Kalau kita lihat dulu Kyai Wahid 
Hasyim ini terang-terangan menggunakan dasi dan celana, padahal 
pakaian ini jelas dilarang oleh abahnya sendiri, KH. Hasyim Asy'ari. 

Beliau adalah sosok yang tidak pernah mengenyam pendidikan 
formal, namun beliau berhasil berdiplomasi dengan Jepang, yaitu 
menerbitkan majalah Suara Muslimin. Berdasarkan sumber dari 
Lukman Hakiem (penulis buku “Biografi Moh. Natsir”), beliau 
menyatakan bahwa KH. Wahid Hasyim sempat berbisnis dengan 
Jepang saat itu. Bisnisnya tidak tanggung tanggung, yaitu bisnis kapal 
laut. Namun, saya belum menemunukan referensi yang kuat yang 
berhubungan dengan bisnis tersebut. 


1 Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Tangerang. Mahasiswa 
S3 SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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Saat itu KH. Wahid Hasyim memiliki modal berhubungan 
dengan Jepang yang akhirnya bisa menerbitkan majalah Suara 
Muslimin yang berjumlah sebanyak 36 halaman. Enam halaman dari 
majalah tersebut membahas mengenai Perang Asia Timur Raya dan 
perkembangan posisi Jepang. Namun, halaman selebihnya terkait 
dengan aspirasi umat Islam saat itu dan memuat tulisan tokoh-tokoh 
Islam seperti Buya Hamka, Mohammad Natsir, putra H.O.S 
Tjokroaminoto, dan KH. Wahid Hasyim sendiri. Terdapat beberapa 
tema yang ada dalam majalah Suara Muslimin yang sebenarnya 
merupakan salah satu propaganda yang diusung oleh Jepang. Namun 
majalah itu juga dijadikan oleh KH. Wahid Hasyim agar umat muslim 
tetap bisa menyampaikan aspirasinya. 

Kyai Wahid Hasyim juga punya peran penting dalam Laskar 
Hizbullah dan Sabilillah. Hizbullah bagi kalangan anak-anak muda, 
sedangkan Sabilillah adalah bagi kalangan usia 35 tahun ke atas. 
Hizbullah dan Sabilillah ini akan menjadi garda terdepan di saat 
perang melawan kolonial saat itu, terutama pada perang di Surabaya 
ketika Belanda kembali dengan membonceng Sekutu yang dipimpin 
Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Laskar Hizbullah dan 
Sabilillah menghadang para tentara Sekutu. 

Saat itu, dari kalangan kaum pesantren sudah melihat tanda- 
tanda hilangnya sebuah kemerdekaan. Akhirnya kalangan santri 
memutuskan untuk bersifat kooperatif dengan Jepang, meskipun 
kesewenang-wenangan Jepang terhadap penduduk Indonesia lebih 
berat dibanding kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh 
Belanda. Dengan bersifat kooperatif, kalangan santri beranggapan 
bahwa kemerdekaan akan terjadi sebentar lagi atau hilal 
kemerdekaan sudah mulai terlihat kembali. 

Pada masa Jepang, kekuatan Islam menyatu di KH. Hasyim 
Asy'ari. Jadi, kondisi saat itu mengharuskan Jepang bekerja sama 
dengan NU dan Muhammadiyah karena sifatnya yang kooperatif. 
Sehingga, organisasi-organisasi yang non-kooperatif saat itu 
ditinggalkan oleh Jepang. Melalui NU dan Muhammadiyah, Jepang 
berkeinginan untuk menggait massa tradisional untuk kepentingan 
Perang Asia Timur Raya. 
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Di antara profil tokoh yang ada di NU dan Muhammadiyah saat 
itu, Mbah Hasyim Asyari memiliki peran yang sangat sentral 
terhadap organisasi yang kooperatif terhadap Jepang. Bahkan saat 
itu beliau memegang 3 jabatan penting seperti Masyumi (Majelis 
Syura Muslimin Indonesia, sebagai pengganti MIAI), Shumubu 
(Kantor Urusan Agama zaman Jepang), dan memimpin NU dan 
Muhammadiyah (yang diwakili oleh KH. Wahid Hasyim) selaku 
organisasi yang kooperatif terhadap Jepang. Pada saat yang sama 
bersama Bung Karno beliau diangkat Jepang menjadi penasihat 
utama Indonesia. Artinya, jika ada buku-buku sejarah yang tidak 
mencantumkan keterlibatan Mbah Hasyim Asy'ari dalam perjuangan 
kemerdekaan bisa dikatakan sangatlah miris. 

Di masa sekarang ini, banyak sekali dokumen-dokumen yang 
menunjukkan bahwa KH. Hasyim Asy'ari dan kaum santri, dari 
kalangan tradisi maupun modernis, memiliki keterlibatan dan peran 
kunci di dalam proses merebut dan menyiapkan kemerdekaan, 
bahkan merebut kembali kemerdekaan. KH. Wahid Hasyim adalah 
salah satu tokoh yang menjadi delegasi dalam menyampaikan 
aspirasi dari santri dan umat Islam, namun hal tersebut tidak bisa 
serta merta kita anakroniskan karena konteks saat itu dengan 
kondisi sekarang sangatlah berbeda. 

Semua kelompok santri dan kyai NU saat itu sepakat 
mendukung 3 hal utama, yaitu negara berdasarkan Islam, pemimpin 
negara haruslah Islam, dan terakhir yang masa belakangan ini ramai 
di perbincangkan terkait Tujuh Kata Piagam Jakarta tersebut. Semua 
tokoh NU saat itu bersepakat berada satu barisan bersama kelompok 
Islam lainnya. Akan tetapi, perjalanan sejarah menunjukkan 
kenyataan lain di mana tidak semua aspirasi yang disampaikan itu 
tercapai semuanya. Hal itu dikarenakan berhubungan dengan 
berbagai banyak kepentingan. Seperti halnya diplomasi yang 
dilakukan oleh Soekarno dan Hatta yang cenderung lebih menonjol 
dibandingkan dengan kalangan santri yang saat itu cenderung 
mengalah. 

Kalangan pesantren dan kalangan Islam yang lain seringkali 
kurang dipandang dan dianggap sepele. Pada saat penyusunan dasar 
negara, KH. Wahid Hasyim penyampai aspirasi umat Islam saat itu di 
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mana ketiga poin tadi dikerucutkan menjadi: “Ketuhanan dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 
Akan tetapi, hal ini tidak bisa dicapai karena dominasi dari Soekarno 
yang sangat kuat saat itu. Meskipun sebagian gagal dicapai dalam 
menyampaikan aspirasinya, KH. Wahid Hasyim langsung 
menemukan ide lain seperti halnya mengurutkan urutan dasar 
negara dari sila pertama hingga ke lima. Hal itu dikarenakan 
menurut beliau, urutan dari Pancasila yang diusulkan Soekarno, 
Yamin, dan lain-lainnya itu belumlah pas atau masih perlu diurutkan 
kembali. Seperti kita ketahui, usulan rumusan awal Pancasila 1 Juni 
1945 oleh Soekarno adalah sebagai berikut: 

1. Kebangsaan Indonesia 

2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 

3. Mufakat atau demokrasi 

4. Kesejahteraan sosial 

5. Ketuhanan yang Maha Esa 

Dari beberapa sumber yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Atjeh 
menyebutkan bahwa Piagam Jakarta selalu identik dengan Kyai 
Wahid Hasyim. Hal itu dikarenakan, KH. Wahid Hasyim selalu hadir 
dalam agenda-agenda dalam sidang-sidang penting di BPUPK. 
Sehingga ketika berbicara mengenai “Ketuhanan dengan 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” selalu 
diidentikkan dengan KH. Wahid Hasyim. Dalam perjalanannya, 
terdapat banyak simpang siur terkait wilayah Indonesia timur yang 
akan mengeluarkan diri dari NKRI karena menolak Tujuh Kata 
Piagam Jakarta. Hingga akhirnya, Pancasila disahkan dengan 
beberapa perubahan yang sampai sekarang masih dipegang teguh 
oleh bangsa Indonesia. 
KH. Wahid Hasyim berada pada konsep Fikih Siyasah NU. Jadi 

di NU ada konsep pendelegasian wewenang kepada para petugas 
dari pimpinan (tauliyah). Ketika tauliyah ini dilaksanakan artinya 
beberapa aspek ajaran Islam yang harus melibatkan pemerintah 
sudah terlaksana. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1936, terdapat 
rumusan Muktamar NU di Banjarmasin yang mempertanyakan 
apakah Hindia-Belanda ini bisa dikatakan sebagai Darul Islam atau 
bukan. Salah satu peran penting dari KH. Wahid Hasyim pasca 
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kemerdekaan adalah, meskipun dia baru menjabat di Kementerian 
Agama pada tahun ke-3, namun dia adalah seorang konseptornya. 
Kementerian Agama adalah wujud perjuangan NU saat itu 
dikarenakan tidak berhasil menyampaikan aspirasi di dalam 
perumusan Islam secara resmi sebagai dasar negara. Semua itu 
terkait dengan pokok tauliyah yaitu: 
1. Hukum keluarga (Kantor Urusan Agama dan Pengadilan 
Agama) 
2. Penetapan awal Bulan Gamariyah 
Urusan zakat,wakaf, dan haji 
4. Pesantren dan pendidikan Islam serta perguruan tinggi 
Islam 
5. Dakwah dan penerangan agama Islam 
Semua pokok-pokok tersebut merupakan aspirasi dari umat 
Islam yang diusung oleh KH. Wahid Hasyim. Sehingga wajar jika di 
era Orde Baru NU ingin merebut kembali Kementerian Agama yang 
saat itu dipegang oleh militer. Bagi NU Kementerian Agama 
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merupakan saluran bagi umat Islam guna menyampaikan ajaran 
Islam. Dalam usia yang singkat, KH. Wahid Hasyim memiliki 
perjuangan yang luar biasa. 

Setelah Kyai Wahid Hasyim wafat, pusat komando NU 
terdistribusi ke beberapa orang. Di masa hidupnya, KH. Wahid 
Hasyim memiliki peranan kunci di NU. Semuanya bermuara pada 
Pak Wahid Hasyim. Pak Wahid Hasyim menemukan banyak sekali 
tokoh negarawan dari kalangan NU, dari mulai Zaenal Arifin, Idam 
Khalid, dan lain-lain. 

Terkait dengan Nasakom, yang memegang peranan kunci NU 
sebenarnya adalah Mbah Wahab Hasbullah. Hal ini bukan terkait 
dengan ideologi politik, dan bukan tentang pemikiran politik. Ketika 
itu NU dekat sekali dengan Bung Karno. Bahkan setelah setahun KH. 
Wahid Hasyim meninggal, terdapat rapat seluruh alim ulama NU di 
Cipanas dan memunculkan dokumen yang sangat penting 
yaitu Waliyy al-Amri al-dlaruri bi al-Syaukah (Pemegang kekuasaan 
dalam keadan darurat, sebelum dipilih rakyat). Pernyataan Bi al- 
syaukah (yang memegang kekuasaan) intinya adalah mendukung 
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Soekarno. Ketika saat itu dihadapkan persoalan pergolakan Darul 
Islam (DI-TII). 

Penerimaan NU terhadap Nasakom saat itu dalam konteks 
mendukung Soekarno sebagai presiden. Karena di dalam cara 
berfikir NU, hal yang utama adalah mengenai kepemimpinan dan 
stabilitas. Itu menjadi hal yang penting. Pimpinan yang zalim, kafir 
(dalam istilah Figih) tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itulah 
kedekatan dengan Soekarno sangat penting karena terkait dengan 
kepemimpinan. Akhirnya NU sedikit keras, bahkan terdapat kata- 
kata yang sangat terkenal yaitu “Soekarno tanpa NU itu sukar”. NU 
sudah mulai menggerutu karena Bung Karno dekat dengan kalangan 
PKI. Jadi hal itu bukan terkait mengenai NU mendukung gagasan 
Nasakom sebagai satu kesatuan, tetapi dalam ranah politik saat itu 
NU sangat dekat dengan Bung Karno ketika terdapat pemberontakan 
yang dilakukan oleh DI-TII yang memakai istilah Darul Islam. 
Padahal pada tahun 1935 istilah Darul Islam sudah diajukan oleh 
NU.“ 
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MENYEBARKAN NILAI-NILAI KETELADANAN 
KH. WAHID HASYIM 


Oleh: Harun Ni am! 


Selain di Indonesia, KH. Wahid Hasyim memiliki kiprah di 
dunia internasional juga. Dalam muktamar NU ke-19 tahun 1952 di 
Palembang, KH. Wahid Hasyim dalam kapasitasnya sebagai Ketua NU 
memberikan perhatian khusus kepada negara-negara Islam yang 
saat itu masih berada di bawah kekuasaan penjajah, seperti Afrika 
Utara yang saat itu di bawah penjajah Perancis. Tidak hanya 
memberi perhatian kepada negara yang masih di bawah penjajahan, 
namun juga negara yang sedang mengalami konflik seperti antara 
India dan Pakistan terkait Kashmir, atau di Palestina, Iran, dan Mesir. 
Oleh karena itu perhatian NU secara organisasi serta perhatian Kyai 
Wahid Hasyim terkait dengan perosalan-persoalan diplomasi di 
dunia internasional sudah dimulai dari tahun 1930-an. 

Sekitar pertengahan 2013, Universitas Wahid Hasyim 
(Unwaha) Semarang menerima banyak mahasiswa asing, mulai dari 
Irak, Afghanistan, Thailand, dan sebagainya. Mereka yang menempuh 


1 Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang. Mahasiswa S3 Ilmu Politik 
Universitas Indonesia (UI). 
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pendidikan di kampus kami ini mayoritas belum bisa berbahas 
Inggris serta Bahasa Indonesia. Hanya beberapa saja dari mahasiswa 
asing tersebut yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris. 
Kemudian, nilai-nilai yang dilahirkan oleh KH. Wahid Hasyim tidak 
memungkiri juga diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa asing 
tersebut. 

Ide-ide dan tindakan politik KH. Wahid Hasyim terkait 
kebijakan publik biasanya berasal dari kaidah-kaidah Fikih, seperti 
mengenai persatuan. Nah, di Unwaha kita tanamkan nilai-nilai 
persatuan kepada mahasiswa asing, seperti ke mahasiswa asal 
Afghanistan. Persatuan menjadi hal yang mahal di Afghanistan, 
padahal suku-suku yang ada di sana tidak sebanyak suku yang ada di 
Indonesia. Kenapa seperti itu? Sebab di sana begitu kuat egoisme 
dan sentimen antar suku. Bahkan tidak jarang perang antar elemen 
suku menjadi hal yang sangat biasa di Afghanistan. Sementara di 
Indonesia dengan suku-suku dan bahasa-bahasa yang luar biasa 
banyak bisa menjadi negara yang bersatu. 

Cara yang umum biasa kita sampaikan kepada mahasiswa 
Afghanistan adalah bahwa Pancasila merupakan konsensus dasar 
dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penyusunan Pancasila 
sebagai dasar negara mengalami proses yang sangat panjang dan 
dinamika yang begitu sengit. Tetapi terdapat konsep dan ajaran 
untuk mengalah dalam ajaran tradisional Islam. Di dalam konsep 
mengalah dalam pembentukan Pancasila, golongan Islamlah yang 
selalu menerapkan itu, dan salah satu motornya adalah KH. Wahid 
Hasyim. 

Selain itu, cara penyampaian kepada mahasiswa asing tersebut 
terkait penghapusan Tujuh Kata Piagam Jakarta adalah dengan 
menyandingkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W, 
khususnya dalam Perjanjian Hudaibiyah. Hal itu dikarenakan, 
Rasulullah juga menghilangkan tujuh kata ketika ada perjanjian 
dengan Suhail bin Amr saat itu. Tujuh kata yang dihilangkan saat itu 
adalah: “Bismillahirrohmanirrahim” dan “Muhammadarrasullah” 
sehingga menjadi perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan 
Suhail bin Amr. 
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Lalu kemudian terkait soal perbedaan yang ada di Indonesia. 
Perbedaan di Indonesia itu, meskipun terdapat catatan kecil dalam 
beberapa hal, namun cara mengawal perbedaan di Indonesia lebih 
bagus dibandingkan apa yang terjadi di Afghanistan sekarang ini. 
Pada zaman KH. Wahid Hasyim, perbedaan dalam kehidupan sehari- 
hari sangatlah luar biasa. Bahkan dalam pemikiran politik juga. 
Dalam beberapa kepustakaan disebutkan bahwa di dekade 1940-an, 
1950-an, hingga 1960-an, kemungkinan terdapat lima kekuatan 
politik yang luar biasa di Indonesia yaitu Nasionalis, Sosialis, 
Komunis, Jawa, dan Islam (tradisional dan modern). 

Dalam konteks pemetaan global tersebut, dinamika dan 
kompetisi kepentingan tentu sangatlah kompleks. Oleh sebab itu, KH. 
Wahid Hasyim berupaya mengakomodir kepentingan NU, 
kepentingan pesantren, kepentingan Islam secara umum, maupun 
kepentingan-kepentingan ormas Islam, serta kepentingan seluruh 
rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam mengawal perbedaan dan 
berbagai kepentingan haruslah ada kata putus di dalam sebuah 
konsensus. 

Hal lain yang seringkali disampaikan oleh mahasiswa asing 
tersebut adalah terkait peran perempuan. Di Indonesia pendidikan 
untuk perempuan sangatlah terbuka. Jangankan untuk pendidikan 
yang biasa, untuk menjadi hakim pun sudah ada sekolah untuk 
hakim perempuan yang dirintis oleh Mbah Wahid Hasyim. Meskipun 
seringkali terdapat perdebatan terkait sekolah hakim tersebut, 
namun dalam perdebatan Fikih tersebut justru yang 
memperbolehkan adalah mazhab yang berasal dari Afghanistan yaitu 
mazhab Hanafi, meskipun itu hanya berlaku di luar persoalan gishas 
dan hudud. 

Dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, akhirnya 
mahasiswa tersebut bisa menerima lalu bisa berkiprah di dunia 
pendidikan, khususnya di Universitas Wahid Hasyim. Bahkan dari 
salah satu mahasiswa asing tersebut berhasil menjadi wisudawan 
terbaik. Juga ada mahasiswa yang lolos pendanaan pada ajang 
Progam Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai oleh 
Kemenristekdikti.““ 
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2 
NATSIR DAN KEMAJEMUKAN BANGSA 


Oleh: Yusril Ihza Mahendra! 


Pembahasan tentang Natsir memiliki aspek yang sangat luas, 
termasuk di aspek politik. Namun dalam hal ini, pembahasan hanya 
akan mengulas bagaimana pandangan Natsir terkait kemajemukan di 
tengah-tengah masyarakat. Natsir itu bisa disebut sebagai sebagai 
seorang modernis, atau bahkan posmodern, karena pikiran-pikiran 
yang dimiliki Natsir sangat visioner dan mendahului zamannya. 
Natsir seringkali menyampaikan gagasan-gagasan yang tidak 
dipahami oleh orang saat itu sehingga muncul salah paham. Namun, 
ketika waktu berlalu orang-orang baru bisa memahaminya. 

Natsir itu meyakini al-Gur'an dan Sunnah sebagai pedoman 
hidup umat manusia di mana pun berada. Dalam bidang kehidupan 
bermasyarakat, politik, kenegaraan, dan hubungan internasional, al- 
Our'an memberi petunjuk yang bersifat umum, di mana setiap waktu 
dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan problem yang muncul pada 


1 Pakar Hukum Tatanegara. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB). Sedang 
menulis disertasi tentang Filsafat Politik M. Natsir di Universitas Indonesia untuk 
doktor keduanya. 


79 


suatu zaman dan waktu tertentu. Natsir berkeyakinan bahwa al- 
Our'an dan Sunnah bersifat universal bagi umat manusia dan kita 
harus mengaktualisasikan Islam dalam menghadapi persoalan- 
persoalan yang muncul sezaman. Dan zaman yang dihadapi oleh 
Mohammad Natsir adalah zaman menjelang akhir penjajahan 
Belanda, lalu Jepang sebentar, kemudian dilanjutkan di masa 
Indonesia merdeka. 

Natsir paham betul bahwa ada interpretasi al-0ur'an dan 
Sunnah terhadap topik-topik tertentu yang telah dibukukan 
sepanjang pemikiran Islam. Misalnya masalah kenegaraan, mulai 
dari awal para sahabat sampai kepada tulisan-tulisan yang mutakhir 
yang begitu diikuti oleh banyak orang. Bagi Natsir semua itu adalah 
warisan pemikiran yang perlu dikaji dan dipahami. Meski demikian, 
Natsir tidak merasa terikat dengan apa yang ditulis oleh para 
pemikir dan ulama tadi. Natsir memahami konteks warisan 
pemikiran yang begitu kaya itu, tetapi beliau tetap berpegang pada 
al-Our'an dan Sunnah lalu menghadapkannya pada problem yang 
nyata dihadapi oleh masyarakat pada waktu beliau melakukan 
kegiatan sosial politiknya, yaitu sejak muda di masa hidup di 
Minangkabau hingga hijrah ke Bandung. Lalu Natsir terlibat dalam 
organisasi-organisasi pergerakan sosial kepemudaan bahkan hingga 
pergerakan politik Islam saat itu. 

Hal itu bisa dilihat bahwa seorang Natsir memiliki pemikiran 
yang sangat kaya dan pikirannya tidak seperti orang yang berpikir di 
ruang hampa. Kita akan menemukan banyak perbedaan ketika 
membaca tulisan Natsir dengan membaca tulisan Abul A'la al- 
Maududi. Al-Maududi adalah orang yang sampai wafatnya tidak 
pernah memegang posisi politik pemerintahan dalam sejarah 
Pakistan. Memang dalam sejarahnya beliau adalah seorang pemikir, 
aktivis, serta memimpin organisasi yang bernama Jama'at Islami. 
Tapi al-Maududi tidak pernah masuk dalam pemerintahan dan 
terlibat dalam dinamikanya. Orang yang berpikir dalam suatu 
pertarungan dan pergulatan yang nyata itu berbeda dengan orang 
yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu pergolakan. 

Jadi, Natsir tidak pernah hidup dalam suatu ruang yang hampa. 
Pemikiran Natsir merupakan suatu refleksi dari perkembangan 
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politik yang nyata pada zamannya, dan bagaimana kita harus 
memberikan respons terhadapnya. Dengan demikian, tindakan dan 
pemikiran politik Natsir saat menjadi anggota KNIP, anggota DPR, 
pemimpin Masyumi, dan sebagainya itu bisa menjadi panutan bagi 
para pengikutnya dalam pergerakan politik tentang bagaimana 
menanggapi perkembangan sosial politik yang terjadi. Pernah suatu 
ketika saya menanyakan kenapa Pak Natsir tidak menjadi seorang 
pemikir dan penulis saja. Sembari ketawa dijawab singkat saja: 
“Bagaimana bisa menentukan perjalanan hidup seseorang?”. 

Kita tahu komposisi masyarakat Indonesia sangatlah majemuk. 
Di dalam tubuh umat Islam Indonesia sendiri sangat majemuk. Ada 
berbagai perbedaan sikap, pemahaman tentang Islam. Pada aspek 
politik Indonesia juga sangat majemuk. Di masa Pak Natsir ada 
Sarekat Islam (SI) yang telah menjadi sebuah kekuatan politik yang 
cukup besar, PNI yang muncul di bawah Soekarno, komunis (Sarekat 
Isalam Merah) hingga terbentuknya Partai Komunis Hindia pada 
tahun 1923. Hal itu terjadi sebuah pertarungan politik yang luar 
biasa pada zaman Natsir dan ditambah pada saat itu Natsir masihlah 
cukup muda. Nah, di tengah kemajemukan politik inilah justru Natsir 
merasa semakin mencintai Islam. Natsir sering mendatangi kegiatan- 
kegiatan pergerakan nasional yang ada saat itu. Salah satunya pada 
saat ada agenda PNI di Bandung di mana Bung Karno yang berpidato 
ber api-api. Anggota-anggota PNI lain juga berpidato. Rata-rata isi 
dari pidato mereka kebanyakan melecehkan Islam, menganggap 
Islam sebagai urusan rohaniah semata dan tidak relevan dengan 
kehidupan bermasyarakat. Namun, justru hal inilah yang membuat 
sorang Natsir memiliki rasa kecintaan terhadap Islam serta 
berkomitmen terhadap Islam. 

Pemikiran Islam di Indonesia menjadi tidak kaku akibat adanya 
keragaman budaya dan pemikiran yang begitu banyak. Islam di 
Indonesia memiliki budaya tersendiri tergantung pada daerahnya 
sehingga tak jarang pemikiran sekuler pun juga muncul. Tak hanya 
itu, dengan adanya kemajemukan itu suatu pemikiran akan 
terbentuk menjadi cukup fleksibel serta seringkali mengakomodir 
pemikiran-pemikiran orang lain. Hal tersebut memunculkan sebuah 
watak yang berbeda dari watak yang muncul belakangan. Mereka 
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lebih bisa menghargai perbedaan. Meskipun dalam hal ideologi 
terdapat jarak dan pertentangan, namun hal itu tidak mengurangi 
persahabatan di antara mereka. 

Natsir pernah mengatakan: “ika Aidit lagi debat di parlemen 
saya ingin mengangkat kursi lalu menghempaskan ke kepalanya.” 
Namun anehnya ketika selesai debat Aidit seringkali membawakan 
secangkir kopi untuk Natsir. Dari hal tersebut bisa dilihat betapas 
sifat dan watak pada saat itu sangat toleran meskipun dalam urusan 
politik mereka sangat bermusuhan. Untuk mencapai suatu 
kepentingan yang sama memang sangatlah diperlukan rasa 
kooperatif dan toleransi satu sama lain. Jadi, baik dalam tulisan 
maupun perilaku politik itu bisa menghargai perbedaan meskipun 
terjadi perlawanan yang sangat keras. 

Seorang Natsir sebenarnya adalah sosok yang melawan PKI, 
tetapi perbedaan-perbedaan tetap dihargai. Saat itu, penolakan 
terhadap komunis bukan saja karena komunis tidak mempercayai 
Tuhan, tetapi lebih karena komunis itu anti terhadap demokrasi dan 
pluralitas. Jadi, sikap mereka anti terhadap komunis bukan karena 
percaya terhadap Tuhan atau tidak, tetapi terkait pergerakan 
politiknya itu sendiri. Jika dilihat dari pergolakan masa lalu, seorang 
Natsir sangat menghargai kemajemukan dan semua itu tertuang 
dalam pikiran serta perilakunya. Bahkan ada suatu ayat al-0ur'an 
yang jarang sekali dikutip orang, namun seorang Natsir 
mengutipnnya di dalam tafsir asas Masyumi yang berbunyi: “Dan 
sekira Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentulah dirobohkan gereja-gereja, sinagog- 
sinagog, masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama 
Allah...” (OS. Al-Hajj: 40). 

Pemikiran Natsir ketika itu merupakan suatu tawaran dalam 
khazanah pemikiran politik di Indonesia. Sebab itu diterima atau 
tidaknya merupakan persoalan lain. Pemikiran Natsir sangat 
mengapresiasi terhadap demokrasi dan sangat cenderung terhadap 
pemikiran modern. Jadi, dalam hal kemajemukan bangsa, seorang 
Natsir lebih mengunggulkan sisi demokrasi dan mencari solusi bagi 
permasalahan yang ada. Sifat pemikiran politik dari seorang Natsir 
adalah kooperatif atau harus bekerjasama satu sama lain agar 
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menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Hal ini menjadi sebuah 
warisan pemahaman yang sangat penting di mana kita harus 
menerima sebuah kemajemukan. 

Pilihan-pilihan itu tidak bisa dipaksakan hitam putih atau halal- 
haram. Sebab menghalalkan dan mengharamkan dalam politik tidak 
semudah seperti menghalal-haramkan makanan/minuman. Namun 
di masa sekarang ini berbeda pandangan sedikit sering dibilang 
kafir, komunis, anti Pancasila, anti NKRI, radikal, dan sebagainya 
sehingga tidak ada kedewasaan dalam hal politik. 

Tentang persatuan partai-partai politik Islam, saya kira sulit 
sekali sebab mengelola partai adalah tanggung jawab dan beban. 
Cuma saya pikir politik bukan jalan satu-satunya untuk menjalankan 
kehidupan di dunia ini. Apalagi sekarang ini partai sangat banyak 
sehingga untuk menyatukan sangat susah sekali. PBB (Partai Bulan 
Bintang) sudah 3 kali mengikuti Pemilu tetapi tidak lolos threshold 
secara nasional, meskipun di daerah-daerah masih bertahan. PPP 
lewat sedikit 4 persen namun jika dinaikkan menjadi 5-6 persen 
mungkin tinggal PKS yang masih bertahan. Saya sangat menyambut 
baik jika partai-partai Islam difusikan. Siapa yang menjadi pemimpin 
saya persilakan. Saya menjadi advokat atau akademisi sudah sangat 
cukup bagi saya. 

Sekarang ini kan ada Masyumi Reborn. Zaman ini sudah 
berbeda dengan kondisi Masyumi pada zaman 1940-an, di mana di 
zaman itu orang memilih partai karena adanya sebuah idealisme 
yang tinggi dan peduli dengan ideologi, namun sekarang ini bisa 
dikatakan lebih cenderung pragmatis. Harapannya ke depan, Islam 
akan memainkan peran yang sesungguhnya sebagai satu prinsip 
yang menjiwai masyarakat Indonesia. Sehingga sejujurnya saya lebih 
setuju dengan tujuan Masyumi yang pertama di tahun 1945.” 
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10j 
M. NATSIR, SANG DEMOKRAT SEJATI 


Oleh: Lukman Hakiem! 


Apa warisan Pak Natsir dalam politik? Menurut saya, warisan 
terbesar Pak Natsir adalah menumbuhkan demokratisasi di kalangan 
umat. Ketika menulis biografi beliau beberapa kali saya dibuat 
kagum. Misalnya tentang perjanjian Roem-Royen. Ternyata Pak 
Natsir termasuk dalam pihak yang tidak setuju dengan perjanjian 
tersebut. Orang yang juga tidak setuju atas perjanjian Roem Royen 
adalah Syafruddin Prawiranegara. Pak Syafruddin menulis di buku 
“70 Tahun Pak Roem” bahwa hanya satu kali Roem pernah 
menyeleweng, yakni ketika dia mau melaksanakan perintah 
Soekarno yang kala itu sedang tidak menjadi presiden karena sedang 
berada dalam tahanan Belanda. 

Roem menandatangani apa yang dikenal sebagai perjanjian 
Roem-Royen. Semula saya menduga hanya Pak Syafruddin yang 


1 Penulis Buku “Biografi Mohammad Natsir”. 
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tidak setuju. Tapi ternyata Pak Natsir pun tidak setuju dan sikapnya 
itu keras sampai dibawa ke rapat DPP Masyumi dan divoting. Namun 
dalam rapat itu ternyata Masyumi menerima perjanjian Roem- 
Royen. Artinya suara Pak Natsir kalah. 

Bung Karno dan Bung Hatta gelisah ketika Pak Syafruddin tidak 
setuju dengan perjanjian Roem Royen. Akhirnya, Bung Karno 
mengutus Bung Hatta untuk menemui Pak Syafruddin, namun tidak 
ketemu. Ketika Bung Karno mengetahui Pak Syafruddin adalah 
kawannya Pak Natsir, maka diutuslah Pak Natsir untuk menemui Pak 
Syafruddin. Anggota delegasinya adalah Leimena, kawannya 
Sitompul - sama-sama beragama Kristen, satu lagi Dr. Abdul Halim 
yang merupakan orang sosialis, kawannya Sutan Rasyid. Bung Karno 
tahu betul itu. Maka diutuslah tiga orang ini dan setelah terjadi 
perdebatan yang panjang, alhasil Pak Syafruddin bersedia kembali. 
Artinya, Pak Natsir yang semula tidak setuju dengan perjanjian 
Roem-Royen, tetapi ketika partai menerimanya, dia pun bersedia 
diutus Bung Karno untuk membujuk Pak Syafruddin yang kala itu 
memimpin PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di hutan- 
hutan Sumatera agar mau kembali ke Yogyakarta. 

Saya kira ini pelajaran yang mahal. Kalau saya belum tentu 
mau menerimanya karena saya tidak setuju. Oleh karena itu, 
menarik ketika Pak Natsir dalam tahanan Bung Karno di Jalan 
Keagungan sempat menulis risalah kecil tentang demokrasi. Bagi Pak 
Natsir, demokrasi itu sesuai dengan fitrah manusia. Saya 
mendapatkan naskah ini dari putranya Pak Natsir, yakni Pak Fauzi 
Natsir, kemudian saya olah. Isi buku tersebut menjawab pertanyaan 
yang sempat muncul dalam pikiran saya. Di buku biografi Pak Natsir 
yang saya tulis, ini saya jadikan satu bab sendiri berjudul “Renungan 
Tentang Demokrasi”. 

Saya pernah bekerja di majalah Media Dakwah. Kala itu saya 
memuat resensi buku tulisan Abdurrahman al-Baghdadi, Dosen 
Universitas Ibnu Khaldun Bogor, judulnya “Mempersatukan Umat”. 
Ketika majalah itu terbit dan memuat resensi itu saya didatangi oleh 
almarhum Dahlan Basri. Beliau ini nyentrik dengan berbicara gaya 
Palembang. Begitu bertemu beliau bilang, “Adindo, ngapo dindo buat 
resensi buku ini?”. Saya katakan, “Bang, buku ini bagus karena 
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mengajak kepada persatuan umat.” Lalu dijawab, “Iya, tapi dindo tahu 
siapa yang menulis buku ini?'. Saya katakan “Ini tulisan dosen 
Universitas Ibnu Khaldun Bogor.” “Iya, tapi dindo harus tahu bahwa 
dia ini Hizbut Tahrir,” jawabnya. “Lalu apa salahnya, Bang?,” tanya 
saya. Lalu beliau menjawab, “Coba dindo pelajarilah”. 

Keesokan harinya secara tidak sengaja, ketika saya sedang 
bertemu dengan Pak Bukhari Tamam (Sekretaris Dewan Dakwah 
Islamiyah Indonesia/DDII saat itu), Pak Natsir keluar dari kamarnya. 
Begitu melihat saya Pak Natsir datang menghampiri. Pertanyaannya 
sama dengan almarhum Dahlan Basri tadi, “Saudara, kenapa saudara 
buat resensi buku itu?”, dengan nada datar saja, tidak dengan nada 
marah. Saya jawab seperti saya menjawab Pak Dahlan Basri. Pak 
Natsir mengatakan “Begini, lain kali tidak usah lagi dimuat dan saya 
minta saudara cobalah pelajari lebih lanjut.” Kalau sekarang inilah 
saya baru mengerti, ternyata karena memang al-Baghdadi dan 
Hizbut Tahrir itu berbeda sikap dengan Pak Natsir sebagai seorang 
pemimpin yang percaya kepada demokrasi. 

Menurut Pak Natsir, demokrasi itu sesuai dengan fitrah 
manusia. Pak Natsir juga menolak pembedaan istilah demokrasi 
Barat dan demokrasi Timur. Bagi beliau, demokrasi ya demokrasi. 
Oleh karena itu, menurut Pak Natsir, dalam demokrasi yang sehat 
perbedaan pendapat dan oposisi harus ditumbuhkan karena di 
situlah terletak kualitas demokrasi. Menurut Pak Natsir, bila suatu 
negara tidak memberi hak hidup kepada oposisi, maka dipastikan di 
situ demokrasinya lemah. Tetapi bila oposisi dibiarkan tumbuh, 
maka demokrasinya akan hidup. 

Hal yang menarik adalah, meski Pak Natsir adalah muridnya 
A. Hasan, namun ketika menulis risalah tersebut beliau tidak 
mengutip ayat al-Gur'an ataupun pendapat ulama. Semua pendapat 
yang dikutip adalah pendapat Barat. Misalnya beliau kutip pendapat 
Presiden Amerika Serikat Roosevelt dan pendapat Presiden Perancis. 
Jadi, di luar dugaan sekali bahwa seorang murid A. Hasan ternyata 
bicara demokrasi justru tidak mengutip, misalnya, Imam al-Mawardi 
dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pak Natsir hingga akhir 
hayatnya itu betul-betul berpegang kepada demokrasi, bukan hanya 
dalam teori, tetapi juga dalam praktik. 
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Saya pernah menceritakan kepada Majalah Tempo tentang 
pengalaman pribadi saya. Jadi suatu ketika saya mendapat panggilan 
dari Pak Bukhari Tamam. Beliau menunjukkan memo dari Pak 
Natsir. Singkat saja isi memo itu, “Saudara Bukhari, sebaiknya 
majalah Media Dakwah tidak lagi memuat tulisan saudara 'R'.” Jadi, 
waktu saya membaca memo itu, saya katakan kepada Pak Bukhari, 
“Pak, saya tidak bisa terima ini. Kalau begini apa bedanya Pak Natsir 
dengan Soeharto yang suka melarang-larang orang menulis?”. Lalu 
dijawab, “Bukan begitu, ini kan majalah kita.” “Iya sama sajalah. Saya 
ingin protes,” jawab saya. Namun Pak Bukhari mencegah. 

Akan tetapi, karena saya masih dalam semangat aktivis, besok 
paginya dari rumah saya langsung ke rumah Pak Natsir. Jadi, kira- 
kira jam tujuh saya sudah sampai di Jalan Tjokroaminoto, yakni 
rumahnya Pak Natsir. Agak terkejut beliau, berlanjut ke duduk 
bersama dan basa-basi. Langsung saya katakan, “Pak, saya tidak 
setuju dengan memo Bapak yang diberikan kepada Pak Bukhari 
Tamam, karena tidak ada lagi beda antara Bapak dengan Pak 
Soeharto.” Kami berdebat. Pak Natsir kala itu masih menggunakan 
baju koko putih, pakai sarung, berdiri, dan kadang-kadang beliau 
gebrak meja. Akan tetapi, tetap saja saya membantah. 

Lama-lama saya berpikir ini su'ul adab, orang tua kok diajak 
berdebat. Akhirnya saya katakan, “Pak, saya sudah paham apa yang 
bapak kehendaki, tetapi saya tetap tidak setuju. Jadi saya sepakat 
dalam tidak sepakat.” Setelah itu Pak Natsir duduk, lalu kami pun 
mengobrol soal lain, dan itu seperti tidak ada perdebatan. Padahal 
sebelumnya perdebatan itu keras sekali. Saksinya adalah Pak 
Bachrun Martosukarto. Kebetulan saat saya sedang berdebat Pak 
Bahrun Martosukarto - yang merupakan seorang pengacara- masuk, 
duduk, dan ikut mendengarkan. 

Hal yang terkesan bagi saya, ketika saya pamit, Pak Natsir 
mengantar saya hingga ke teras rumahnya. Pak Yusril Ihza Mahendra 
juga pasti pernah mengalami hal itu, karena Pak Natsir mempunyai 
tradisi mengantar tamu sampai ke teras bila sang tamu pamit. 
Bahkan Pak Yusril malah dikasih duit ongkos becak sama Pak Natsir. 
Lalu beliau masuk lagi sesudah tamu menghilang dari balik pintu 


pagar. 
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Bayangkan, Pak Natsir adalah ketua yayasan dan saya 
karyawannya. Bisa saja beliau mengatakan, “Ya sudah, bila anda 
tidak setuju, saudara saya pecat”, atau bisa saja saya diusirnya karena 
pagi-pagi sudah datang untuk mengajak berdebat, ini tentu 
perbuatan yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, beliau tetap 
melayani komplain saya dan memperlakukan saya secara terhormat. 

Esok hari saya perlu uang untuk tambahan biaya rumah. Kalau 
tidak salah ingat saya meminta pendapat ke Pak Zulfi Syukur. Pak 
Zulfi menyarankan saya untuk minta saja ke Pak Natsir. Jangan 
sungkan, sebut saja jumlah yang diperlukan. Jangan mengatakan 
terserah Bapak,” katanya. Besoknya saya di kantor dan meminta 
uang itu ke Pak Natsir, lalu dikasih. Menurut saya, ini adalah teladan 
yang luar biasa, yakni seorang demokrat yang bukan dalam 
perkataan tetapi juga dalam perilaku. 

Saya ingin katakan juga, betapa beliau menghormati anak 
muda. Suatu ketika saya diminta datang ke kantor oleh beliau, 
namun saya terlambat. Pak Natsir meminta saya datang jam 11 dan 
saya datang sekitar setengah dua belas. Pak Natsir sudah kembali ke 
rumah, lalu saya telepon dan meminta maaf. Saya mengatakan, 
“Kalau boleh saya datang ke rumah.” Beliau menjawab, “Yang 
membutuhkan saudara itu saya, jadi saya yang harus datang.” Di 
telepon itu beberapa menit kami berdebat tentang siapa yang harus 
datang. Pak Natsir tetap menyatakan bahwa beliaulah yang harus 
datang, karena alasan beliaulah yang membutuhkan saya. 
Menyerahlah saya. 

Saya tunggu untuk mengetahui apa yang ingin beliau 
sampaikan. Ternyata sederhana saja. Waktu itu Paus Yohannes 
Paulus II datang ke Indonesia, dan Pak AR. Fachruddin (Ketum PP 
Muhammadiyah) bikin buku saku yang berjudul “Sugeng Rawuh Lan 
Sugeng Kundur Paulus Yohannes”. Rupanya tulisan dalam bahasa 
Jawanya Pak A.R. Fachruddin itu ditanggapi oleh Romo 
Mangunwijaya di majalah Hidup. Setelah datang, duduk, dan basa- 
basi sambil menunjukkan tulisan Romo Mangunwijaya itu Pak Natsir 
mengatakan, Jangan biarkan Pak A.R. Fachruddin sendirian”. 

Padahal, pesan itu dapat beliau sampaikan melalui telepon 
meminta agar saya membuat tanggapan atau apa saja untuk 
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menanggapi tulisan tersebut. Menurut Pak Natsir, pesan itu adalah 
persoalan yang sangat penting, karena itu tidak cukup untuk 
berbicara melalui telepon. Beliau memerlukan untuk memanggil 
saya dan menyampaikannya langsung dengan kalimat yang 
sederhana sekali: Jangan biarkan Pak A.R Fachruddin sendirian.” Ini 
sekedar cerita keseharian Pak Natsir saja."“ 
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PN 


Iya 
A 
LAN 


WARISAN NATSIR UNTUK INDONESIA 
Oleh: Fajar Nursahid! 


Salah satu value yang diwariskan Natsir adalah soal bagaimana 
kemajemukan sangat dihargai dan demokrasi dijunjung tinggi. Itu 
benar-benar kita temukan dalam tulisan Prof. Yusril Ihza Mahendra 
dan Pak Lukman Hakiem yang bergaul secara langsung dengan Pak 
Natsir dan menjadi orang yang sangat dekat. Sementara kalau saya 
hanya dengar cerita dari mbah (kakek) saya yang kebetulan Ketua 
Masyumi di Kendal, kemudian mewariskan ke saya menjadi aktivis 
PII (Pelajar Islam Indonesia) hingga tahun 2002. 

Pemikiran keislaman itu memiliki banyak perspektif. Kita bisa 
menggunakan perspektifnya Deliar Noer yang membedakan dua 
kutub besar, yakni antara tradisionalis dan modernis. Lalu bila 
menggunakan studinya Munawir Sjadzali dan Luthfie Assyaukanie 
yang membayangkan bagaimana Islam itu dikemas dalam politik 
kenegaraan akan muncul konsep integrasi, interseksi, dan 
sekularistik. Dalam konteks ini kita bisa mengidentifikasi bahwa Pak 
Natsir itu ada di kutub modernis bila dilihat dari perspektifnya 
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Deliar Noer, atau juga mewakili sebuah tokoh pemikiran yang 
integralistik bila dalam perspektifnya Sjadzali atau Assyaukanie. 

Tetapi di luar semua ini juga, Pak Natsir itu orang yang sangat 
generalis. Dalam banyak literatur saya menemukan kajian pemikiran 
beliau di bidang pendidikan. Selain urusan politik, Natsir juga 
seorang pendidik, seorang intelektual. Banyak sekali buku yang 
sudah beliau terbitkan. Beliau juga mendapat gelar Doctor Honoris 
Causa dari Malaysia dan Lebanon. Alhasil, pada Natsir kita 
mendapatkan sesosok figur yang betul-betul komplit, lengkap, dan 
moralis. Ini yang jarang dalam konteks saat ini, bahwa kita memiliki 
tokoh yang kala itu betul-betul the living legend di mana kita bisa 
belajar banyak padanya. Selain Bung Hatta, dalam konteks keislaman 
kita memiliki Pak Natsir. 

Kemudian kita bisa membuat suatu modelling atas rumpun- 
rumpun pemikiran beliau. Pertama, saya akan melihat bahwa ada 
satu pandangan yang benar-benar kaffah dari beliau yang 
menempatkan Islam sebagai way of life, yang menempatkan agama 
itu bukan semata-mata sebagai ritual seperti salat, puasa, dan zakat, 
tetapi juga dalam konteks kemasyarakatan. 

Pak Natsir itu tipe orang yang menolak sekularisme. 
Sekularisme dalam bayangan beliau itu adalah paham tentang tidak 
ada kaitan rigid antara apa yang ada dilakukan di dunia dengan 
akhirat. Kalaupun dalam sekularisme ada sisi tentang kemanusiaan 
(humanisme), maka menurut Pak Natsir, itu konteksnya rapuh sekali 
karena tidak ada cantolan ruhaninya sama sekali. Sama-sama 
humanismenya misalnya, kalau dalam Islam sisi kemanusiaan itu 
selalu terkait dengan ibadah, seperti kalau kamu sekedar senyum 
pun itu ibadah, berbuat baik pada tetangga pun itu ibadah. Dalam 
sekularisme tidak ada paham seperti itu. 

Saya kira ini menjadi menarik ketika ada sebuah paham yang 
mendorong semua aktivitas yang dilakukan manusia menjadi bagian 
integral dari agama. Ini bukan hanya aktivitas dalam praktik 
keseharian secara pribadi, namun juga dalam konteks negara. Jadi, 
ini adalah warisan penting yang bisa kita dapat dari Pak Natsir. 
Paham integralisme Natsir seperti ini banyak juga yang mewarisinya. 
Sayangnya, kemudian ideologi ini kalah suara dengan sekuarisme 
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politik yang lain. Orang cenderung memilih faksi-faksi politik yang 
lebih sekuler yang saat ini menjadi lebih banyak variannya. 

Kedua, saya juga mencatat bahwa betapa demokratisnya Pak 
Natsir itu. Pak Natsir berpandangan bahwa Islam itu tidak 
mempunyai bayangan soal imajinasi negara sebagaimana yang 
sebangun dengan zaman Rasulullah. Konsep teokrasi itu ditolak oleh 
Pak Natsir. Tidak ada perintah untuk membangun negara Islam 
dalam model tertentu. Apapun bentuk negaranya sepanjang value- 
nya itu Islam, maka itu bisa diterima. Itu kan demokrasi sebetulnya. 
Menariknya, karena dalam konteks inilah meskipun Assyaukanie itu 
berbeda kutub dengan Pak Natsir, namun Assyaukanie mengatakan 
bahwa inilah yang disebut sebagai Politik yang post-modern. 
Menurutnya, Natsir telah melampaui zamannya ketika 
membayangkan pola politik Islam yang kemudian tidak ternisbatkan 
pada situasi yang belakangan. Pandangan politik Natsir itu modern 
sekali. 

Hal menarik lainnya dari Natsir adalah tentang bagaimana 
beliau menganjurkan agar cita-cita politik integrasi Islam-negara itu 
harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Artinya, tentu 
beliau setuju aturan main demokrasi, seperti partai politik dan 
pemilu. Beliau terima bagaimana syarat-syarat untuk masuk ke 
politik, membuat parpol, ikut pemilu dan lain sebagainya seperti 
yang telah ia lakukan, untuk memperjuangkan cita-cita politik Islam. 

Natsir itu menerima demokrasi, meskipun kemudian beliau 
mengkritiknya juga. Natsir membayangkan demokrasi itu bukanlah 
teokrasi, namun juga bukan demokrasi sekular. Islam, ungkapnya, 
berada di tengah-tengah. Di sinilah Natsir menawarkan sebuah 
demokrasi yang religius, beliau menyebutnya sebagai demokrasi 
teistik. 

Kita juga mengenal bahwa dalam konteks penyelenggaraan 
negara beliau menjadi orang yang menyatukan kembali Indonesia 
melalui mosi integral Natsir tanggal 3 April 1950 yang 
membubarkan RIS dan mengembalikan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Ini yang oleh banyak orang disebut sebagai 
proklamasi kedua NKRI. Kemudian pada tahun 1950 beliau diminta 
oleh Soekarno untuk menjadi Perdana Menteri. Ini adalah legacy 
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penting dan luar biasa perihal politik Islam, bahwa cara-cara 
demokrasi itu harus menjadi platform politik Islam. Karena kita 
sekarang ini mendapati banyak varian-varian Islam yang tidak mau 
masuk ke dalam aturan ini, pokoknya agama ya agama, demokrasi 
itu thaghut. Pak Natsir tidak, beliau betul-betul ikut aturan main, 
membuat partai, ikut pemilu, dan lain sebagainya. Itu merupakan 
bagian dari mengintegrasikan agama dalam konteks politik yang 
praktis itu. 

Ketiga, adanya fleksibilitas dalam pandangan Natsir tentang 
konsep negara Islam. Dalam bayangan beliau negara Islam itu 
bukanlah seperti negara yang ada di Timur Tengah. Bahkan, Pak 
Natsir sangat menonjolkan Inggris sebagai bayangan dari demokrasi 
modern, yang hukumnya tegak di sana, makmur, orang patuh 
hukum, yang minusnya adalah agamanya saja yang bukan Islam. 
Seandainya, Islam masuk dalam konstruksi negara seperti itu, maka 
itu adalah ideal type yang bisa dibayangkan dalam negara Islam 
modern yang demokratis itu. 

Natsir mengandaikan sebuah negara Islam yang fleksibel 
sekali, karena memang agama tidak menganjurkan bentuk negara 
Islam tertentu. Apapun bentuk negara itu, yang penting syariah 
dapat tegak di sana dan berada dalam koridor Ilahiyah. Jadi, politik 
identitas yang kita bayangkan saat ini bukan politik identitas yang 
kaleng-kaleng, asal sama warnanya. Tetapi juga bagaimana 
mengakomodasi kemajemukan, bagaimana mengakomodasi sebuah 
misi membangun negara yang benar-benar lebih substansial. 

Jadi, betul-betul ada fleksibilitas dalam konsep negara yang 
dibayangkan Natsir, tetapi fleksibilitas itu tetap dalam koridor 
Ilaihiyah. Inilah yang membedakan dengan konsep demokrasi 
sekuler. Demokrasi sekuler itu mengutamakan hal yang penting 
suara banyak menang, yang penting menang pemilu sebagai intinya. 
Dalam pemikiran Pak Natsir, politisi itu mempunyai amanat yang 
harus dijaga. Ketika menang dia harus memberikan kemaslahatan 
pada umat yang sebesar-besarnya. Ini yang kemudian menjadi 
penting sekali. 

Keempat, Pak Natsir itu sangat toleran. Bagaimana 
pandangan Natsir soal demokrasi yang juga dipraktikkannya dalam 
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kehidupan keseharian. Juga bagaimana Natsir sangat 
mengakomodasi kelompok-kelompok minoritas. Dalam konteks 
kabinet yang disusun pun Natsir mengambil beberapa orang menteri 
yang berasal dari komunitas non-muslim. Para politisi Kristen saat 
itu sangat suka jika Masyumi berkuasa karena mereka pasti akan 
diakomodir dalam kabinet. Ini tentunya bentuk toleransi, dan 
toleransi itu nilai-nilai yang sudah menyatu dalam Islam. Saya kutip 
tulisan Pak Natsir berjudul “Keragaman Hidup antar Agama” dalam 
majalah Hikmah bulan Februari 1954. Beliau menyatakan bahwa 
paham toleransi itu harus dijaga karena negara Indonesia itu benar- 
benar negara kepulauan yang sangat majemuk yang itu bila 
dibicarakan akan sangat indah dan mendamaikan. 

Betapa luar biasanya beliau menjaga sikap tasamuh yang 
kemudian mendekatkan aspek-aspek moral dan keadilan. Makanya, 
dalam konteks belakangan ketika beliau berseteru dengan Soekarno 
atau bertentangan dengan Orde Baru, beliau tetap berupaya 
tasamuh, berada di tengah, moderat, dan tetap menegakkan prinsip 
keadilan. Melindungi hak-hak orang lain dalam beragama dan 
bernegara menjadi konsen beliau. Ini warisan yang perlu diwarisi 
oleh kita semua. 

Kelima, saya ingin menyatakan bahwa beliau adalah 
Pancasilais tulen. Saya mencatat dua naskah yang pernah beliau 
sampaikan. Pertama ketika berpidato di Karachi pada 9 April 1952 di 
mana beliau membandingkan Pakistan dengan Indonesia. Pakistan 
memang secara resmi menjadi negara Islam dan Indonesia, dalam 
istilah Natsir kala itu “negara Islam” dalam tanda kutip. Kita punya 
falsafah yang sangat islami, ketika warga negara itu dijamin 
agamanya dan diberi kesempatan yang besar untuk mempraktikan 
aspek-aspek religiusitas, itu islami. 

Pernyataan ini kemudian diperkuat lagi oleh beliau dalam 
tulisan di majalah Hikmah edisi 29 Mei 1954. Di tulisannya itu beliau 
menguraikan aspek-aspek di dalam Pancasila, dan kemudian dengan 
nada tanya beliau menyatakan: (1) Bagaimana mungkin konsep 
tauhid itu bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) 
Bagaimana mungkin ajaran Islam yang mendasarkan pada 'adalah 
ijtima'iyah dan menjadi pilar penting dalam Islam itu bertentangan 
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dengan konsep keadilan sosial? Tidak ada yang bertentangan, 
kompatibel sekali: (3) Bagaimana mungkin Islam yang 
menganjurkan memberantas sistem feodal dan pemerintahan 
istibdadi (diktator) bertentangan dengan kedaulatan rakyat, (4) 
Bagaimana mungkin ajaran Islam yang menerapkan konsep 
pengakuan adanya bangsa-bangsa bertentangan dengan ajaran 
kebangsaan. 

Menariknya adalah terdapat fase yang berubah pada diri 
Natsir. Fase-fase awal pada tahun 1950-an (1952-1954) beliau 
sangat pro dengan pancasila. Tetapi di Konstituante beliau sempat 
galak sekali ketika memperjuangkan dasar negara Islam, agar Islam 
menjadi dasar negara Islam. Menurut saya, perubahan ini karena 
pada waktu itu Pancasila sudah berwajah sekuler, bukan lagi 
Pancasila yang diilhami oleh Tujuh Kata dalam Piagam Jakara yang 
kemudian dicoret pada 18 Agustus 1945. Karena itu beliau berbalik, 
memberikan kritik pada Pancasila yang cenderung sekular itu, dan di 
kemudian hari diselewengkan oleh Soekarno melalui Demokrasi 
Terpimpin di dekade 1960-an. Natsir sangat pancasilais sekali. 
Pancasila dibelanya, dan beliau menuntut pada Soekarno agar 
Pancasila tidak sekedar dikonsep, tapi juga harus dilakukan dalam 
mengelola negara. Dalam konteks ini saya kira, ia sangat pancasilais 
sekali. 

Hal terakhir yang ingin saya sampaikan, betapa beliau itu 
meskipun demokratis, tetapi sangat teguh dalam prinsip. Kita 
mencatat banyak perseteruan beliau dengan Soekarno dan lain- 
lainnya ketika di Konstituante. Beliau menolak Nasakom dan 
mengeritik Soekarno dengan bergabung dalam PRRI (Pemerintahan 
Revolusioner Republik Indonesia). Namun sayangnya sampai 
sekarang tidak pernah diadili bagaimana kejadian sesungguhnya. 
Malah kemudian diberikan penalti dengan pembubaran Masyumi 
karena dituduh terlibat pada PRRI. Akan tetapi, aneh sekali ketika 
yang lain, ada tokoh PSI yang terlibat dalam PRRI, lalu PSI dipaksa 
mengecam gejolak daerah itu dan mereka melakukannya, tetapi 
tetap saja dibubarkan juga. 

Juga ketika Orde Baru sedemikian hegemoniknya, Natsir 
menjadi tokoh penting dalam Petisi 50 yang menentang kekuasaan 
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Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Natsir menjadi Pimpinan 
Delegasi 50 tokoh penandatangan “Ungkapan Keprihatinan”, yang 
sering disebut Petisi 50, ketika menyampaikan petisi tersebut di 
hadapan Pimpinan DPR/ MPR tanggal 14 Mei 1980. Menjadi 
pengkritik Orde Baru dengan turut menjadi bagian dari gerakan 
Petisi 50 adalah bagian dari keteguhan dari pendirian Pak Natsir 
untuk mengatakan “tidak” kepada penguasa. 

Dalam konteks inilah, saat ini kita perlu prihatin karena tidak 
ada lagi yang bersuara kritis seperti itu. Seperti yang diungkapkan 
Prof. Yusril Ihza Mahendra, “Kalau sekarang ini orang tidak suka 
dengan idenya, maka ia tidak suka dengan orangnya sekaligus.” 
Sehingga polarisasi itu nyata: idenya berbeda dan fisiknya juga 
berbeda. Ini yang tidak terjadi pada zaman dulu ketika Natsir dan 
Soekarno muda. Di dalam Konstituante mereka berdebat dengan 
sengit, begitu keluar ya mereka ngopi bareng. Saya kira ini sebuah 
bentuk kematangan politik yang saat ini tidak banyak orang yang 
bisa mewarisi ini. 

Kita sempat jumpai itu pada masa-masa awal reformasi, antara 
tokoh PDIP - kalau tidak salah Sabam Sirait, namun saya belum 
yakin- dengan tokoh senior PBB Pak Hartono Mardjono, itu kan 
berkelas sekali perdebatannya. Saat ini sudah tidak ada lagi seperti 
itu. Sekarang ini buat UU saja sembunyi-sembunyi, semua orang 
“dipaksa” harus setuju, dan kalau tidak setuju maka urus di MK saja. 
Tidak ada ruang yang cukup kondusif untuk perbedaan pendapat 
yang mana dalam demokrasi itu penting, demokrasi tanpa itu tentu 
bukan demokrasi. 

Benih-benih warisan pemikiran politik keislaman yang 
diwariskan oleh Pak Natsir dan koleganya saat itu kini telah pudar. 
Sekarang kita kehilangan figur seperti Pak Natsir dan kawan- 
kawannya." 
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MO, 
io 
(Or 
M. NATSIR, SANTRI MODERNIS DEKLARATOR NKRI 


Oleh: Pepen Irpan Fauzan! 


Jika mendengar atau membaca nama Natsir—lengkapnya 
Mohamad Natsir (1908-1993 )—yang disandingkan dengan Pancasila 
dan Mosi Integral, apa yang terbayang di benak kita? Tentu saja 
segudang jasa yang telah ditorehkan ideolog Islam, ketua Partai 
Masyumi terkemuka, sekaligus tokoh puritan PERSIS tersebut. 
Jasanya tidak hanya untuk umat Islam, namun untuk seluruh anak 
bangsa yang bernama Indonesia. Ini jelas dijadikan dalil sahih bahwa 
para tokoh Islam—yang dalam hal ini direpresentasikan oleh 
Natsir—adalah Muslim nasionalis sejati. Jangan pertentangkan Islam 
dengan nasionalisme, karena sejarah membuktikan bagaimana 
bangsa dan negara ini dibangun di atas jasa para tokoh Islam. Tanpa 
Islam, tidak terbayangkan akan ada Indonesia! 

Natsir lahir di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, pada 17 
Juli 1908. Pendidikan awal Natsir dimulai di Sekolah Rakyat 
Maninjau selama dua tahun hingga kelas dua, kemudian pindah ke 
Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Adabiyah di Padang. Setelah 
beberapa bulan, ia pindah lagi ke Solok dan dititipkan di rumah 
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saudagar yang bernama Haji Musa. Selain belajar di HIS Solok pada 
siang hari, ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah 
pada malam harinya. Tiga tahun kemudian, ia kembali pindah ke HIS 
Padang bersama kakaknya. Pada tahun 1923, ia melanjutkan 
pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Setelah 
lulus dari MULO, ia pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi di 
Algemeene Middelbare School (AMS) hingga tamat pada tahun 1930. 
Selama di AMS dan setelahnya, dari tahun 1928 hingga 1932, ia 
menjadi ketua Jong Islamieten Bond (JIB) cabang Bandung. 

Tak banyak yang mengetahui, sosok legendaris yang jadi 
panutan umat Islam ini tumbuh-dewasa dari rahim jam'iyyah 
reformis Persatuan Islam (PERSIS) di Bandung, Jawa Barat. 
Jam'iyyah inilah yang paling awal membesarkannya, bukan Masyumi 
atau Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dua organisasi 
terakhir ini memang berperan penting sebagai medium Natsir dalam 
berpolitik dan berdakwah, sehingga identik-melekat pada diri- 
pribadinya. Tapi PERSIS-lah yang menjadi kawah-candradimuka 
paling awal dan yang sesungguhnya. Sebagaimana ditegaskan 
Profesor Taufik Abdullah pada buku Pemikiran dan Perjuangan M. 
Natsir: “Dua tahap awal yang paling menentukan pada Natsir adalah 
tahap sebagai pembela agama dan tahap sebagai guru, sebelum pada 
tahap berikutnya sebagai politisi.” Dua tahap menentukan itu jelas 
ketika Natsir aktif di PERSIS...!!. 

Memang, Natsir adalah hasil kaderisasi jamiyah PERSIS melalui 
tangan dingin Tuan A. Hassan. Tidak hanya belajar agama, tapi juga 
pendewasaan kepribadian, mematangkan pikiran. Dari A. Hassanlah, 
Natsir belajar berargumentasi dan menjadi penulis-ulung pada 
zamannya. Hal ini diakui sendiri oleh Natsir. Ketika diwawancarai 
oleh AW. Pratiknya, Amien Rais, Kuntowijoyo dan lainnya, Natsir 
menyatakan: “...dari tuan Hassan itu satu hal yang sangat berkesan 
pada diri saya ialah caranya mendorong saya untuk maju...dia selalu 
mendiskusikan bersama dan mendorong saya selalu berfikir” Tak 
tanggung-tanggung, Natsir berdebat dengan tokoh pergerakan 
Nasional, Soekarno. Sampai-sampai Soekarno dalam bukunya Di 
Bawah Bendera Revolusi menyatakan pujiannya melalui surat kepada 
Tuan A. Hassan: “..haraplah sampaikan saja punja compliment 
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kepada tuan Natsir atas ia punja tulisan-tulisan jang berbahasa 
Belanda. Antara lain ia punja inleiding didalam Komt tot het gebed 
adalah menarik hati” Pada bagian lainnya, Soekarno juga 
menyatakan: “Alangkah baiknja kalau tuan punyja muballigh nanti 
bermutu tinggi, seperti tuan M. Natsir!” 

Atas dukungan PERSIS, Natsir muda bereksperimen 
mendirikan sebuah pendidikan modern yang berlandaskan agama 
Islam, Pendidikan Islam (PENDIS). Di Jam'iyyah ini pulalah Natsir 
mula-mula bereksperimen mengatur dan menata ulang jam'iyyah 
yang asalnya lebih berkarakter sebagai study-club, menjadi sebuah 
organisasi modern. Natsir pun berjasa dalam penyusunan AD/ART 
yang diajukan ke Majelis Kehakiman Hindia Belanda, agar PERSIS 
diakui sebagai ormas yang legal-formal. 

Adalah Buya Hamka, tokoh pusat Muhammadiyah, yang begitu 
terpesona terhadap Natsir selagi muda. Sebelum bertemu dengan 
Natsir, Buya Hamka telah lebih dulu mengenal pemikiran kader 
muda PERSIS ini dari tulisan-tulisan yang menarik hati dan otaknya. 
Makanya, ketika tahun 1931 Buya Hamka mempunyai acara ke Kota 
Bandung, kesempatan ini tidak disia-siakannya untuk bertamu ke 
organisasi yang dikenal puritan itu untuk bertemu Natsir. Kesannya, 
Natsir adalah prototipe Pemuda Islam yang ideal: tampan, cerdas, 
ditambah dengan kaca-mata minus yang menambah rasa 
kecendekiawannya. Yang paling penting adalah pembawaan 
sikapnya yang tenang, tawadlu, serta sederhana. 

Tentang hal ini, diceritakan kembali oleh Buya Hamka dalam 
tulisannya pada Majalah Panji Masyarakat No. 251, tahun XX, 15 Juli 
1978, hlm. 17-23. Buya menulis, “Di waktu itu, saya bertemu seorang 
pemuda sebaya saya, tetapi lebih tampan dari saya. Wajahnya tenang, 
simpatik, selalu tersenyum, dan berkaca mata. Tingginya sedang, 
sikapnya lemah-lembut... Di kali yang lain pernah saya ke Bandung 
setelah dia berumah tangga. Saya menjadi tetamu dan bermalam di 
rumahnya. Karena kehidupan beragama, sembahyang di awal waktu 
dan kesederhanaan yang dapat dilihat lahir dan batin.” Begitulah, 
Hamka mempunyai arah-orientasi perjuangan yang jelas pasca 
beriteraksi dengan aktivis-aktivis muda PERSIS, khususnya Natsir: 
“Pertemuan tahun 1941 di Bandung itu telah meninggalkan jejak 
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dalam jiwa kami, dan telah menentukan pula kemana arah hidup yang 
akan kami tempuh.” 

Karakter islami dibawa Natsir hingga ketika menjadi pejabat 
tinggi negara. Selain pemikiran dan artikulasi politiknya, Natsir pun 
dikenang dan dihargai dengan fatsoen politik-nya. Sebagaimana 
kesaksian ilmuwan politik Barat, George Mc Turnan Kahin, yang 
tercengang ketika bertemu Menteri Penerangan Natsir, melihat ia 
memakai jas yang bertambal-tambal..! Bahkan ketika Natsir 
melepaskan jabatan sebagai Perdana Menteri pun, ia pulang dari 
rumah dinasnya dengan berkendara sepeda. Kahin hanya bisa 
geleng-geleng kepala, takjub. 

Apakah karakter Natsir ini hasil didikan para profesor di AMS 
Belanda? Tentu tidak. Sebagaimana kata Buya Hamka, “Natsir 
mendapat pendidikan di sekolah Belanda, yaitu dari AMS di Bandung. 
Tetapi dalam hidupnya sehari-hari, hidup secara seorang santrilah 
yang banyak tertonjol.” Secara tidak langsung, buya Hamka 
mengatakan, karakter santri yang menonjol pada Natsir adalah hasil 
didikan dari Jamiyah PERSIS. 

Kader utama PERSIS ini telah memberikan sumbangan penting 
bagi Indonesia. Karena keterbatasan ruang, tulisan ringkas ini hanya 
bisa mengungkap beberapa kontribusi Natsir bagi Indonesia. 


Mosi Integral Natsir: Sebuah Integrative Revolution 

Geopolitik pada dasarnya sebuah kajian yang memfokuskan 
keseimbangan politik antarwilayah-teritorial, baik dalam konteks 
internasional (antar-Negara) maupun regional (antar-Daerah). 
Perspektif ini sangat relevan untuk menganalisis seputar Mosi 
Integral Natsir tahun 1950. Sebagaimana umumnya dipahami, Mosi 
integral ini adalah sebuah contoh kasus politik yang benar-benar 
real-pragmatical, karena terlepas dari aspek normatif-agama 
(bahkan ideologi politik). Tidak ada perdebatan ideologis di 
dalamnya. Di dalamnya ada masalah konflik Pusat versus Daerah 
yang berjalinkelindan dengan masalah ekonomi, baik dalam skala 
makro (nasional) maupun mikro di daerah-daerah, termasuk tambah 
runyam dengan masuknya kepentingan Barat (baca: Belanda dan 
sekutunya). 
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Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 
Desember 1949 akhirnya menyepakati penyerahan kedaulatan dari 
Kerajaan Belanda kepada Indonesia, namun dengan dua konsekuensi 
besar: Pertama, pembebanan utang Pemerintah Hindia-Belanda 
kepada Indonesia: pembiayaan 17 ribu eks karyawan Hindia Belanda 
selama dua tahun, serta harus menampung 26 ribu tentara mantan 
KNIL (Belanda): Kedua, negara yang baru didirikan dengan asas 
federalisme sebagai bagian dari kesepakatan Uni Belanda-Indonesia. 
Jadilah kemudian Republik Indonesia Serikat (RIS). Kabinet RIS 
dibentuk di bawah pimpinan Mohamad Hatta, sementara Soekarno 
menjadi Presiden yang bersifat simbolik. 

Kedua aspek ini jelas mempunyai konsekuensi politik lanjutan 
di tanah air. Keadaan ekonomi negara baru jelas tidak stabil, 
ditindaklanjuti dengan peristiwa “gunting Syafrudin,” sebuah 
kebijakan moneter Menteri Keuangan RIS untuk mengatasi inflasi 
akibat adanya tiga jenis mata uang waktu itu (antara mata uang yang 
dikeluarkan perbankan zaman Hindia Belanda, uang NICA, serta ORI 
(Oeang RIJ). Di tingkat Nasional cukup berhasil, tapi di daerah lain 
lagi. Contohnya, perpindahan mata uang di Sumatera. 

Ada dua kelompok sosial di Sumatera (dan umumnya di daerah 
lain di seluruh Indonesia): antara orang yang pernah bekerja pada 
Pemerintah Hindia Belanda yang hidup makmur dengan orang 
“Republiken” yang cenderung miskin karena harus menyingkir dari 
kota akibat perang dengan Belanda. Ketika RIS dibentuk, kebijakan 
“rasionalisasi moneter-ekonomi” malah menguntungkan pihak yang 
pertama dan sebaliknya memberatkan kelompok republiken itu 
sendiri. Kaum republiken di Sumatera yang memegang Uang 
Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS) harus menukarkan 
uangnya menjadi uang RIS dengan selisih besar: satu rupiah federal 
sebanding dengan 125 URIPS. Ini yang menjadi salah satu penyulut 
demonstrasi besar-besaran di Bukittinggi dengan tema “Nasi- 
Bungkus”. Keadaan yang sama umumnya terjadi di daerah-daerah 
lainnya. 

Hal ini juga berkorelasi dengan masalah militer, baik di pusat 
maupun daerah-daerah. Jumlah anggota militer yang sangat banyak, 
antara bekas pejuang republiken dengan eks KNIL, tidak mungkin 
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ditanggung negara semuanya. Sehingga ketika ada rasionalisasi 
militer (pertahanan) negara, mayoritas yang terpilih malah eks KNIL 
karena secara kemampuan militernya lebih baik. Tentu saja, 
kecemburuan politik pasti terjadi, karena mana mungkin kaum 
republiken mau menerima kenyataan politik yang ironis tersebut? 
Maka bergejolaklah daerah-daerah. 

Masalah politik kedua adalah asas federalisme bagi negara 
republik yang baru berdaulat. Mengapa harus federal? Sebagaimana 
dikatakan oleh Ichlasul Amal, “there was a wide spread view that 
Indonesian cultural diversity justified federalism or something like it. 
So many politicians believed that regional feeling and demands could 
only be satisfied by the central government giving large doses of 
autonomy to the regions.” Keadaan geografis Indonesia yang sangat 
luas dengan ragam budaya, etnik, dan agama yang heterogen 
mengharuskan adanya sistem politik dan pemerintahan yang 
memberi peran politik besar bagi daerah-daerah itu sendiri. 

Dalam konteks inilah, keadaan geopolitik, baik internasional 
maupun regional di daerah-daerah justru tidak menguntungkan bagi 
sistem federalisme. Dalam kontek internasional, sistem ini tak dapat 
dipungkiri masih merupakan rekayasa kelompok Barat kapitalis 
(Belanda dan sekutu-sekutunya) untuk tetap menanamkan 
cengkeraman-politiknya di Timur—dalam hal ini adalah Indonesia. 
Hal ini ditunjukkan, unit-unit konstituen RIS masih menginduk pada 
model Belanda, sehingga diisi mayoritas mantan pejabat Hindia 
Belanda—atau paling tidak orang yang kooperatif dengan Belanda: 
“many of constituent units of the RIS were artificial and unpopular 
entities, established by the Dutch in areas where they had military 
control,” tulis Amal. Kenyataan historis berdirinya negara federal 
hasil rekayasa van Mook (intelektual Belanda) menurut Taufik 
Abdullah: “telah menghilangkan landasan legitimasi historis dan 
kultural dari kehadiran “negara bagian' itu. Noda kolonial yang 
dikenakan kepada 'federalisme' serta merta menjadikannya tak 
berharga untuk diperhatikan, betapapun argumen sejarah, kultural, 
dan sebagainya bisa mendukung.” 

Kedaaan geopolitik regional pun tidak menguntungkan bagi 
RIS. Kenyataan ekonomi yang menyudutkan kaum republiken, 
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pejabat-pejabat administratif dan militer di daerah yang justru 
didominasi orang-orangnya Belanda, serta sistem federal yang 
dituding sebagai rekayasa Belanda, merupakan “bom waktu” bagi 
eksistensi RIS. Daerah pun bergolak. Demonstrasi terjadi di mana- 
mana. Tuntutannya adalah kembali ke tatanan kesatuan RI: unitaris 
bukan federalis! 

Baru saja tahun 1950 dimasuki dan kedaulatan negara 
didapatkan melalui sistem federalisme, satu per satu negara bagian 
berjatuhan dan bergabung dengan RI yang berpusat di Yogyakarta. 
Menjelang April 1950, hanya tinggal Negara Sumatera Timur (NST) 
dan Negara Indonesia Timur (NIT) yang masih eksis berdiri. Tetapi 
keduanya tak henti dirongrong demonstrasi oleh kaum “unitaris.” 
Akhirnya kedua negera federal yang tersisa pun mempercayakan 
kepada Kabinet RIS untuk solusi konflik politik yang terjadi padanya. 

Dengan demikian, hapusnya sistem federalisme hanya 
menunggu waktu. Lalu bagaimana dengan peran Natsir dalam 
konstelasi politik seperti ini? Di sinilah kita melihat kesalihan (piety) 
yang beririsan dengan wawasan geopolitik dan kecerdasan 
diplomasi politik Natsir. Sebagai seorang Muslim reformis, Natsir 
berpegang pada prinsip “maslahah ammah” sebagai bagian penting 
dari syariat Islam. Bahwa kepentingan umum harus didahulukan, 
terutama terkait masalah perekonomian yang sangat memberatkan 
masyarakat pada umumnya akibat konstelasi politik antara unitaris 
versus federalis, yang jika tidak segera diambil solusi, sudah 
menjurus pada tabir perpecahan. 

Hal ini terlihat dari pikiran Natsir, ketika menyatakan sikap 
Fraksi Partai Masyumi pada Sidang Parlemen 3 April 1950. Natsir 
mengajukan usulan terkait pembentukan Negara Kesatuan 
menggantikan Republik Indonesia Serikat (RIS) bukan karena 
masalah unitarisme atau federalism, namun justru diarahkan pada 
tujuan perjuangan kemerdekaan. Hal ini tampaknya ditujukan 
supaya tidak terjadi perdebatan yang melelahkan terkait paham dan 
struktur Negara. Sehingga dengan begitu dapat “...mendjauhkan diri 
dari pada pembitjaraan soal unitarisme dan federalisme dalam 
hubungan mosi ini...Orang yang setudju dengan mosi ini, tidak usah 
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berarti bahwa orang itu unitaris, orang federalis pun mungkin djuga 
dapat menjetudjuinja,” ujar Natsir. 

Menurut Natsir, bentuk kenegaraan federalistik berdasarkan 
kepentingan Belanda dengan garis van Mook-nya itu merupakan 
duri dalam daging yang menyebabkan perpecahan bangsa, sehingga 
tujuan inti negara menjadi sulit tercapai: Usaha kemakmuran rakyat, 
penjaminan keamanan, tidak dapat berjalan selama belum ada 
ketentuan politik dalam negeri. Politieke-rust, istilah yang dipakai 
Natsir, “...tidak dapat ditjiptakan selama masih ada “duri-dalam- 
daging” jang dirasakan oleh rakyat, jang walaupun kedaulatan sudah 
di tangan kita, tapi kita masih berhadapan dengan struktur-struktur 
colonial serta alat-alat politik pengepungan yang ditjiptakan oleh Van 
Mook di daerah-daerah.” 

Natsir mengilustrasikan kondisi di daerah dengan sangat jelas. 
Apalagi kemudian dihubungkan dengan tujuan perjuangan 
kemerdekaan bangsa Indonesia. Wawasan geopolitik Natsir 
terbangun bukan saja karena ia orang Minang yang kemudian 
menjadi guru di Bandung dan politisi di Jakarta dan Yogyakarta, 
namun lebih karena ia telah berkeliling ke daerah-daerah berjumpa 
dan berdialog dengan tokoh-tokoh di Sumatera, Jawa, serta Sulawesi. 
Memang kesempatan ini difasilitasi Perdana Menteri (PM) 
RIS Mohammad Hattayang menugaskan Natsir danSri Sultan 
Hamengkubuwono IX melakukan lobi untuk menyelesaikan berbagai 
krisis di daerah. Pengalaman keliling daerah menambah jaringan dan 
wawasan geopolitik Natsir. 

Aspek kedua adalah kemauan berdialog yang diiringi 
kecerdasan diplomasi Natsir. Kelihaian ini jadi seni politik- 
diplomatik tersendiri. Ia berusaha merangkul semua golongan yang 
ada di parlemen demi goalnya Mosi Integral. Selain itu, 
kecakapannya berunding dengan para pemimpin fraksi di Parlemen 
RIS, seperti dengan IJ Kasimo dari Fraksi Partai Katolik dan AM 
Tambunan dari Partai Kristen, telah mendorong Natsir ke satu 
kesimpulan bahwa negara-negara bagian itu mau membubarkan diri 
untuk bersatu dengan Yogya (Republik Indonesia) asal jangan 
disuruh bubar sendiri. 
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Lobi Natsir ke pimpinan fraksi di Parlemen Sementara RIS dan 
pendekatannya ke daerah-daerah lalu diformulasikan kedalam dua 
susunan kata yang sangat strategis: “Mosi Integral”. Sebab, menurut 
Natsir, 


“Suara-suara rakjat dari berbagai daerah dan mosi-mosi 
Dewan Perwakilan Rakjat sebagai saluran dari suara-suara 
rakjat itu, untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan 
menggabungkannja ke dalam Republik Indonesia.” Pernyataan 
Natsir ini sangat meyakinkan, apalagi ditambah penegasan 
bahwa “politik pengleburan dan penggabungan itu membawa 
pengaruh besar tentang djalannja politik umum di dalam 
negeri dari pemerintahan di seluruh Indonesia.” 


Selain Natsir, Mosi Integral tersebut juga ditandatangani oleh 
berbagai faksi politik: Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Ir. 
Sakirman, K. Werdojo, Mr. AM. Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, 
B. Sahetapy Engel, Dr. Tjokronegoro, Moh. Tauchid, Amelz, dan H. 
Siradjuddin Abbas. Ini menunjukkan gagasan politik Natsir diakui 
strategis oleh semua golongan politik yang ada di parlemen, 
termasuk pemerintah. 

Mosi Natsir ini diterima baik oleh semua pihak. PM Mohammad 
Hatta, wakil pemerintah RIS, menegaskan akan menggunakan mosi 
integral sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan. Akhirnya, 
pada 19 Mei 1950, pertemuan digelar di Jakarta antara RI dan 
Pemerintah RIS serta wakil negara-negara bagian Indonesia Timur 
(NIT) juga Sumatra Timur (NST). Lahirlah Piagam Pembentukan 
Negara Kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno 
membacakan piagam tersebut dalam sidang bersama Parlemen dan 
Senat RIS. Dua hari kemudian, 17 Agustus 1950, bertepatan dengan 
ulang tahun kelima RI, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya 
NKRI. Jelas, Mosi Integral Natsir ini menjadi pintu masuk 
pembubaran RIS sekaligus jalan pembuka berdirinya NKRI. Tak 
heran, ketika NKRI dibentuk, Presdien Soekarno tidak berpikir 
panjang untuk memilih pemimpin pemerintahan: 


“Dengan adanya struktur Negara yang begitu, dengan 
sendirinya, Kabinet RIS bubar dan harus diganti dengan kabinet 
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baru. Pada saat Sukarno akan membentuk formatir kabinet, 
datang kepadanya wartawan harian “Merdeka”, Asa Bafagih, 
mencari berita. Asa Bafagih bertanya kepada Presiden Sukarno: 
“Bagaimana sekarang ini? Siapa yang ditunjuk untuk membuat 
kabinet? Menjawab Sukarno: “Siapa lagi kalau tidak dari 
Masyumi”. Bertanya lagi Asa Bafagih: “Natsir?” Menjawab 
Presiden Sukarno: “Ya! Mereka mempunyai konsepsi untuk 
menyelamatkan Republik melalui konstitusi”. (Yusuf Abdulah 
Puar (ed.). Mohamad Natsir 70 Tahun. Jakarta: Pustaka 
Antara, 1978). 


Begitulah, sekaliber Sukarno pun, dengan apa yang dilakukan 
Natsir melalui lobi politik dengan klimaks Mosi Integralnya, percaya 
bahwa konsep Natsir akan menyelamatkan Republik ini. Karena 
Natsir mengedepankan kemaslahatan umat dan bangsa ini sebagai 
prioritas yang pertama. Natsir juga membuka dan menginisiasi 
dialog yang terbuka, lintas ideologi dan keyakinan-agama—yang 
terdapat dalam berbagai faksi partai politik, baik di Pusat maupun 
daerah. Untuk apa? Tiada lain untuk terbangunnya kemaslahatan 
umat dan bangsa ini. Tujuan mulia kemaslahatan ini dirangkai 
dengan kemampuan Natsir sebagai seorang administrator dengan 
wawasan geopolitik yang luas. 

Inilah yang jadi pegangan utama, bukan kasuistik politiknya, 
yang harus kita warisi dari Natsir. Mungkin dengan konteks tempat 
dan waktu yang berbeda, solusi yang harus kita berikan juga 
berbeda. Namun, yang pasti, kemaslahatan publik yang harus jadi 
pegangan, sikap terbuka dan kemauan berdialog dengan stakeholder 
yang terlibat, serta wawasan geopolitik yang luas dan komprehensif 
sangat menentukan tepat-tidaknya solusi yang kita berikan. 

Konteks geopolitik juga berkorelasi kuat dengan masalah 
budaya politik. Berbagai upaya menuntut keterwakilan politik dan 
alokasi ekonomi yang adil menggambarkan kondisi problematika 
keetnisan dalam keindonesiaan yang mana beberapa daerah 
menuntut keseimbangan baru di zaman RIS. Tidak proporsionalnya 
keterwakilan etnis dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor 
pemicu kebangkitan sentimen etnis. Hal mana tecermin misalnya 


106 


dengan adanya isu “Jawa-non Jawa” di samping faktor lain, seperti 
kemunduran ekonomi, pertarungan ideologi, maupun kepentingan 
elit-lokal, turut pula menjadi faktor determinan yang mencuatkan 
sentimen keetnisan. Itu kerap kali berkelindan dengan sentimen 
keagamaan dan kedaerahan terkait soal keterwakilan politik dan 
distribusi serta alokasi sumber sumber yang langka, maupun 
berhubungan dengan posisi kekuasaan jabatan kepemilikan mata 
pencaharian dan harga diri. 

Situasi ini secara umum bersesuaian dengan tesis Clifford 
Geertz yang menyebutkan bahwa menguatnya identitas primordial 
(primordial sentiments) cenderung akan tetap besar selepas 
masuknya sebuah negara ke era kemerdekaan. Beragam ekspresi 
yang diperlihatkan oleh sebagian masyarakat di daerah-daerah 
adalah wujud pengukuhan eksistensi diri dan sekaligus dalam batas 
tertentu refleksi dari penentangan terhadap konsep rasa senasib 
atas nama kesejarahan dan komitmen cita-cita sebagai sebuah 
bangsa. Fenomena kebangkitan primordialisme berwujud sentimen 
keetnisan dan keyakinan-agama yang mengarah pada upaya 
kemandirian total atau bahkan pemisahan diri bukanlah sesuatu 
yang bisa diabaikan dalam upaya pembangunan bangsa dan 
keindonesiaan. 

Contoh berjalinkelindannya aspek etnis-kedaerahan dengan 
unsur kegamaan muncul dalam kasus Aceh. Secara kedaerahan, era 
1950-an sangat tidak “menguntungkan” bagi Aceh. Aceh memasuki 
tahun 1950 dengan rasa bangga, dengan status sebagai pendukung 
utama republik ketika melawan Belanda. Namun kegembiraan 
berganti kekecewaan, ketika Propinsi Aceh dihapus dan 
digabungkan ke dalam Propinsi Sumatera Utara. Dari sudut 
Pemerintah Pusat, penggabungan ini merupakan keharusan 
rasionalitas administratif belaka. Tetapi bagi Aceh hal itu bukan saja 
berarti kehilangan “otonomi”, tetapi juga pengingkaran arti sejarah. 
Apalagi ketika Pemerintah Pusat mengabaikan tuntutan kultural 
Aceh untuk pelaksanaan syariat Islam secara khusus, tak pelak 
melahirkan perlawanan Daud Beureueh yang berujung perang 
saudara. 
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Suatu masyarakat bangsa yang sarat dengan sentiment 
primordial seperti di Indonesia, menurut Geertz, memerlukan suatu 
integrative revolution, yaitu suatu gerak integrasi masyarakat ke 
dalam ikatan-ikatan kultural yang lebih luas yang mendukung 
pemerintahan nasional. Tanpa adanya gerak integrasi semacam itu, 
bila timbul sedikit saja kekecewaan yang berkaitan dengan etnis dan 
keagamaan, akan meningkatkan potensi meledaknya disintegrasi 
politik. Inilah yang ditampilkan oleh Natsir dengan Mosi Integralnya 
yang menjadi upaya awal bagi tumbuhnya integrative revolution bagi 
bangsa ini. Sebuah solusi politik penyatuan berbagai permassalahan, 
baik etnik-kedaerahan maupun ideologi dan keyakinan-agama dalam 
apa yang disebut Natsir sebagai “solusi integral”. 

Natsir (bersama Hatta dan yang sealiran dengannya) 
mengupayakan tumbuhnya budaya politik yang rasional dan patuh 
pada aturan main yang disepakati bersama. Ini yang disebut civil- 
politics sebagai kebalikan dari primordial sentiment. Civil politics 
memandang kinerja (performance) dan prestasi (merit)—bukan 
hubungan keluarga—lebih penting sebagai pertimbangan. Ini 
dibuktikan Natsir dalam mengelola pemerintahan pada 1950-1951, 
pasca-Mosi Integral, tepat setelah berakhirnya RIS. Tipe 
kepemimpinan politik Natsir sewaktu memimpin kabinet mirip Bung 
Hatta, yakni sebagai seorang administrator-rasional, bukan seorang 
solidarity-maker. Cirinya, sebagimana yang dijelaskan Herbert Feith, 
adalah kebijakan yang berorientasi pada pemecahan masalah dan 
taat aturan main. Dalam kabinetnya, Natsir memberikan kedudukan 
penting pada politisi-politisi teknokrat. Kabinet Natsir juga 
menekankan proses reorganisasi dan rasionalisasi, baik pada 
kemampuan keuangan angkatan perang dan birokrasi, maupun 
stimulasi kegiatan perekonomian. 

Sayangnya, masa singkat Kabinet Natsir menyebabkan 
terputusnya usaha untuk menampung aspirasi yang wajar di daerah 
Aceh dan daerah-daerah lainnya untuk memiliki hak otonomi dalam 
Negara Kesatuan RI. Sementara kabinet-kabinet berikutnya tidak 
segera menyambung usaha yang telah dimulai ke arah itu, sehingga 
keresahan dan ketidakpuasan terus meningkat sampai meletusnya 
pemberontakan di Aceh dua tahun sesudahnya, yang baru juga dapat 
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dihentikan setelah belasan tahun, dengan segala akibat-akibat yang 
menyedihkan. Komentar penyesalan Herbert Feith tentang masa 
singkat Kabinet Natsir adalah sebagai berikut: 


“In the very short time it had been in office the Natsir Cabinet 
persued its policy goals intently and with some success. It 
moved the country several steps long the road to civil security, 
administrative routinezation, increased production, and planed 
economic growth. That it failed was clear from the fact of the 
very Short time it had in office: it had failed to build itself a 
basis of political support.” 


Tentang Pancasila dan Lambang Garuda 

Meski memiliki segudang prestasi untuk negeri, namun tiba- 
tiba Natsir dituduh anti-Pancasila hanya karena persoalan 
pembahasan dasar negara di Konstituante. Ini jelas kesalahpahaman 
yang fatal. Pertama, Natsir mengkritisi Pancasila yang ditafsirkan 
secara sekuler (istilah Natsir: “Laa Diniyah”) oleh sebagian kelompok 
pendukung Pancasila. Jadi, yang dikritisi adalah tafsirnya, bukan 
Pancasilanya itu sendiri. Kedua, dalam konteks jiwa zaman waktu 
itu, adalah wajar menyodorkan berbagai alternatif yang terbaik bagi 
bangsa ini. Apalagi Konstituante memang dibentuk untuk 
mendiskusikan masalah kenegaraan yang “belum selesai” di BPUPK 
dan PPKI di mana perumusan ideologi negara saat itu dianggap 
“darurat” karena masa Perang Kemerdekaan. 

Bagaimana pandangan Natsir tentang Pancasila yang 
sebenarnya? Ada tiga peran penting Natsir terhadap eksistensi 
Pancasila bagi Negara Indonesia. Pertama, penegasan Natsir bahwa 
Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Dalam tulisannya di 
Capita Selecta Jilid II, Natsir membela Pancasila: 


“Dalam pada itu dimasa achir ini, mulailah terdengar pendapat 
jang menempatkan al-Guran disatu pihak dan Pantjasila 
dipihak jang lain dalam suasana antagonisme. Seolah antara 
tudjuan Islam dan Pantjasila itu terdapat pertentangan dan 
pertikaian jang sudah njata tak ,,kenal damai" dan tidak dapat 
disesuaikan. Dengan sepenuh kejakinan sebagai seorang 
Muslim jang berdiri atas Kalimah Sjahadat, dan lantaran itu 
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sebagai seorang patriot jang tjinta kepada Tanah Air dan 
bangsa, saya berseru supaja djangan terburu memberikan 
suatu kwalifikasi dan keputusan, apabila ponis dan keputusan 
itu semata didasarkan atas istilah jang oleh masing 
pemakainja diberi tafsiran sendiri, sebab bukanlah dengan 
tjara demikian kita  seharusnja memandang pokok 
persoalannja. Dalam pangkuan Our'an, Pantjasila akan hidup 
subur. Satu dengan lain tidak a priori bertentangan tapi tidak 
pula identik.” 


Kedua, Natsir berkampanye Pancasila di luar negeri. Hal ini 
salah satunya terlihat ketika Natsir berkunjung ke Pakistan dan 
berpidato di depan The Pakistan Institute of World Affairs pada tahun 
1952. Pidato Natsir inilah yang sering dijadikan rujukan bahwa ia 
menerima Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Dalam pidatonya, 
ia mengatakan: 


“Pakistan adalah Negara Islam. Hal itu pasti, baik oleh 
kenjataan penduduknja maupun oleh gerak-gerik haluan 
Negaranja. Dan saja njatakan Indonesia djuga adalah Negara 
Islam, oleh kenjataan bahwa Islam diakui sebagai Agama dan 
anutan djiwa bangsa Indonesia, meskipun tidak disebutkan 
dalam Konstitusi bahwa Islam itu adalah agama Negara. 
Indonesia tidak memisahkan Agama dari Kenegaraan. Dengan 
tegas Indonesia menjatakan pertjaja kepada Tuhan Maha Esa 
djadi tiang pertama dari Pantjasila—kaedah jang lima—jang 
dianut sebagai dasar ruhani, dasar achlak dan susila oleh 
negara dan bangsa Indonesia.” 


Ini menunjukkan pandangan positif Natsir tentang negara 
Pancasila. Pernyataan ini diberikan setahun setelah Natsir 
meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri RI, sehingga tak 
heran jika pernyataan tersebut bersifat positif. Sebab, logikanya, 
bagaimana mungkin seorang ideolog Islam mau menjabat kepala 
pemerintahan suatu negara yang dasarnya dianggap bertentangan 
dengan ideologi Islam. Jelas, itu tidak mungkin. 

Ketiga, Natsir sebagai salah satu perumus lambang negara 
“Garuda Pancasila”. Tidak banyak yang tahu, bahwa lambang negara 
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Garuda Pancasila dirumuskan—salah satunya—oleh Natsir. Data ini 
dijelaskan Turiman dalam tesisnya di Program Pasca Sarjana Ilmu 
Hukum UI tahun 1999 berjudul “Sejarah Hukum Lambang Negara 
Republik Indonesia”. Pada Sidang Kabinet RIS Tanggal 10 Januari 
1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara 
di bawah koordinator Sultan Hamid II. Bertindak sebagai ketua: 
Muhamad Yamin, dan yang tergabung kedalam anggota antara lain: 
Ki Hajar Dewantoro, M.A Pellaupessy, Moh. Natsir, R.M Ng 
Purbatjaraka. Panitia bertugas untuk menyeleksi semua usulan- 
usulan mengenai lambang negara, kemudian diusulkan kepada 
Presiden Soekarno dan kemudian ditetapkan sebagai lambang 
negara. 

Pada tahap pertama rancangan lambang negara yang terbaik 
diusulkan oleh Sultan Hamid II dan Yamin. Namun usulan Yamin 
ditolak karena ada sinar-sinar matahari dan menampakkan kuat 
pengaruh Jepang. Pada tanggal 8 Februari 1950 rancangan final 
gambar garuda diserahkan ke Presiden Soekarno dan mendapatkan 
masukan M. Natsir (Partai Masyumi). Natsir keberatan terhadap 
burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia memegang perisai 
karena bersifat mitologis khayalan dan mitologi feodal. Usul Natsir 
diterima sehingga lambang negara hanya berupa burung Garuda. 

Natsir pun mempunyai jasa terhadap perumusan simbol 
“bintang” untuk Sila Pertama Pancasila. Sebagaimana dijelaskan 
Turiman dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan (th. 44 No. 3, Juli- 
September 2014): 


“Simbol-simbol dalam Perisai Pancasila secara semiotika 
hukum merupakan perpaduan ide dari usulan anggota Panitia 
Lambang Negara. Simbol Sila Kesatu sumbangan ide dari Moh 
Natsir, simbol Sila Kedua ide dari Sultan Hamid II dan sketsa 
gambar perisai dan garis khatulistiwa adalah usulan Sultan 
Hamid II, simbol Sila Ketiga sumbangan ide dari Purbatjaraka, 
simbol Sila Keempat sumbangan ide dari Mohammad Yamin, 
simbol Sila Kelima sumbangan ide dari Ki Hajar Dewantoro.” 


Tanggal 11 Februari 1950 rancangan Garuda Pancasila Sultan 
Hamid II yang telah dimodifikasi dengan berbagai usulan—termasuk 
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dari Natsir—ini ditetapkan oleh Pemerintah/Kabinet RIS dan 
diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet. Lebih jauh, 
lambang negara ini diatur dalam PP No. 66 Tahun 1951 yang 
ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 1951 termuat dalam lembaran 
negara 111 Tahun 1951, PP No. 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan 
Lambang Negara dan pada masa reformasi diatur dalam Undang- 
undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang 
Negara serta lagu Kebangsaan. 


Fatsoen Politik Natsir sebagai Civic-Education 

Setiap negara pasti mempunyai model pendidikan kewargaan. 
Selain untuk memperteguh nasionalisme dan ikatan solidaritas di 
antara warga negaranya, juga untuk membangun keadaban: warga 
negara yang beradab (masyarakat madani). Menurut Yudi Latief, 
perwujudan civic nationalism terhadang oleh lemahnya budaya 
kewargaan. Keanggotaan dalam suatu bangsa memerlukan 
“kebajikan sipilitas”, yakni rasa pertautan dan kemitraan di antara 
ragam perbedaan serta kesediaan untuk berbagi substansi bersama, 
melampaui kepentingan kelompok, kemudian melunakkan dan 
menyerahkannya secara toleran kepada tertib sipil. Sayang, yang 
berkembang di sini adalah suatu kecenderungan padat politisasi 
identitas yang disertai oleh keyakinan bahwa hanya mereka yang 
memiliki kesamaan prinsip dan primordial lah yang dianggap 
sebagai anggota absah dari masyarakat politik. Sementara bagi 
mereka yang berbeda, dikucilkan oleh curam hambatan yang terjal. 

Profil Natsir secara keseluruhan menampilkan sosok 
negarawan yang santun, sederhana, rasional dalam tindakan 
politiknya, merupakan contoh teladan bagi bangsa ini. Bangsa ini— 
terutama generasi mudanya—sangat membutuhkan sosok panutan, 
sesuatu yang sudah “hilang” di kepemimpinan kontemporer yang 
sarat dengan KKN. 

Di antara pendidikan kewargaan yang diajarkan—secara tidak 
langsung—oleh Natsir melalui Pancasila maupun Mosi Integral-nya 
adalah: 

a) Sosok negarawan, yang walaupun memegang teguh nilai-nilai 
agamanya (syariat Islam) namun berbaur, bekerja sama, 
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dengan siapapun: lintas agama, ideologi, dan etnis- 
kedaerahan. 

b) Sosok negarawan yang mendahulukan kepentingan bersama, 
dari pada kependingan kelompoknya sendiri. 

c) Sosok negarawan yang mengedepankan sikap toleran, 
terbuka, dan siap berdialog dengan siapapun, dari kalangan 
manapun. 

d) Sosok negarawan yang memahami keinginan masyarakat 
bawah, tanpa melihat status sosial maupun keyakinan agama 
yang dipeluknya. 

e) Natsir sendiri adalah sosok Muslim yang taat dan beradab. 
Dari nilai-nilai agama itulah Natsir pun bertransformasi 
menjadi warga-negara yang baik. Sebuah komposisi yang 
sangat ideal, dulu, kini dan esok. 


Dalam kaitan inilah, saya mengelaborasi Mosi Integral Natsir 
melalui konteks historis geopolitik pada waktu itu. Ini dimaksudkan 
untuk membuka cakrawala politik kita, melihat secara geografik 
yang disebut Indonesia ini luas dengan jumlah pulau yang sangat 
banyak. Hal yang juga penting untuk dianalisis dari Mosi Integral ini, 
sebagai tindak-lanjut dari pemetaan geopolitik, adalah masalah 
budaya-politik. Teori civil-politics sebagai antithesis dari budaya 
politik primordial (primordial sentiments) penting diketengahkan. Ini 
untuk awareness kita terkait heterogenitas masyarakat Indonesia, 
terutama dalam kaitan budaya politiknya. Dan tentu saja, sebagai 
konsekuensi dari civil-politics adalah pendidikan kewargaan (civic- 
education). Belajar dari Mosi Integral Natsir, maka kita harus 
menularkan pengajaran yang sangat berharga ini sebagai bagian dari 
pendidikan kewargaan. A good Muslim will be a good citizen.” 
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LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK BUYA HAMKA 
Oleh: Budi Johan! 


Buya Hamka sulit dijuluki tokoh yang khusus di bidang 
tertentu, dikarenakan beliau adalah tokoh yang multitalenta. Karena 
itu, Pusat Studi Hamka di kampus Uhamka Jakarta telah membuat 
ensiklopedia yang mencakup semua aspek Buya Hamka di semua 
bidang ilmu. Tidak hanya seorang satrawan, agamawan, 
organisatoris, lebih dari itu Buya Hamka mempelajari semua aspek 
ilmu. Fachry Ali mengatakan bahwa Buya Hamka dipengaruhi oleh 
Abdul Karim Amrullah, ayahnya sendiri, sebagaimana yang 
dituliskan dalam buku Buya Hamka yang berjudul Ayahku. 

Abdul Karim Amrullah adalah salah satu tokoh pembaharuan 
Islam di Sumatera Barat bersama Abdullah Ahmad dan Syaikh 
Muhammad Djamil Djambek. Selain itu, beliau adalah tokoh 
pembaharu pendidikan yang mendirikan sekolah “Sumatera 
Thawalib” di Padang Panjang. Pribadi Abdul Karim Amrullah begitu 


1 Wakil Direktur Pusat Studi Buya Hamka (PSBH), Universitas Muhammadiyah 
Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta. 
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tegas berpegang pada prinsip agama. Khususnya di masa penjajahan 
Jepang, Abdul Karim Amrullah tidak mau mengikuti perintah Jepang 
untuk menyembah matahari saat itu. Bagi Abdul Karim Amrullah, 
tauhid (mengesakan Allah) lebih dari segalanya. Di saat itu, secara 
bersamaan dia juga melakukan “perang pikiran” dengan Kaum Tuo, 
di mana saat itu kelompok dari Abdul Karim Amrullah adalah Kaum 
Mudo. Hal itu terjadi karena terdapat perbedaan pemikiran 
mengenai ajaran Islam tradisional dan ajaran Islam modern. 

Keistigamahan dan keteguhan Abdul Karim Amrullah 
tampaknya mengalir juga kepada anaknya yaitu Buya Hamka dalam 
hal perpolitikan. Di samping itu Buya Hamka dipengaruhi oleh sosio 
kultural Minangkabau, di mana secara kultural orang Minangkabau 
sangat egaliter atau tidak taat kepada siapapun. Dalam artian tidak 
taat kepada siapapun adalah “Kamanakan barajo ka mamak, mamak 
barajo ka panghulu, panghulu barajo ka kebenaran, dan kebenaran 
berdiri sendiri”. Sehingga dalam hal itu mayoritas orang Minang 
barajo kepada kebenaran karena kebenaran berdiri sendiri dan 
didasarkan pada tauhid, illa Allah. Selain secara kultural, pemikiran 
Buya Hamka didasarkan pada aspek sosial. Buya Hamka hidup di 
saat seringkali terjadi perdebatan antara Kaum Mudo dan Kaum Tuo, 
di mana bapaknya, Abdul Karim Amrullah, adalah aktor dari Kaum 
Mudo dalam berbagai perdebatan pemahaman Islam saat itu. 

Pertentangan itu juga terjadi di bidang sosio-pendidikan. 
Bahkan di dalam sekolah yang didirikan oleh Abdul Karim Amrullah, 
Sumatera Thawalib, terdapat pertentangan juga dengan muridnya 
sendiri yang bernama Datuk Batuah. Hal itu dimulai saat Datuk 
Batuah bertemu dengan Haji Misbah di Jawa, lalu pulang ke Padang 
Panjang dan menyebarkan pemahaman-pemahaman komunis di 
Thawalib, sedangkan ayah Buya Hamka anti terhadap komunis. 
Sehingga, bisa kita lihat dalam kondisi tersebut, Buya Hamka hidup 
di antara perdebatan mengenai komunis dan Islam, dan perdebatan 
antara Kaum Mudo dengan Kaum Tuo. 

Selain itu, terdapat tokoh yang mempengaruhi Buya Hamka 
saat itu sekaligus murid dari ayahnya juga yang bernama Zainudin 
Labay El Yunusy yang mendirikian sekolah modern yaitu Diniyyah 
School. Disitulah Buya Hamka bisa belajar di luar ilmu yang dia dapat 
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di sekolah Thawalib tersebut. Tak sebatas itu, jika kita melihat lebih 
lanjut dari pemikiran Buya Hamka, pemikiran Buya Hamka 
bertambah setelah beliau merantau ke pulau Jawa saat belajar ke 
tokoh-tokoh pergerakan seperti H.O.S Tjokroaminoto, A.R. Sutan 
Mansur, dan lain-lain. Semua itulah yang mempengaruhi pemikiran 
Buya Hamka dalam berkepribadian dan berkarakter sehingga 
kepribadian dan karakter itulah yang dibawa dalam kancah 
perpolitikan. 

Namun sebenarnya, Buya Hamka adalah sosok yang kurang 
atau tidak tertarik terhadap kancah perpolitikan. Seperti halnya yang 
pernah dituliskan oleh Mohammad Roem di buku “70 Tahun Buya 
Hamka”. Dalam buku tersebut Roem menuliskan kutipan pidato 
Buya Hamka yang bunyinya “Lapangan politik bukanlah bidangku, 
aku dikenal sebagai pujangga dan tetaplah pujangga, yang bersayap 
terbanglah laju, alat juangku tetaplah pena”. Artinya, Buya Hamka 
secara praktis tidak berminat dalam kancah perpolitikan. Tetapi 
yang perlu diingat, Buya Hamka tidak bisa terlepas dari politik 
kebangsaan, karena terpengaruh oleh kondisi sosio-kultural yang 
terjadi di Minangkabau. Ditambah lagi Buya Hamka juga dikenal 
sebagai sejarawan, di mana beliau mengetahui bagaimana gerakan 
Padri, perdebatan Kaum Mudo dan Kaum Tuo, serta perjuangan 
kemerdekaan di masa Belanda dan Jepang, hingga bermuara 
nantinya ikut dalam perdebatan mengenai dasar negara di Majelis 
Konstituante. 

Jadi, meskipun dikatakan Buya Hamka tidak berpolitik praktis, 
namun dalam hal politik kebangsaan, ada di dalam dirinya. Seperti 
yang ada pada kejadian di Medan, Buya Hamka dituduh sebagai 
seorang kolabolator dan penjilat Jepang yang lari di malam hari. 
Tuduhan itu diberikan karena saat itu Buya Hamka membantu 
Jepang. Padahal, sikap seperti itu diambilnya karena Jepang 
menjanjikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia., dan Hamka 
sudah mengonsultasikannya dengan Bung Karno. Jadi, alasan 
tersebut itulah yang digunakan oleh Buya Hamka untuk bekerjasama 
dengan Jepang. Namun alasan itu tidak diketahui oleh masyarakat 
sehingga beliau dituduh penjilat penjajah. Padahal Buya Hamka di 
masa itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 
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“Hanya khayal sepanjang umur, biar muram pusaraku sunyi, 
cucuk kerah pudingnya redup, lebih nyaman hidup di kubur”, ungkap 
Buya Hamka. Perkataan tersebut akibat tidak tahannya seorang Buya 
Hamka yang terus menerus dituduh oleh bangsanya sendiri sebagai 
penjilat penjajah. Padahal alasan Buya Hamka membantu Jepang saat 
itu adalah karena Jepang menjanjikan sebuah kemerdekaan bagi 
Indonesia. Selain itu, yang jarang diketahui adalah alasan Buya 
Hamka masuk ke dalam politik praktis saat menjadi anggota partai 
Masyumi dan maju sebagai anggota Konstituante dari Jawa Tengah, 
hal itu adalah permintaan dari Mohammad Natsir. Di mana ketika 
terpilih pada pemilu 1955 saat itu, Buya Hamka masuk ke dalam 
Konstituante dari 112 orang untuk membahas dasar kenegaraan. 
Dengan alasan membahas dasar kenegaraan itulah yang menjadi 
sebab utama Buya Hamka masuk ke dalam politik praktis atau ikut 
partai politik. Setelah kemerdekaan, Buya Hamka juga aktif dalam 
pergerakaan membela kemerdekaan saat itu. Buya Hamka menjadi 
ketua Front Pertahanan Nasional (FPN). Bahkan beliau juga ikut 
serta keluar masuk ke hutan untuk berjuang karena pada masa itu 
Belanda belum mau meninggalkan Indonesia dan melakukan agresi 
militer. 

Di dalam pemikiran Buya Hamka sebenarnya landasan yang 
dijunjung tinggi dalam setiap pemikiran apapun adalah al-0ur'an. 
Buya Hamka yakin, Islam lahir menjadi petunjuk dalam kehidupan di 
dunia ini. Tidak hanya pada aspek ibadah, bahkan berbagai aspek 
kehidupan. Buya Hamka yakin tidak ada dikotomi di dalam Islam. Di 
dalam buku Negara Islam yang ditulis oleh Buya Hamka dan 
diterbitkan pada tahun 1946, Buya Hamka menulis: “Dasar negara 
apapun boleh, baik sosialisme, komunisme, imperialisme tidak menjadi 
masalah”. Meskipun Buya Hamka adalah sosok yang anti terhadap 
komunis, namun dalam bukunya itu beliau menuliskan bahwa 
sosialisme-Islam, komunisme-lIslam, imperialisme-Islam, tidak 
menjadi masalah asalkan payungnya adalah Islam. 

Mengenai sosialisme-Islam, Buya Hamka pernah mengatakan, 
“Agama Islam adalah agama yang sosialisme sebenar-benarnya, dan 
mempunyai garisnya sendiri. Umat Islam menjadi umat sosialis yang 
di dalamnya segala gerak-gerik terdidik untuk hidup bersama”. Buya 
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Hamka memberikan contoh seperti sholat berjamaah di masjid yang 
pahalanya 27 derajat yang menunjukkan kebersamaan. Lalu di 
masjid juga dilakukan banyak kegiatan bersama, sehingga masjid 
adalah sumber dari sosialisme. Sosialisme-Islam mengajak isi dunia 
supaya memperbaiki nasib kaum rendahan menuju kemajuan. 
Semua itu adalah contoh yang diberikan oleh Buya Hamka mengenai 
sosialisme-Islam. Dalam bukunya itu pula Buya Hamka mengambil 
Surat al-Ma'un untuk meyakinkan adanya ajaran sosialisme-Islam. 

Lalu mengenai komunisme-Islam. Buya Hamka juga 
memberikan penjelasan mengenai bagaimana komunisme-lslam 
tidak perlu ditolak. “Bersaudara, sama rata, sama rasa, itulah urat 
tunggang komunisme,” katanya. Komunisme Islam menguatkan dasar 
bagi Buya Hamka mengenai “tidaklah sempurna iman kamu sebelum 
cinta terhadap saudara-saudaranya, sebagaimana cinta terhadap diri 
sendiri.” Di sini kata-kata yang berbau feodal dan berbau kasta 
dikikis oleh Islam. Buya Hamka bahkan pernah mengatakan bahwa 
komunisme itu ajaran Islam, akan tetapi berbeda dengan komunisme 
yang dibawa oleh Karl Marx yang tidak memasukkan Tuhan ke 
dalam dirinya dan justru memisahkan Tuhan dari dirinya. 
Menurutnya, komunisme-Islam mengajarkan untuk memasukkan 
Tuhan ke dalam dirinya, bukan malah memisahkan. 

Imperialisme-Islam. Menurut Buya Hamka imperialisme 
bukanlah penjajahan melainkan menyebarkan wilayah demi orang 
patuh dan taat kepada Allah. Hal itu seperti yang dilakukan oleh 
Umar bin Khattab yang memperluas wilayah Islam. Dengan syarat 
imperialisme-Islam yang disebutkan oleh Buya Hamka itu adalah 
bertujuan agar bangsa lain sudi untuk menerima ajaran Islam. Kalau 
tidak ingin masuk ke dalam agama Islam tetaplah memeluk agama 
yang diyakini. Kalau keduanya tidak terjadi maka akan terjadilah 
sebuah peperangan. Jadi meskipun orang yang kita ajak tidak mau 
masuk ke dalam Islam, setelah wilayahnya dikuasai, biarlah mereka 
tetap memeluk ajaran agamanya. Semua tersebut dikatakan secara 
jelas oleh Buya Hamka mengenai imperialisme-Islam. 

Dalam praktiknya, semua hal tersebut yang diajarkan oleh 
Buya Hamka adalah mengajarkan mengenai “Demokrasi Takwa”. 
Demokrasi Takwa pada dasarnya dalah menekankan tauhid sebagai 
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landasan utama dalam syura sebagai cara menjamin kedaulatan 
rakyat. Prinsip tauhid menyebabkan demokrasi harus menjadikan 
hukum syariah sebagai sumber rujukan utama di dalam pembuatan 
hukum. Hal itulah pokok dari sebuah konsep Demokrasi Takwa yang 
ditawarkan oleh seorang tokoh yang bernama Buya Hamka. 
Sehingga, pemikiran itulah yang menyebabkan pula terjadi 
pertentangan pikiran dengan Muhammad Yamin karena Buya 
Hamka mengatakan dalam Konstituante untuk membahas dasar 
negara yaitu, “Kalau kita menerima dasar negara Pancasila, sama saja 
kita menuju ke neraka”. Meskipun pada akhirnya Muhammad Yamin 
meminta agar Buya Hamka mengantarkan jenazahnya ke makamnya 
di Sawahlunto Sumatera Barat. 

Di awal sidang Konstituante, posisi Buya Hamka jelas. Di saat 
memperjuangkan itu lah, Buya Hamka sempat menolak Pancasila 
karena saat itu Pancasila didukung oleh nasionalis-komunis. Buya 
Hamka tidak setuju karena berkoalisi dengan komunisme. Setelah 
Pancasila disahkan, Buya Hamka menerima Pancasila dengan syarat 
Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sumber moral bagi sila-sila 
lainnya. Buya Hamka mengibaratkan Sila Pertama itu sama dengan 
angka satu, sementara sila-sila lainnya bagaikan angka nol. Artinya 
angka 1-nya adalah Ketuhanan yang Maha Esa dan O-nya adalah sila 
ke 2 sampai ke 5. Jadi, sebanyak apapun angka nol, itu tidak berarti 
apa-apa tanpa ada angka satu di depannya. Itulah yang dimaksud 
oleh Buya Hamka sebagai urat tunggang Pancasila. Dari kesemua itu, 
Buya Hamka orangnya adalah memberikan kebebasan. Baik 
dasarnya komunis, sosialis bahkan imperialis itu tidak menjadi 
masalah asalkan beralaskan Islam. Itulah mengapa Demokrasi 
Takwa menjadi hal yang ditawarkan oleh Buya Hamka serta 
menjunjung tinggi dasar Ouran dan Sunnah. Sebab ketika 
berlandaskan Our'an tidak akan ada yang memberdebatkan, kecuali 
negara Islam masih akan diperdebatkan." 
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NEGARA ISLAM DAN DEMOKRASI TAKWA: 
PEMIKIRAN POLITIK BUYA HAMKA 


Oleh: Ahmad Khoirul Fata! 


Sisi pemikiran politik Hamka telah membuat saya merasa 
tertarik untuk mengkajinya. Ketika saya mengajukan penelitian ini 
ke profesor saya, reaksinya langsung negatif, “Siapa Hamka itu?. Dia 
bukan Natsir, bukan Roem, atau Maududi”. Memang pada 
kenyataannya banyak orang mengetahui aktivitas politik Hamka 
hanya saat beliau berada di Konstituante. Jarang sekali yang 
mengetahui Hamka adalah seorang pemikir dan pegiat politik. 
Hamka sering dikenal sebagai sastrawan, penafsir, dan mufasir. 

Bahkan, peneliti Masyumi semacam Prof. Syafi'i Maarif 
menyatakan bahwa Hamka hanya sedikit menulis tentang politik. 
Justru yang agak lebih tepat adalah hasil penelitian Prof Yusril Ihza 
Mahendra yang menyatakan “Hamka banyak menulis politik, tetapi 
masih tercecer di berbagai media massa”. Pernyataan Prof Yusril ini 


1 Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo. Penulis Buku “Buya Hamka: Pemikiran & 
Perannya di Pentas Politik Nasional”. 
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benar adanya. Ketika saya membongkar majalah Hamka yang terbit 
pada tahun 1930-an, 1940-an, dan 1950-an seperti Pedoman 
Masyarakat dan Panji Masyarakat periode pertama, Panji 
Masyarakat periode kedua, Gema Islam, Hikmah, dan lain-lain, di situ 
saya temukan bahwa sebetulnya pemikiran Hamka tentang politik 
amatlah luar biasa. 

Pada awalnya, saya juga sempat merasa mustahil Hamka 
tidak menulis tentang politik, mengingat dia sejak semula 
merupakan wartawan -bahkan pemimpin redaksi majalah yang 
cukup masyhur saat itu. Mustahil sebagai wartawan dan mubaligh 
dia tidak merespons kondisi politik saat itu. Sebagai seorang 
pemimpin majalah saya yakin Hamka akan merespons kejadian 
sosial politik yang ada. 

Saya melihat terdapat dua daerah utama yang membentuk 
pola pikir politik Hamka, yakni Yogyakarta dan Medan. Pada umur 
15 tahun, Hamka pergi ke Yogyakarta untuk belajar pada H.O.S 
Tjokroaminoto, H. Agus Salim, AR. Sutan Mansyur, dan tokoh-tokoh 
pergerakan Islam modern di Jawa seperti Sarekat Islam dan 
Muhammadiyah. Kemudian ia mengikuti kegiatan JIB (Jong 
Islamieten Bond), di sini ia bertemu dengan Roem, Kadhool, dan 
Sjamsurijal yang kemudian menjadi Gubernur DKI, dan beberapa 
tokoh lainnya. Hamka juga belajar ke Muhammadiyah. Dari belajar 
di Jawa ini Hamka menemukan sebuah Islam yang dinamis, Islam 
pergerakan yang berbeda dari model Islam di Sumatera 
(Minangkabau). 

Daerah kedua yang memengaruhi pemikiran politik Hamka 
adalah Kota Medan. Di sana dia membesarkan majalah Pedoman 
Masyarakat di dekade 1930/1940-an. Hamka juga menjadi pimpinan 
Muhammadiyah di sana. Ketika menjadi pimpinan Muhammadiyah, 
Hamka sering bersentuhan dengan kaum agamawan tradisional yang 
didukung pihak Kesultanan Deli. Seringkali kegiatan Muhammadiyah 
dipersekusi oleh kaum tradisi dengan dukungan pihak sultan. 
Alhasil, hal tersebut membentuk pribadi Hamka sehingga dirinya 
kurang menyukai sistem politik kerajaan, monarki, dan teokrasi. 

Sebenarnya, Hamka banyak sekali menulis perihal tema 
politik. Di buku yang saya tulis “Buya Hamka: Pemikiran & Perannya 
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di Pentas Politik Nasional” telah banyak membahas tema-tema 
pemikiran politik Hamka. Dalam kesempatan ini saya ingin 
mengangkat dua tema saja dari pemikiran politik Hamka, yaitu: 
Hubungan agama dengan negara dan tentang Demokrasi Takwa. 
Untuk pemikiran Hamka yang lebih lengkap silakan baca di buku 
saya tersebut. 

Saat ini beberapa sarjana mengategorikan politik Islam 
terbagi menjadi tiga warna, yakni: 1. Kaum integralis yang 
menganggap agama dan politik memiliki keterkaitan dan menjadi 
satu: 2. Kaum sekularis yang menganggap bahwa agama adalah 
urusan privat, sedangkan politik adalah kebijakan umum melalui 
kesepakatan bersama dan tidak ada kaitannya dengan agama, dan 3. 
Kelompok yang mencoba berdiri di tengah-tengah. 

Dari sedikit bacaan yang telah saya temukan, saya dapat 
mengategorikan Hamka sebagai pemikir integralis. Hamka mirip 
seperti Natsir, Masyumi, dan kalangan NU yang juga integralis, 
karena mereka memperjuangkan persatuan agama dengan negara 
secara formal. Asal diketahui, saat terjadi perdebatan antara 
Soekarno dengan Natsir tentang hubungan agama-negara di masa 
pra-kemerdekaan, sebenarnya NU juga ikut serta dalam debat itu. 
NU melalui majalahnya Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) juga 
mengkritik pemikiran sekularisme Soekarno yang banyak dikritik 
Natsir dan Agus Salim. BNO menyebut Soekarno itu kekanak- 
kanakan (thufayli) dan kurang banyak membaca buku berbahasa 
Arab. Karena kemampuan bahasa Arabnya terbatas, Soekarno hanya 
dapat membaca buku-buku berbahasa Eropa dan terpengaruh ide- 
ide sekularisme Barat. 

Tiga alasan mengapa Hamka tidak memisahkan antara agama 
dan negara, antara lain: Pertama, Islam mencakup segala hal, baik 
dunia maupun akhirat, privat atau publik. Hamka menyebutnya 
sebagai Trias Asasi Islam, yaitu: agidah, syariat, dan akhlak. Melalui 
tiga hal ini semua urusan tercakup oleh Islam. Oleh karena itu, 
Hamka tidak sepakat dengan pihak yang menyatakan Islam 
merupakan agama dan negara (din wa dawlah). Bagi Hamka, Islam 
adalah agama saja, dan agama menurut Hamka mencakup segala 
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aspek kehidupan, baik itu politik, agidah, ritual, sosial, budaya, dan 
sebagainya. Di sini Hamka memahami agama secara luas. 

Kedua, banyak sekali ajaran Islam yang tidak bisa terwujud 
dengan sempurna tanpa keterlibatan negara. Ini berkaitan dengan 
kaidah figh “Maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib”, yakni 
apabila sebuah kewajiban tidak bisa terselenggara tanpa adanya 
sesuatu hal, maka sesuatu hal itu menjadi berhukum wajib pula. 
Hamka mencontohkan beberapa hukum agama yang tidak bisa 
dilakukan tanpa keterlibatan negara, seperti hukum pidana dan 
zakat. Zakat tidak bisa sempurna terlaksana tanpa ada negara. 
Karena itu tidak mungkin Islam terpisah dari negara. Alasan ketiga 
adalah secara historis Nabi Muhammad sejak awal sudah 
bersentuhan dengan politik kenegaraan, baik di Mekkah dan 
khususnya di Madinah. Hamka menyebut bahwa sistem negara yang 
diwujudkan Nabi di Madinah itu sebagai negara Daarul Our'an atau 
Daarul Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal mula Islam 
selalu terkait dengan urusan politik-kenegaraan. 

Berikut adalah kutipan-kutipan dari Hamka yang menguatkan 
kesimpulan saya bahwa Hamka itu seorang integralis: 

“Pemisahan agama dari negara adalah pemisahan tubuh dengan 
nyawa”. (Hamka, Revolusi Agama Menudju Negara. Jakarta: 
Pustaka Islam, 1952) 

“Cita-cita tauhid tidak dapat dilaksanakan, kalau tidak disertai 
kekuasaan”. (Hamka, “Perbandingan Sedjarah”, dalam majalah 
Hikmah, no. 15-16, tahun V, 16 April 1952) 

“Dan kaum Muslimin harus bangga, karena agama Islam ini 
sejak mulai tegaknya, bukan saja menjadi contoh bagaimana 
mengerjakan sembahyang yang dikerjakannya, bahkan 
bagaimana mendirikan suatu staat dan memegang politik, 
itupun terang ditunjukannya.” (Hamka, “Perbandingan: 
Hoekoem Kesopanan dengan Hoekoem Politik (Habis)”, dalam 
Pedoman Masjarakat, edisi 29 September 1939) 

Meski demikian, kita jangan membayangkan bahwa setiap 
integralis adalah orang yang ingin kembali ke masa lalu. Memang di 
antara kaum integralis ada yang menghendaki demikian, namun 
tidak semua integralis menginginkan berdirinya kembali lembaga 
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politik lama. Sebagai contoh, para pemikir Islam di Indonesia, baik 
dari kalangan modernis ataupun tradisi, tidak ada yang berkeinginan 
untuk kembali ke masa lalu mendirikan negara khilafah. Awal- 
awalnya sebelum kemerdekaan di dekade 1920-an dan 1930-an, 
memang mereka sempat ikut berbagai kegiatan Kongres Khilafat di 
Timur Tengah. Tapi kemudian Kongres-kongres itu mengalami 
kegagalan dan mereka sudah tidak berminat lagi untuk mendirikan 
sistem politik yang meniru masa lalu. Mereka pun beralih dari 
khilafah dan Pan Islamisme menuju nasionalisme berdasarkan 
agama (Islam). 

Meskipun Hamka adalah seorang yang integralis, ia 
menyadari bahwa Islam tidak memberikan aturan baku dan rinci 
tentang sistem politik. Bagi Hamka ini merupakan kesempatan yang 
diberikan Islam kepada umatnya untuk berijtihad menentukan 
sistem politik dan bagaimana format pemerintahan yang sesuai 
dengan kebutuhan zamannya. Hamka pernah menulis: 

“Politik adalah urusan kecil dan dapat diselesaikan oleh umat 

Islam, sehinggga Islam tidak perlu mengatur itu secara baku 

dan detail. Bila soal itu dilibatkan pula, maka akan bekulah 

pertumbuhan masyarakat dan kemanusiaan, dan sudah lama 
pula agama ini akan gulung tikar'.” 

Dengan demikian, integralismenya Hamka itu tidak kembali 
ke masa lalu, tapi integralisme yang modern. 

Berikut saya kutipkan pernyataan Hamka lagi: 

“Terlebih lagi kepada urusan negara, amat besar kebebasan 

yang diberikan Nabi Muhammad terhadap umatnya dalam 

menghadapi perkembangan bernegara. Sesuai sabda Nabi, 

'Kamu lebih tahu urusan duniamu' adalah anak kunci yang 

senantiasa dapat digunakan sehingga titah al-Gur'an dapat 

dipakai dalam segala zaman dan segala tempat...” (Hamka, 

Keadilan Sosial Dalam Islam. Jakarta. Widjaya, 1951). 

Dari situlah Hamka merumuskan bahwa: 

“Substansi dalam bernegara adalah tata kelola pemerintahan 

yang tidak menyalahi ketentuan syariat dan hukum-hukumnya 

bersumber dari al-Gur'an dan sunnah... Inilah Negara Islam, 
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yaitu negara yang berjiwa agama.” (Hamka, Tjahaja Baru. 

Medan: Pustaka Nasional, 1950). 

Di kutipan ini Hamka menyebutnya sebagai “Negara Islam” 
lain, dan di tulisan yang lain dia menyebutnya sebagai “Negara 
Ouran”. Apa itu negara Islam atau negara OGuran? Menurutnya 
negara Islam ialah negara yang berjiwa agama sebagaimana yang 
jelas termaktub dalam pernyataannya di atas. 

Meski diberi kebebasan berijtihad menentukan format 
pemerintahan, namun Hamka tegas menolak pemerintahan monarki 
dan teokrasi. 

"Tidak ada suatu kekuasaan atau kekuasaan kekuasaan 
politik yang boleh didakwakan datang dari langit, yang kerap 
disebut teokrasi. Yang datang dari langit hanyalah akuan dan 
angkatan Tuhan atas seorang manusia menjadi Nabi atau 
Rasul.” (Hamka, Islam: Revolusi Ideologi ..). 

Itu tadi tentang hubungan agama dan negara menurut Hamka. 
Sementara soal demokrasi Hamka menawarkan konsep Demokrasi 
Takwa. Demokrasi Takwa adalah tema unik dan khas dari pemikiran 
politik Buya Hamka. 

Selama ini, demokrasi secara nyata masih ditolak oleh 
beberapa kelompok umat Islam. Sependek yang saya tahu, ada tiga 
alasan mengapa sistem demokrasi masih ditolak oleh sebagian 
kelompok, antara lain: 1. Kedaulatan di tangan manusia, bukan di 
tangan Allah: 2. Sumber hukum adalah kesepakatan bersama, bukan 
kitab suci: 3. Adanya sekularisme. Atas persoalan inilah, banyak 
pemikir muslim memberikan tawaran demokrasi yang disesuaikan 
dengan nilai-nilai Islam. Nastir menawarkan konsep Teistik 
Demokrasi dan Abul A'la al-Maududi menawarkan Teo-Demokrasi 
atau Devine Sovereignty. Tentang dua konsep yang ditawarkan kedua 
pemikir muslim ini saya menemukan tesisnya Ilzamuddin Ma'mur di 
Mc Gill yang menyebutkan: 

“Natsir tidak menggunakan istilah teistik-demokrasi sebelum 

tahun 1957. Istilah itu - bersama istilah lain semisal kedaulatan 

Tuhan - baru disebut Natsir setelah bertemu dengan Abu al- 

A'la Mawdudi. Mawdudi sendiri telah menggunakan istilah 
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theo-demokrasi dan devine sovereignty sebelum pemisahan 

negara Pakistan dari India.” 

Apakah benar pernyataan di tesis ini? Perlu kajian lebih 
lanjut. 

Berbeda dengan Natsir dan Maududi, Hamka menawarkan 
istilah Demokrasi Takwa. Hamka tentunya menerima demokrasi, 
bahkan menyebut Islam lebih demokratis daripada negara-negara 
Barat. Alasan Hamka menerima demokrasi adalah karena sistem ini 
berasal dari Islam. Ada beberapa dasar yang digunakan Hamka 
untuk menerima demokrasi, yakni: 1. Secara nash, demokrasi 
memiliki akar kuat dalam Islam: 2. Secara historis, pernah terjadi 
pemerintahan demokrasi dalam sejarah politik Islam, yaitu masa 4 
khalifah utama. Pasca Ali bin Abi Thalib, sistem pemerintahan 
berubah menjadi monarki, bukan lagi demokrasi. Seperti kutipan 
dari tulisan Hamka berikut ini: 

“Sejak zaman Muawiyah itu jabatan khalifah menjadi pegangan 

dinasti (keturunan). Sebab itu maka sifat khalifah sudah lebih 

merupakan raja, bukan lagi dekat jabatan “kepresidenan'.” 

(Hamka, "Khilafaat", dalam Panji Masyarakat, No 195, 15 Maret 

1976). 

Ada tiga unsur dari Demokrasi Takwa-nya Hamka. Unsur 
pertama yakni manusia sebagai khalifah Allah di bumi (O.S Al- 
bagarah: 30). Hamka menegaskan bahwa yang menjadi khalifah di 
bumi ini bukan satu dua orang atau satu dua kelompok manusia saja, 
tetapi semua manusia diberi tugas sebagai khalifah Allah di bumi 
(OS. Al-Bagarah: 30). Semua manusia adalah khalifah. Oleh karena 
itu, tidak ada orang ataupun sekelompok orang yang boleh merasa 
lebih tinggi dari yang lainnya. Ini merupakan dasar bagi kesetaraan 
umat manusia. Semua orang setara tidak ada yang lebih utama dari 
yang lainnya. Keutamaan hanya karena ketakwaannya. Ini sesuai 
pernyataan Hamka: 

“Semua manusia sama mulianya dan sama asalnya dan sama 

kedudukannya di hadapan Tuhan. Dengan ajaran ini, habislah 

kepercayaan kuno turun-temurun tentang dewa-dewa manusia 
keturunan langit, yang memiliki darah orang lain, manusia 
yang turun dari atas keindraan untuk dipuja dan dilebihkan 
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dari manusia lain.” (Hamka, Dari Hati Ke Hati. Jakarta: 

Panjimas, 2002). 

"Dan dengan ajaran ini terbantahlah dasar pemerintahan lama 

dari manusia, di dalam pengaturan negara dan masyarakat, 

yaitu memandang raja, atau nenek atau dukun sebagai Tuhan 

.. Bukanlah menuhankan seorang manusia, mensucikannya 

dan yang lain bersedia menjadi budaknya, dan menurut apa 

yang diaturnya, dan beliau tidak boleh disalahkan, dan 
dipandang tidak boleh pernah salah!” (Hamka, Keadilan Sosial 

Dalam Islam ...) 

Unsur Demokrasi Takwa kedua yakni musyawarah atau syura 
(OS. Al-Syura: 38). Syura merupakan konsekuensi logis dari doktrin 
yang menyatakan bahwa semua orang itu setara sebagai khalifah 
Allah di muka bumi. Karena setiap orang setara, maka dalam 
menyelesaikan masalah hidup bersama, mereka harus 
membahasnya melalui mekanisme syura. Hamka menekankan 
bahwa Islam itu sejak awal mula memerintahkan dan mempraktikan 
syura. Sebagai contoh di masjid, semua orang kedudukannya setara. 
Semua orang bisa menjadi imam dan makmum. Jadi imam itu tentu 
bukanlah hak istimewa yang turun temurun, karena untuk dapat 
menjadi seorang imam harus mencapai ketentuan tertentu atau 
kualifikasi tertentu, bukan pemberian otomatis yang dimiliki 
seseorang sejak lahir. 

Mengapa urusan-urusan hidup bersama harus 
dimusyawarahkan? Hamka membagi urusan agama menjadi dua 
bagian, yakni: 

1. Ta'abbudi (ibadah mahdhoh/ ibadah murni). Di ibadah ini 

kita harus mengikuti perintah Allah dan Nabi Muhammad 
Saw, bukan musyawarah. Kita tidak boleh musyawarah 
untuk persoalan ibadah murni kecuali dalam hal-hal 
teknis, bukan substansi. 

2. Ta'agguli (urusan yang dapat difikirkan dan 
dimusyawarahkan). Di sini berlaku kaidah “Kamu lebih 
mengetahui urusan duniamu”. Dengan demikian, 
diperbolehkan untuk bermusyawarah dengan catatan 
tidak melanggar aturan-aturan al-0Guran. Ini termasuk 
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dalam hal urusan negara pemerintahan dan memilih 
pemimpin (pemilu atau perwakilan). 
Saya kutipkan pernyataan Hamka: 

"Rakyat sesamanya wajib bermusyawarat yang memilih 

bentuk pemerintahan dan kalau ada yang terpilih memegang 

kekuasaan, maka si pemegang kekuasaan itu wajib 
bermusyawarat pula kembali dengan yang memberi 
kekuasaan”. (Hamka, Urat Tunggang Pantjasila. Jakarta: 

Pustaka Keluarga, 1952). 

Hamka menegaskan bahwa kaidah "kamu lebih tahu urusan 
duniamu" bukanlah cek kosong bagi manusia untuk melakukan 
kesepakatan semaunya. Menurutnya, kebebasan yang diberikan 
untuk mengurusi urusan yang ta agguli itu harus tetap berada dalam 
tilikan Tuhan, karena dunia yang dikehendaki oleh Islam adalah 
tempat bagi manusia untuk menanamkan amal agar dapat memanen 
hasilnya di akhirat kelak. Nah di sinilah urgensi unsur ketiga dari 
Demokrasi Takwa, yaitu unsur masyarakat yang bertakwa. 

Masyarakat yang bertakwa adalah unsur Demokrasi Takwa 
yang ketiga. Unsur inilah yang menjadi pembeda antara demokrasi 
Barat dengan demokrasi Islam. Demokrasi di Barat hanya 
menekankan konsensus bersama. Mereka dapat membuat aturan 
yang menyalahi agama asalkan sudah disepakati bersama, seperti 
pelegalan LGBT di beberapa negara bagian Amerika Serikat dan 
Australia. Hal ini tidak mungkin dalam Islam, karena unsur penting 
demokrasinya adalah masyarakat bertakwa. Masyarakat bebas 
bermusyawarah membuat konsensus bersama, namun kesepakatan 
bersama itu harus tetap terikat pada Tuhan dan tentunya masih 
dalam koridor agama. Seperti kutipan pernyataan Hamka ini: 

“Masyarakat yang  Bertakwa “dasar-dasar kehidupan 

masyarakat yang ada di dalam al-Gur'an, yang jauh lebih 

tinggi mutunya di demokrasi Barat, yaitu takwa bagi pribadi 
dan syura bagi binaan masyarakat'.” (Hamka, Keadilan Sosial 

Dalam Islam ...) 

Demokrasi berbasis ketakwaan inilah yang membuat Hamka 
tegas menolak sekularisme, termasuk komunisme. Hamka 
mengategorikan komunisme sebagai sekularisme ekstrem. Hamka 
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memang mengakui ada beberapa aspek dari komunisme yang sesuai 
dengan agama. Hamka mengutip pernyataan Arnold Toynbee 
bahwasannya gagasan komunisme itu ada yang sesuai dengan ajaran 
Islam, yakni penentangan kepada kapitalisme dan imperialisme. 
Akan tetapi, sisi ini hanyalah sekeping dari ajaran agama karena 
kaum komunis itu meninggalkan ajaran agama yang lain, seperti 
dalam hal bertuhan. Karena itu meskipun di satu sisi ada kesamaan, 
namun Islam tidak bisa disamakan dengan komunisme, karena 
komunisme itu ateis penentang keberadaan Tuhan. 

Hamka juga tegas menolak sekularisme. Dia pun pernah 
mengkritik pernyataan Nurcholish Madjid tentang sekularisasi. Cak 
Nur ini dulu pernah ngaji ke Hamka di masjid al-Azhar Kebayoran. 
Hamka membagi sekularisme menjadi dua, yakni sekularisme lunak 
dan sekularisme keras. Sekularisme lunak atau moderat, yakni 
paham dan gagasan yang memisahkan agama dengan negara. Agama 
diletakkan pada ruang privat dan negara di ruang publik. Jadi hanya 
dipisahkan saja. Lalu sekularisme keras, yakni gagasan yang 
memusuhi agama. Sebagai contoh, Hamka mencontohkannya dengan 
kaum komunis, aliran evolusionisme Darwin, dan kaum 
Psikoanalisis, bahkan filosof eksistensialis. 

Jadi, meski ada kesamaan dengan agama, tetapi Hamka tetap 
menolak jika agama disamakan dengan komunisme. Komunis 
hanyalah sehelai ajaran agama, bukan agama secara menyeluruh. 
Keduanya (agama dan komunisme) menemukan titik temu karena 
saling menolak kapitalisme dan imperialisme, namun terdapat 
banyak titik yang memisahkan keduanya. 

Nah, terkait dengan ini pula Hamka menyebut bahwa 
kemerdekaan Indonesia itu dibangun berdasarkan agama, berbeda 
dengan revolusi yang terjadi di Rusia dan beberapa negara Eropa 
yang justru terlepas dari agama. Hamka melihat nilai-nilai Islam 
telah meresap begitu dalam ke dalam kehidupan rakyat Indonesia 
sehingga keislaman orang Indonesia bukan hanya di aspek luar saja 
seperti yang dituduhkan banyak sarjana luar. Sebagai contoh, Hamka 
menyebut orang-orang Indonesia itu sudah biasa menjadikan waktu- 
waktu shalat sebagai penanda waktunya. Maka sering kita dengar 
orang bilang “habis Ashar” atau “sebelum Maghrib”. 
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Hamka tegas menyatakan bahwa Islam itu sudah menyatu 
dengan keindonesiaan. Dia menyontohkan bagaimana orang 
Indonesia berjuang melawan penjajahan karena motifnya adalah 
“Allahu Akbar”. Saat itu belum ada yang namanya Indonesia. Karena 
itu bagi Hamka, akar nasionalisme Indonesia adalah Islam. Menurut 
Hamka, Islam telah membentuk identitas bersama bangsa-bangsa di 
Nusantara melalui identitas al-Jawi atau al-Jawah. Mereka memiliki 
identitas bersama sebagai bangsa Jawi (al-Jawah) yang sejak awal 
menyatukan berbagai identitas etnis-budaya di Nusantara, termasuk 
di bidang bahasa. Makanya ketika ke luar negeri orang-orang di 
kepulauan Nusantara dahulu kala, yang terdiri dari berbagai suku 
itu, selalu menyatakan "Saya orang Jawah, saya orang Jawi.” "Kita 
orang nusantara adalah orang Jawah". Orang Banjar mengaku "Saya 
Jawah Banjar”. Orang Aceh mengaku sebagai “Jawah Aceh”. 
Sementara orang Jawa yang asli pulau Jawa mengaku sebagai “Jawa 
Mriki”. Jawah atau Jawi itu identitas yang diberikan oleh Islam untuk 
orang-orang Nusantara. Inilah identitas bersama yang oleh Hamka 
disebut sebagai akar nasionalisme Indonesia, atau istilah kerennya 
proto-nasionalisme yang diperkuat oleh bahasa bersama (lingua 
franca) berupa bahasa Melayu pasaran. Seperti kita ketahui, bahasa 
Melayu modern yang kini dipakai di Malaysia atau Brunei dan 
termasuk Indonesia itu terbentuk setelah bangsa Melayu beralih ke 
agama Islam. Jadi, identitas sebagai bangsa Jawah yang diberikan 
oleh Islam itu merupakan sumber bagi nasionalisme Indonesia. 

Jadi, menurut Hamka Islam itu mempengaruhi Nusantara 
bukan di aspek kulitnya, tapi sudah masuk ke jiwa bangsa Nusantara. 
Ini sesuai dengan kesimpulan Denys Lombard yang menyatakan, 
ketika bangsa-bangsa di Nusantara masuk Islam, mereka itu seperti 
berganti etnis. Ini gambaran sebegitu substantifnya pengaruh Islam 
terhadap bangsa-bangsa di Nusantara. Sebagai contoh, sebelum 
Islam datang, orang-orang Nusantara sering menjadikan anak gadis 
sebagai korban dalam upacara ritual. Lalu tradisi ini dihapus oleh 
Islam. Lelaki di Nusantara dulu rambutnya panjang dan tidak sunat. 
Lalu Islam datang, rambutnya pun jadi pendek dan disunat. Pakaian 
wanita Nusantara dulu masih di bawah payudara. Islam datang dan 
menutupi dada perempuan. Dulu orang Nusantara hobi makan babi, 
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di masa Islam sudah tidak lagi. Ini hanya contoh-contoh perubahan 
itu. Karena itu Lombard menyebut masuk Islamnya orang Nusantara 
itu seperti berganti etnis. 

Sedangkan soal Pancasila. Sejak awal mula Hamka bisa 
menerima Pancasila. Dalam banyak tulisannya di awal-awal 
kemerdakaan Hamka sudah positif menerima Pancasila, khususnya 
Sila Ketuhanan. Seperti yangjelas tertulis di bukunya berjudul “Islam 
dan Demokrasi” yang terbit tahun 1946. Buku Hamka berjudul “Urat 
Tunggang Pancasila” itu sendiri terbit tahun 1951. Itu semula 
ceramah Hamka yang dibukukan tahun 1951, jauh sebelum 
Konstituante. Di buku-buku ini Hamka tegas menerima lima sila 
sebagai dasar negara dan menyebut bahwa sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa merupakan inti dari Pancasila yang mempengaruhi 
keempat sila lainnya. Lalu kenapa Hamka begitu keras menentang 
Pancasila ketika di Konstituante? 

Ada dua jawaban. Pertama, meski menerima Pancasila, 
namun Hamka, Natsir, Masyumi, NU, dan kubu Islam di Konstituante 
ingin memperolah hasil yang lebih maksimal, yaitu Indonesia 
berdasarkan Islam. Tokoh-tokoh Masyumi sendiri sejak semula bisa 
menerima Pancasila. Natsir dan Zainal Abidin Ahmad di tahun 1953 
atau 1954 pernah menyatakan bahwa UUDS 1950 itu sudah 
melampaui batas tengah negara yang diinginkan Islam. Lalu kenapa 
sikap di Konstituante berbeda? Ini sebabnya tadi, mereka ingin 
mencapai yang maksimal. Ketika terbuka kesempatan untuk meraih 
hasil yang lebih maksimal, ya mereka manfaatkanlah. Di sini mereka 
menggunakan strategi “tidak lantas menerima Pancasila sebagai 
dasar negara.” 

Kedua, di kalangan pendukung Pancasila di Konstituante 
sendiri masih terdapat perbedaan tafsir soal Pancasila, khususnya 
Sila Pertama. Ada yang menafsirkan secara panteistik, ada yang 
kejawen, bahkan sekularis. Malah kaum komunis menafsirkannya 
sebagai “hak beragama, tidak beragama, dan membuat propaganda 
anti agama.” Karena perbedaan tafsir inilah pihak Islam belum bisa 
menerima Pancasila. Mereka ingin kepastian bahwa yang dimaksud 
dalam Sila Pertama itu adalah agama, Tuhan. Mereka ingin 
ketuhanan itu menjadi sila utama sebagai panduan moral bagi sila- 
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sila lainnya. Karena itulah kalangan Islam di Konstituante 
menerapkan strategi “tidak lantas menerima Pancasila.” 

Nah, ketika Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 
1959, banyak sarjana yang menganggap itu sebagai kegagalan politik 
Islam. Kalau saya berbeda. Menurut saya justru dekrit itu menjadi 
keberhasilan politik Islam. Kenapa berhasil? Karena di dalam dekrit 
itu jelas tercantum Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 dan menjadi 
bagian tak terpisahkan dari konstitusi tersebut. Dengan kalimat ini 
jelas Sila Pertama Pancasila itu tidak bisa ditafsirkan secara 
sekularistik, panteistik, kejawen, komunis, atau yang lainnya. Dengan 
Dekrit itu mau tidak mau Sila Pertama Pancasila itu harus ditafsirkan 
secara Islam. Ini suatu keberhasilan, bukan kekalahan. Apalagi bila 
kita tengok jawaban perdana menteri Juanda atas pertanyaan 
Ahmad Sjaichu dari Partai NU di DPR tentang konsekuensi dari 
kalimat “Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945”. Dalam jawaban 
tertulisnya Juanda menyatakan bahwa dengan kalimat itu umat 
Islam berhak membuat peraturan-peraturan yang bersumber dari 
syariat Islam. Ini jelas keberhasilan, bukan kegagalan politik Islam. 

Berdasar Dekrit Presiden 5 Juli yang menyebut Piagam 
Jakarta menjiwai UUD 1945 dan jawaban PM Juanda tersebut, saya 
bisa menegaskan bahwa perundang-undangan atau peraturan- 
peraturan yang khas Islam itu sah dan konstitusional di Indonesia. 
Karena itu, perda-perda syariah itu legal-konstitusional dan tidak 
boleh dibatalkan oleh pemerintah pusat. Tapi sikap kita selama ini 
kan aneh. Di tingkat pusat ada undang-undang yang jelas bernuansa 
syariah seperti UU Haji, Produk Halal, Pesantren, Perbankan Syariah, 
dan lainnya. Bahkan negara bisa bebas menetapkan awal puasa dan 
lebaran. Namun di tingkat daerah justru perda-perda yang 
bersumber dan berwarna syariah dimusuhi. Menurut saya ini sikap 
yang sangat aneh." 
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KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN POLITIK BUYA HAMKA 
Oleh: Pradana Boy ZTF1 


Pemikiran Buya Hamka bagaikan samudera ilmu yang tiada 
batasnya. Hamka adalah sosok yang multitalent, dari ahli sastra 
hingga tafsir. Dalam sejarah Indonesia kontemporer, tokoh yang 
memiliki posisi mirip dengan Hamka adalah almarhum Prof. 
Kuntowijoyo. Bedanya adalah Pak Kunto bukanlah seorang 
agamawan layaknya Hamka. Dalam soal menulis, dari berbagai genre 
keduanya memiliki kesamaan. Pemikiran politik Hamka termuat 
dalam karyanya yang begitu luas, di sini saya memutuskan untuk 
memulai pemaparan tentang Hamka melalui buku beliau berjudul 
Revolusi Agama Menuju Negara. 

Seperti yang pernah diungkapkan oleh Budi Johan (Pusat 
Studi Buya Hamka, Uhamka Jakarta), Hamka memang memegang 
prinsip komunisme. Banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan 
adalah “Apakah komunisme merupakan ideologi terlarang atau 
tidak?”, karena komunisme sendiri secara kebahasaan sering 
dipahami sebagai community dan communalism yang memiliki arti 
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perasaan kebersamaan dan gotong royong, dan itulah Indonesia. 
Maka, seringkali ada kawan yang membagikan kesan ke saya 
“jangan-jangan memang yang menjadi terlarang di Indonesia adalah 
komunisme yang bergandengan dengan ateisme dan Marxisme, 
bukan komunisme sebagai sebuah semangat kehidupan.” Perihal 
sosialisme dalam arti komunalisme tadi, Soekarno pun berbicara 
perihal menyatunya Islam dengan komunisme. Bung Karno juga 
menyatakan bahwa dirinya adalah komunis yang berorientasi pada 
komunitas. 

Saya ingin membaca perihal pemikiran Hamka dari buku yang 
ditulis pada tahun 1946 tersebut dengan melihat 
kontekstualisasinya saat ini. Barangkali kita akan menemukan 
persamaan dalam waktu kurang lebih 70 tahun, dan ternyata tidak 
ada perbedaan yang signifikan dalam konteks isu politik yang 
dihadapi. Oleh karena itu, saya membagikannya menjadi dua 
konteks: 1. komentar Hamka terhadap dunia Islam dan masalah- 
masalah yang dihadapi: 2. khusus bicara tentang Indonesia. Nah ini 
menurut saya menarik, karena sepengetahuan saya perbincangan 
mengenai bagaimana Hamka melihat isu-isu dalam dunia Islam 
secara politik itu jarang muncul. Saya melihat politik bukan dalam 
arti politik praktis, tetapi lebih melihatnya sebagai politik 
kebangsaan dan mungkin lebih luas lagi adalah politik berdasarkan 
etika Islam. 

Dalam konteks dunia Islam secara umum, terdapat tiga 
masalah yang menurut saya ada dalam buku Revolusi Agama Menuju 
Negara, yaitu: (1) ekstremisme, (2) dialektika Islam dengan dunia 
Barat: dan (3) peran agamawan dalam politik. Dari ketiga isu 
tersebut sebenarnya tidak ada yang berubah hingga saat ini. 
Mungkin yang sedikit berubah adalah dari sisi geopolitik. Sebagai 
contoh, kita dapat melihat pada negara Iran yang mulai didekati oleh 
Amerika dan telah membuka diri dengan negara kekuatan ekonomi 
dunia, seperti China. Hamka juga berbicara perihal Iran sebagai 
sebuah negara yang konteksnya ternyata sama hingga saat ini, yakni 
sebuah negara yang, dalam bahasa beliau, dapat menghidupi dirinya 
sendiri dengan tidak menggantungkan kepada negara lain. Ini dibaca 
oleh Hamka dan dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang terjadi 
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di tempat lain, misalnya Turki. Yang mengherankan, analisis Hamka 
pada Turki terkait persoalan politik dalam negeri mereka ternyata 
kali ini dapat kita lihat bagaimana Turki telah mengalami “post- 
sekularisme”. 

Ketika saya mempelajari teori sekularisme, bila melihat 
sekularisme Turki ini bukanlah sekularisme dalam artian 
sesungguhnya. Hamka pun bicara demikian. Bila kita kembali pada 
teori politik tentang sekularisme, pada intinya teori ini membahas 
hubungan antara negara dan agama yang terpisah dan satu sama lain 
memiliki wilayah yang independen. Dalam konteks sekularisme 
Turki, maksud sekularisme yang dianut mereka adalah masuknya 
negara terlalu jauh ke dalam agama, sehingga istri pejabat publik 
pun tidak boleh berjilbab di tempat umum dan aturan tersebut telah 
ditiadakan pada masa Erdogan. 

Hamka menyatakan bahwa sebenarnya Kemalisme pada 
pertengahan 1940-an telah mengalami keretakan, kemudian 
masuklah nilai-nilai Islam yang berkembang di situ. Oleh karena itu, 
dalam konteks dengan esktremisme tadi, Hamka melihat dalam 
negara-negara Islam di manapun, misalnya Mesir dengan 
presidennya kala itu Raja Farouk, bahwa di setiap negara selalu ada 
satu kelompok yang selalu menentang pemerintah akibat 
pemerintah dianggap lamban dalam menangani aneka persoalan. 
Dari nadanya, beliau tidak menjelaskan itu adalah ekstremisme, 
namun dari cara beliau menjelaskan saya lalu menyimpulkan bahwa 
itulah ekstremisme. Nyatanya, isu ekstremisme tidak terjadi saat ini 
saja, karena sejak 1970-an lalu isu ini telah berkembang. 

Dalam buku tersebut, Hamka bicara perihal dialektika Islam 
dengan Barat. Menarik sekali karena hingga saat ini kita dapat 
menyaksikan bagaimana Barat selalu menjadi bahan perdebatan di 
dunia Islam. Seperti yang saya katakan, isunya mungkin secara inti 
sama, namun secara geopolitik mengalami pergeseran. Ini selalu 
menjadi isu yang penting di Indonesia, bagaimana negara di dunia 
Islam menempatkan hubungan dengan Barat, apakah hubungan itu 
ditempatkan dalam konteks yang antagonistik atau simbiotik. 

Dalam hal ini, saya pernah membuat penelitian yang 
membandingkan dengan doktrin yang dianut, termasuk doktrin 
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politik oleh kelompok Islamis (Islam formal). Mari kita sebut sebagai 
contoh Hizbut Tahrir dengan kelompok-kelompok Islam moderat. 
Salah satu hal yang saya tekankan adalah pada perbedaan sikap 
mereka terhadap Barat. Kelompok moderat melihat Barat dengan 
proposional, artinya terdapat dimensi-dimensi tertentu dari Barat 
yang dapat diambil dalam dunia Islam, dan terdapat dimensi- 
dimensi tertentu yang tidak dapat dilakukan. Dalam hal itu, Hamka 
pun berbicara dengan detail tentang yang bisa dan tidak dapat 
dilakukan. Sedangkan, kelompok Islam formalis yang mengusung 
formalisme Islam pada level negara itu yakin bahwa Barat itu totally 
enemy. Sehingga apapun yang dari Barat haruslah dimusuhi, tidak 
boleh diambil, dan justru harus jadi musuh yang dimusnahkan. Jadi, 
dialektika ini benar terjadi dan saya tertarik dengan buku ini 
meskipun hanya 190 halaman, “Kok buku yang ditulis 70 tahun lalu 
sangat relevan dengan yang kita lihat saat ini.” 

Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan dunia Islam. 
Hamka berbicara tentang peran agama dan agamawan dalam politik. 
Ini menarik karena dalam wajahnya yang baru di Indonesia, 
misalnya, muncul dalam konteks populisme Islam. Tetapi di dunia 
Islam global, Hamka hanya menyorot tentang Ikhwan. Jadi, Ikhwanul 
Muslimin di Mesir itu beliau anggap sebagai suatu kekuatan spiritual 
yang mampu menggerakan masyarakat Mesir untuk melawan 
kekuatan Barat (Perancis dan Inggris) agar dapat mampu keluar dari 
cengkraman kedua negara itu. Maka isu ini berhubungan dengan isu 
nasionalisme. Oleh karena itu, isu ini berhubungan dengan 
nasionalisme yang saya pernah baca di suatu versi, tapi menurut 
versi Hizbut Tahrir berbeda. Tetapi yang saya baca itu menyatakan 
bahwa kelahiran Hizbut Tahrir tidak bisa dipisahkan dari Ikhwanul 
Muslimin, karena pendiri Hizbut Tahrir, yakni Tagiyyuddin an- 
Nabhani merupakan anggota komandan Tanzim al-Jihad yang 
merupakan sayap militer Ikhwanul Muslimin. Lalu antara 
Tagiyyuddin an-Nabhani dan Hassan al-Banna terjadi pertentangan 
atau perselisihan tentang isu nasionalisme. Hassan al-Banna 
menyetujui gagasan nasionalisme Mesir, sedangkan Tagiyyuddin 
memandang gagasan nasionalisme itu tunduk di bawah ide Barat 
tentang negara. 


136 


Dalam konteks ini, yang menarik dari tulisan Hamka adalah di 
luar persoalan Ikhwanul Muslimin yang dinyatakan bahaya, ternyata 
ia memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan semangat 
nasionalisme Mesir. Sekali lagi, sejarah ini pernah saya baca dan 
ternyata ada bantahan bahwa tidak ada hubungan antara kedua 
tokoh itu dan kehadiran Hizbut Tahrir sama sekali tidak dipicu oleh 
perselisihan antara kedua tokoh tersebut menyangkut isu 
nasionalisme. Kontekstualisasi yang ingin saya sampaikan adalah, 
ternyata ekstremisme, dialektika Islam, dan posisi peran agama dan 
agamawan dalam politik adalah merupakan isu yang abadi, sehingga 
yang dipotret oleh Hamka pada 70 tahun lalu ternyata hingga saat ini 
kita masih menyaksikannya. 

Khusus kaitannya dengan Indonesia, terdapat beberapa hal 
yang menarik. Hamka menyatakan bahwa terdapat pertarungan 
empat ideologi besar pada zaman itu. Bila dikontekstualisasikan 
dengan zaman ini, karena beliau melihat bahwa negara-negara Islam 
tadi itu, betapapun mereka melakukan revolusi atas nama apapun, 
sesungguhnya yang diinginkan adalah jiwa Islam di dalam setiap 
negara. Hamka menyebut negara Lebanon sebagai contoh sebuah 
negara Arab dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen. 
Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa kaum Kristen di Lebanon 
juga turut memainkan peran dan memberikan kontribusi bagi 
kemerdekaan Lebanon dan bahkan membentuk satu negara yang 
bernama Lebanon yang bernegara Arab itu. Di situ, Hamka 
menyampaikan semangat politik, jiwa politik antara Islam dan Arab, 
karena basis dari falsafah Arab itu adalah Islam. 

Bagaimana dengan Indonesia? Bila di negara Arab tadi Islam 
menjadi bagian dari semangat jiwa mereka yang mendarah daging, 
maka dengan mengutip pernyataan Hamka perihal Islam di 
Indonesia, dengan bahasanya yang khas, yakni “Dengan terus terang 
harus ku nyatakan penglihatan mataku sendiri bahwa di Indonesia 
saat ini terjadi perebutan kedudukan di antara paham-paham besar, 
yakni Islamisme modern, nasionalisme dengan dasar filsafat 
pancasila, Komunisme dengan propagandanya yang keras dan 
teratur, dan Sosialisme”. Ini menarik sekali, karena Hamka memotret 
“melihat dengan mataku sendiri”, dalam bahasa sufi ini bermakna 
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Ainul Yagin, sebuah keyakinan yang terjadi karena melihat secara 
langsung. 

Hal yang menarik adalah kenapa Hamka menyimpulkan 
situasi Indonesia terjadi perebutan ideologi di antara empat itu, 
berbeda dengan negara dalam dunia Islam. Menurut Hamka, Turki 
sudah lebih dari 1000 tahun menjadi muslim. Untuk negara Arab 
tentu lebih awal. Indonesia sebelum menjadi negara muslim telah 
terdapat agama dan kepercayaan lain, sehingga memengaruhi 
internalisasi Islam dalam kehidupan termasuk dalam politik. 

Bila dibawa kepada analisis yang berbeda, M.C. Ricklefs 
pernah menulis triologi islamisasi di Indonesia. Salah satunya 
disebut sebagai mistik sinkretik yang dia sebutkan bahwa 
sebenarnya Islam di Indonesia itu sekulit ari, karena pada dasarnya 
di bawah lapisan kulit ari itu masih belum muslim. Sebenarnya dia 
menyinggung sebagian muslim di Indonesia itu adalah hasil analisis 
historis dan antropologis, yang ternyata Hamka membuat 
kesimpulan kurang lebih sama. Jadi, ada pertentangan di antara 
ideologi itu. Lalu, bagaimana kita melihatnya? Saya kira 
kontekstualisasinya adalah kelompok Islam modern tetap ada. Saya 
ingin sekali memperluasnya, tetapi dalam konteks hari ini mungkin 
kita sebut sebagai modern memang agak problematik, karena secara 
sosiologis para peneliti tentang Islam di Indonesia menyebutkan 
yang modern itu Muhammadiyah dan tradisional itu NU. Menurut 
saya batasan ini sudah mulai bias dan mencair. 

Saya ingin mengkontekstualisasi yang disebut oleh Hamka 
sebagai samudera pada tahun 1940-an, barangkali wujudnya saat ini 
adalah Islam moderat. Dalam hal ini, kita tidak dapat memungkiri 
bahwa Muhammadiyah dan NU adalah dua pemain dalam konteks 
Islam, pilar penting dalam Islam moderat di Indonesia. Sebenarnya 
bila kedua ini selesai, maka selesai. Dalam artian, persoalan 
moderasi keagamaan yang belakangan ini sering digaungkan. Akan 
tetapi yang tidak terekam pada zaman itu mungkin konteksnya 
berbeda adalah terdapat kelompok-kelompok yang tidak sabar 
dengan konteks negara ini yang berasal dari sebagian umat muslim. 
Ini kita bisa istilahkan sebagai populisme Islam. 
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Menurut Hamka, Indonesia tidak pernah berhenti melakukan 
pergulatan tentang aneka ideologi itu. Hanya saja menurut beliau 
terdapat kelompok-kelompok yang berbeda, seperti yang 
diungkapkan oleh Hamka: “Maka kulihat usaha itu tak pernah 
berhenti di Indonesia”. Jadi, usaha untuk selalu menjadikan Islam 
sebagai substansi adalah karena sebagaimana mengutip istilah 
“Islam di Indonesia masih sekulit ari.” Akan tetapi, terdapat 
kelompok yang berbeda dengan perhitungan yang rasional dengan 
dasar ilmu pengetahuan dan rencana yang teratur. Di bawah 
pimpinan orang yang lapang dada dan luas pikiran, bukan saja 
berjuang dalam lapangan politik, tetapi pun dalam lapangan 
pendidikan dan perubahan pikirannya. 

Menurut saya, cara Hamka merujuk kepada Islam modern 
dengan wujudnya saat ini adalah merujuk kepada Islam moderat: 
Pemimpinnya berhati lapang, mempunyai rencana teratur, 
mempunyai ilmu pengetahuan, dan bergerak di bidang pendidikan. 
Di sisi lain, terdapat kelompok yang menurut Hamka disebut sebagai 
kelompok yang tidak sabaran, yakni kelompok yang ingin hal apapun 
dapat terjadi seketika. Sangat menarik. Bacaan saya terhadap Hamka 
ternyata kontekstual betul. Memang terdapat perubahan-perubahan 
dalam konteks situasi, tetapi secara falsafah dan prinsip dasar itu 
luar biasa karena itulah yang kita lihat. Nah, saya ingin menyatakan 
kaitan kita perlu menampilkan Hamka untuk mereka yang meraih 
kepentingan kelompok dengan mengatasnamakan agama. Prototype 
ini dapat dieksplorasi secara jauh, sehingga menjadi pemikiran 
politik kebangsaan. 

Terakhir, terdapat analisis yang menyatakan Mr. Kasman 
Singodimedjo menyesal karena membujuk Ki Bagus Hadikusumo 
untuk menyetujui pancasila. Saya pikir-pikir benarkah tulisan ini? 
Atau tulisan itu terlalu tendensius dan ideologis karena dia telah 
menafsirkan segala sesuatu berdasarkan keinginan dan cara 
pandang ideologinya sendiri?. 

Soal Pancasila ini saya perlu mengutip pernyataan Buya 
Hamka di buku Dari Hati ke Hati, yaitu “mari kita pertahankan tauhid 
kita, Ketuhanan Yang Maha Esa kita, dan Pancasila kita”. Dalam hal 
ini terdapat poin yang berkaitan pada ketauhidan dan Pancasila. 
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Maknanya adalah Buya Hamka melihat Pancasila tidak bertentangan 
dengan tauhid. Kemudian di akhir terdapat penyataan yang sangat 
tegas yaitu, untuk mempertahankan Pancasila itu kuatkanlah 
Pancasila dengan iman dan agama. Kalau ada orang yang menolak 
Pancasila, berarti ia kafir sebab tidak percaya kepada Tuhan dan 
menurut agama kafir itu masuk neraka sehingga jangan main-main 
dengan Pancasila. Jadi, dari kutipan tersebut bisa dilihat mengenai 
Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama sehingga menjadi 
salah satu upaya menjadikan Islam sebagai substansi berbangsa dan 
negara melalui Pancasila dalam bidang politik, sosial, budaya, dan 
lain-lain.“ 
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ABDURRAHMAN SJIHAB, 
PENJAGA REPUBLIK DARI SUMATERA TIMUR 


Oleh: Ja'far! 


Studi tentang relasi ormas Islam terutama Nahdlatul Ulama 
(NU) dan Muhammadiyah dengan politik telah menarik minat 
sejumlah peneliti dari dalam negeri maupun luar negeri, dan 
akhirnya menghasilkan gugusan riset mengenai topik ini. Meskipun 
demikian, ruang penelitian mengenai topik ini masih terbuka luas 
mengingat belum semua ormas telah diteliti. Dalam konteks ini, Al 
Jam'iyatul Washliyah (selanjutnya disebut Al Washliyah) yang 
diresmikan di Medan pada 30 November 1930 termasuk ormas 
Islam yang masih terabaikan. Studi tentang gerakan politik Al 
Washliyah masih belum mendapatkan perhatian dari para peneliti 
sebagaimana juga masih terabainya kajian tentang peran politik para 
tokoh sentralnya seperti Abdurrahman Sjihab, M. Arsjad Th. Lubis, 
Adnan Lubis, Bahrum Jamil, Udin Sjamsuddin, atau Muhammad Ali 
Hanafiah Lubis. 

Meskipun tidak pernah menjadi partai politik sejak pertama 
sekali didirikan sampai saat ini, Al Washliyah setidaknya pernah 
menjadi anggota Partai Masjumi di era Orde Lama. Beberapa elit 


1 Dosen Pascasarjana IAIN Lhokseumawe 


141 


organisasi ini juga terlibat dalam pendirian Partai Muslimin 
Indonesia (Parmusi) dan juga pendukung setia Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) di era selanjutnya. Dengan peran dinamika 
seperti ini tentu sangat menarik mengkaji gerakan politik Al 
Washliyah di Indonesia, termasuk peran politik tokoh-tokohnya. Di 
sini penulis akan mengkaji profil Abdurrahman Sjihab sebagai salah 
seorang figur sentral Al Washliyah yang kemudian menjadi politisi 
Partai Masjumi dan di akhir hidupnya diamanahkan menjadi Ketua 
Majelis Syuro DPP Masjumi. 

Sejauh ini riwayat hidup Abdurrahman Sjihab telah diungkap 
dalam beberapa buku dan artikel (PB Al Djamijatul Washlijah, 1956, 
MUI Sumatera Utara, 1983: Ja'far, 2015, 2020). Secara khusus, akan 
dikaji gerakan pemimpin Al Washliyah ini dalam ranah politik 
kebangsaan dan ranah politik praktis. Dalam istilah KH. Sahal 
Mahfuz (2013), ranah pertama, yaitu politik kebangsaan, disebut 
dengan politik tingkat tinggi (high politics/siyasah “Aliyah samiyah) 
yang bisa terlihat dari “sikap proaktif dalam mempertahankan NKRI 
sebagai wujud final negara dan memberikan penyadaran tentang 
hak-hak dan kewajiban rakyat, melindungi dan membela rakyat dari 
perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.” Sedangkan 
ranah kedua disebut dengan politik kekuasaan yang lazim disebut 
politik tingkat rendah (low politics/siyasah safilah) dan menjadi porsi 
partai politik. Dari ranah pertama, akan diungkap gerakan 
Abdurrahman Sjihab dalam merebut dan mempertahankan 
kemerdekaan. Sedangkan dari ranah kedua akan diungkap 
partisipasi ulama ini dalam dunia politik praktis dan ini terlihat pada 
kenyataan bahwa ia bergabung dengan Partai Majlis Islam Tinggi 
(MIT) dan kemudian Partai Masjumi. Karena membahas tokoh masa 
lampau, studi ini adalah studi sejarah (historical research), 
khususnya sejarah individu (Kuntowijoyo 2013). 

Abdurrahman Sjihab dikenal sebagai ulama pemimpin. Itulah 
mengapa sebuah buku yang didedikasikan untuknya diberi judul 
Sang Ulama Pemimpin: Biografi Abdurrahman Sjihab yang terbit di 
Medan tahun 2021. Hal ini bukanlah sekadar kata-kata pemanis, 
melainkan didukung oleh pernyataan beberapa tokoh nasional. Buya 
Hamka pernah mengatakan “kalau panjanglah usia H.A. Rahman 
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Syihab itu, kaum Muslimin akan mempunyai ulama besar yang tulus 
ikhlas dan mengerti politik.” Mohammad Natsir juga pernah 
menegaskan bahwa Abdurrahman Sjihab adalah figur “yang alim 
dalam agama, khususnya hukum Islam.” Siradjuddin Abbas, 
pemimpin berpengaruh PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), juga 
pernah mengungkap dalam karyanya bahwa Abdurrahman Syihab 
adalah seorang ulama besar yang banyak berperan dalam 
membangun Islam dan menyiarkan agama Islam di Indonesia. 
Demikian juga Abubakar Aceh menyebutnya sebagai “ulama dan 
pemimpin kaliber besar.” Ungkapan empat tokoh tersebut 
merupakan suatu pengakuan terhadap keilmuan dan keulamaan 
Abdurrahman Sjihab. 

Abdurrahman Sjihab merupakan figur penting yang berasal 
dari etnis Mandailing. Ia lahir pada tahun 1910 di Kampung Paku, 
Galang (dulunya termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Serdang, 
sebuah kerajaan Melayu), dan merupakan anak dari pasangan H. 
Sjihabuddin bin Jamanggis dan Hj. Tupin binti Lebai Karim. H. 
Sjihabuddin bekerja sebagai seorang kadi di Kerajaan Serdang dan 
ditugaskan di Kampung Paku, Galang, Keresidenan Sumatera Timur. 
Dari segi nasab, terlihat bahwa Abdurrahman Sjihab berasal dari 
keluarga terdidik, religius dan pejabat agama, sekaligus menegaskan 
bahwa ia adalah ulama nasab karena lahir dalam keluarga yang ahli 
agama. 

Sebagai anak yang lahir dalam keluarga terpandang dari segi 
keagamaan, Abdurrahman Sjihab tentu diharapkan dapat 
meneruskan cita-cita ayahnya. Itulah mengapa ia mendapatkan 
pendidikan madrasah berbasis kitab kuning. Ia belajar dan 
menamatkan pelajarannya di Maktab Sairussulaiman di Simpangtiga 
Perbaungan (sekarang bagian dari Kabupaten Serdang Bedagai) 
pada tahun 1922. Ia juga belajar di sekolah Gubernement agar 
memperoleh pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu sains dan 
humaniora. Sebagaimana orientasi keilmuan keluarganya, ia 
meneruskan pendidikan agama di Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) 
untuk tingkat menengah ke atas (Gismul “Aly). MIT merupakan 
sebuah madrasah berbasis kitab kuning dengan mengutamakan 
metode hapalan. Semua guru madrasah ini menganut paham Kaum 
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Tua, dalam bidang fikih menganut mazhab Syafi'iyah, di bidang 
akidah menganut paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dan 
memperoleh pengetahuan keagamaan dari ulama-ulama di 
Haramain, di antaranya adalah Syekh Muhammad Yunus (murid 
Syekh Abdul @adir al-Mandili di Masjid al-Haram). 

Abdurrahman Sjihab dimungkinkan menyelesaikan pendidikan 
agama di MIT selama tiga tahun pada tahun 1925. Setelah itu, ia 
melanjutkan pelajaran agamanya di Madrasah al-Hasaniyah yang 
oleh Syekh Yusuf Ahmad Lubis disebut Sekolah Tinggi Islam. Guru 
utama madrasah ini adalah Syekh Hasan Ma'sum, figur terpenting 
dalam bidang keagamaan di Sumatera Timur sepanjang awal abad 
ke-20, yang pernah belajar dan menjadi murid Syekh Ahmad Khatib 
al-Minangkabawi saat di Mekkah. Di madrasah inilah kemudian 
Sjihab menelaah kitab-kitab terkemuka dalam tradisi Sunni terutama 
untuk bidang Tafsir, Hadis, Fikih, dan Ushul Fikih, yang akhirnya 
membentuk pandangan dunianya terutama mengenai politik dan 
negara. 

Selama musim haji tahun 1939/1940, Abdurrahman Sjihab 
yang saat itu berkesempatan untuk berhaji bersama istri dan 
anaknya juga sempat mengambil berkah dengan menemui dan 
belajar kepada sejumlah ulama. Di antara ulama yang ditemuinya 
adalah Syekh “Ali al-Maliki, Syekh “Umar Hamdan, Syekh Hasan 
Masysyath, Syekh Amin al-Kutubi dan Syekh M. 'Alawi (Sulaiman 
(ed.), 1956:394: Jamil, 1992: 231). Selain itu, ia juga menemui ulama- 
ulama yang menjadi guru di Madrasah Shaulatiyah yang dipimpin 
Syekh Rahmatullah al-Hindi dan Madrasah Dar al-“Ulum yang 
dipimpin oleh Syekh Muhammad Yasin Padang (Jamil, 1976:9). 
Sedikit banyak, interaksi intelektual antara dirinya dengan para 
ulama Mekkah, selain menambah koneksinya, juga semakin 
mematangkan keilmuannya. 

Sembari belajar di Madrasah al-Hasaniyah, Abdurrahman 
Sjihab juga ikut ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan anak 
bangsa di era penjajahan Belanda. Ia mendirikan sebuah madrasah 
di Medan pada tahun 1927, menjadi guru agama di MIT, dan 
mendirikan sekaligus memimpin perkumpulan pelajar MIT yang 
bertujuan debating club, khususnya mendiskusikan dan membahas 
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persoalan agama Islam dan sosial kemasyarakatan (Sulaiman (ed.), 
1956: 394). Perkumpulan pelajar ini kemudian menjelma menjadi 
sebuah organisasi Islam yang diberi nama oleh Syekh Muhammad 
Yunus dengan Al Jam'iyatul Washliyah (artinya: perhimpunan yang 
memperhubungkan dan mempertalikan) yang bertujuan untuk 
memajukan, mementingkan, dan menambah tersiarnya agama Islam. 
Abdurrahman Sjihab kemudian cukup lama memimpin Al Washliyah, 
sejak era kolonial sampai pasca kemerdekaan. 

Abdurrahman Sjihab merupakan tipikal ulama yang responsif 
terhadap perubahan sosial politik di Dunia Islam, khususnya 
Indonesia. Gerakan politiknya meliputi ranah politik kebangsaan 
maupun politik praktis. Dalam ranah politik kebangsaan, ia secara 
aktif merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik 
Indonesia dan berupaya secara maksimal untuk memenuhi dan 
membela hak-hak bangsa Indonesia. Gerakan politik kebangsaannya 
dimulai sejak era kolonial sampai pasca kemerdekaan. Dalam ranah 
politik praktis, ia melibatkan diri dalam pembentukan partai MIT 
(Majelis Islam Tinggi), kemudian menjadikan Al Washliyah sebagai 
anggota istimewa Partai Masjumi, bahkan ia menjadi Ketua Majelis 
Syuro partai Islam ini selain juga menjadi anggota DPRS dari Fraksi 
Masjumi. Gerakan politik praktisnya dimulai setelah Indonesia 
menjadi sebuah negara berdaulat. 

Gerakan politik kebangsaan Abdurrahman Sjihab mulai terlihat 
saat ia bersama sejumlah temannya mendirikan Al Washliyah. 
Setelah organisasi ini diresmikan pada tanggal 30 November 1930, ia 
sedemikian aktif mengurus organisasi baru ini terutama dalam hal 
rekruitmen kader penggerak organisasi selama dua tahun pertama 
organisasi ini berdiri. Saat diberi mandat untuk menjadi pemimpin 
Al Washliyah, terutama sejak 1 Juli 1933 (sebelumnya juga dipercaya 
menjadi Ketua organisasi ini sejak Desember 1931 sampai 30 Juli 
1932), ia relatif berhasil mendirikan dan menata amal usaha 
organisasi terutama dalam bidang pendidikan dan dakwah. Sampai 
tahun 1942, Al Washliyah mengelola 193 madrasah dan sekolah. 
Pada tahun 1945 sebanyak 122 lembaga pendidikan Al Washliyah 
rusak dan rubuh, dan hanya sebanyak 71 unit yang masih aktif. 
Semasa revolusi kemerdekaan, hampir semua madrasah dan sekolah 
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Al Washliyah ditutup. Al Washliyah kembali membangun madrasah 
dan sekolahnya dan pada 1956 mengelola 670 madrasah dan 
sekolah, meningkat jumlahnya menjadi 975 unit pada tahun 1959. 
Ini merupakan bukti nyata kepiawaian Abdurrahman Sjihab dalam 
mengelola Al Washliyah menjadi organisasi Islam terbesar di 
Sumatera Timur, sekaligus menunjukkan kiprahnya dalam 
mencerdaskan anak bangsa selama era kolonial sampai era 
kemerdekaan, terutama dalam memenuhi hak bangsa Indonesia 
meraih pendidikan yang layak. 

Abdurrahman Sjihab juga terbukti berhasil melakukan 
pembaruan dalam bidang pendidikan sembari mengembangkan 
tradisi intelektual Islam di Indonesia dan mengawal akidah umat. 
Beberapa contoh gerakan pembaruannya adalah mendirikan 
madrasah khusus perempuan dan memperbaiki sistem pendidikan 
Al Washliyah setelah mempelajari secara langsung sistem 
pendidikan pada madrasah-madrasah yang telah maju, baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri, khususnya di Mekkah (Saudi Arabia) 
dan Bukittinggi (Sumatera Barat, Indonesia). Dalam pengembangan 
tradisi intelektual Islam, ia bersama koleganya mengelola majalah 
Medan Islam dan Raudatul Muta'allimin, dua majalah yang cukup 
berpengaruh di masanya. Ia juga menulis buku keislaman dan artikel 
yang terbit di dua majalah yang dikelolanya itu. Ia juga tampil 
sebagai ulama yang mampu mengawal akidah umat, di antaranya 
saat ia mendirikan dan menjadi pemimpin Komite Pemberantas 
Ptikad Ahmadiyah al-Gadiyany sejak tanggal 10 Nopember 1935. 
Contoh-contoh di atas juga semakin menunjukkan bahwa 
Abdurrahman Sjihab cukup aktif melejitkan potensi bangsa 
Indonesia dalam bidang pendidikan dan dakwah demi meningkatkan 
kualitas anak bangsa yang menjadi prasyarat untuk meraih dan 
mampu mengisi kemerdekaan kelak. 

Abdurrahman Sjihab juga sedemikian aktif menggalang dan 
menggerakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat lokal 
(Sumatera Timur) maupun di tingkat nasional yang tentunya 
memungkinkan bangsa Indonesia kelak dapat bersatu padu untuk 
mengusir penjajah dari Nusantara. Di tingkat lokal, ia tampil sebagai 
pemimpin utama dari kelompok Islam dalam menghadapi pihak 
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Jepang terutama saat para sultan di Sumatera Timur kehilangan 
keberanian dan tidak mampu melindungi rakyatnya. Sebagai 
pemimpin umat, ia menginisiasi sebuah organisasi yang bernama 
Persatuan Ulama Sumatera Timur (PUST) dan juga Pusat Pimpinan 
Islam Sumatera Timur dengan tujuan untuk menyatukan kekuatan 
para ulama (dari kalangan Al Washliyah, Muhammadiyah, dan Al- 
Ittihadiyah) dalam menghadapi persoalan agama dan bangsa selama 
era penjajahan Jepang. 

Di tingkat nasional, ia sebagai pemimpin Al Washliyah yang 
telah menjadi organisasi Islam terbesar di Sumatera Timur 
berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasional terutama saat menghadiri 
Kongres III Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) di Solo pada tanggal 7 
- 8 Juli 1941. Selama di Jawa, ia berdiskusi dengan para ulama dari 
berbagai organisasi Islam, di antaranya K.H. Abdul Wahid Hasyim, 
K.H. Abdul Wahab, Abikusno Tjokrosujoso, Sjahbuddin Latif, dan 
Mohammad Natsir. Abdurrahman Sjihab relatif berhasil membawa 
Al Washliyah ke forum nasional sekaligus membuat ia menjadi figur 
yang memiliki jaringan luar, dan semua ini menjadi modal besar 
untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelak. 

Gerakan politik kebangsaan Abdurrahman Sjihab semakin 
nyata tatkala ia sebagai pemimpin utama Al Washliyah mendukung 
isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara tegas ia 
menyatakan bahwa “dalam zaman Indonesia merdeka sesudah 
proklamasi 17 Agustus 1945, adalah soal mempertahankan Indonesia 
merdeka menjadi soal yang sepenting-pentingnya.” Dengan 
keyakinannya bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan suatu 
kenikmatan dan kemuliaan bagi bangsa Indonesia, ia kemudian 
menggerakan sumber daya manusia organisasi untuk ikut 
mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Republik 
Indonesia. 

Berita kemerdekaan Indonesia memang sedikit terlambat 
masuk ke Kota Medan, tetapi setelah kabar itu sampai ke Medan 
pada 9 Oktober 1945, segera Abdurrahman Sjihab atas nama 
Pengurus Besar Al Washliyah mengirimkan pesan kepada Presiden 
Soekarno di Jakarta bahwa “Al Jam'iyatul Washliyah turut 
mempertahankan Republik Indonesia.” Ia juga sengaja mengadakan 
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rapat khusus Al Washliyah dan menjadikan masalah kemerdekaan 
sebagai agenda tunggal. Rapat khusus ini diadakan di Medan pada 
tanggal 27 - 28 Oktober 1945 dan dihadiri oleh seluruh pengurus Al 
Washliyah mulai dari level Pengurus Besar sampai Pengurus 
Ranting, serta pengurus organisasi bagian. Di antara keputusan rapat 
khusus tersebut adalah mengirimkan pesan yang ditujukan kepada 
Presiden Republik Indonesia bahwa “...di atas nama 50.000 keluarga, 
Al Jam'iyatul Washliyah menghendaki kemerdekaan 10095...” Rapat 
khusus juga mewajibkan seluruh konstituen Al Washliyah untuk 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta secara sukarela mau 
berkorban menurut kemampuan masing-masing untuk perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan. Ia juga membawa agenda 
mempertahankan kemerdekaan dalam Kongres V Al Jam'iyatul 
Washliyah di Pematangsiantar, 30 Nopember - 2 Desember 1945 di 
mana ia mendorong Madjlis Al Fatwa Al Washliyah untuk 
mengeluarkan — fatwa tentang hukum mempertahankan 
kemerdekaan. Isi fatwa itu adalah (1) wajib atas tiap-tiap umat Islam 
di Indonesia menolak kedatangan orang-orang Belanda dan 
pembantu-pembantunya yang hendak berkuasa di Indonesia, dan (2) 
orang-orang Islam yang mati dalam pertempuran menolak orang 
Belanda dan pembantu-pembantunya itu, dan matinya disebabkan 
pertempuran tersebut dengan niat menegakkan agama Islam 
dihukumkan syahid ff sabilillah. Kongres juga memutuskan untuk 
membentuk Majelis Pertahanan Kemerdekaan Al Jam'iyatul 
Washliyah. Abdurrahman Sjihab sangat berhasil 
mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dan mampu menggerakan 
sumber daya manusia Al Washliyah demi mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. 

Politik kebangsaan Abdurrahman Sjihab juga terlihat tatkala ia 
menolak keberadaan Negara Sumatera Timur (NST). Ia sebagai 
pemimpin Al Washliyah menilai bahwa NST adalah negara boneka 
buatan Belanda, sekaligus menginisiasi dan mendukung secara 
maksimal gerakan pembubaran negara boneka buatan Belanda itu. 
Dalam kongres Al Washliyah VII di Medan, 11-14 April 1950, ia 
berhasil mendorong Al Washliyah mengeluarkan keputusan penting 
bahwa Al Washliyah menuntut supaya NST segera dibubarkan dan 
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seluruh Sumatera Timur dikembalikan kepada Republik Indonesia 
sembari menegaskan bahwa kaum Muslim tidak boleh menghalangi 
pengembalian Sumatera Timur kepada Republik Indonesia. Upaya 
membubarkan NST juga dilakukan dengan mengawal pelaksanaan 
Kongres Rakyat Sumatera Timur di mana ia menjadi Wakil Ketua II 
Panitia Pusat, Ketua Fraksi Agama Islam, dan Ketua Seksi Agama. 
Kongres ini bertujuan untuk mengambil pendapat rakyat tentang 
keberadaan NST, dan menghasilkan tiga resolusi di antaranya adalah 
menuntut kepada pemerintah pusat segera menghapus Negara 
Sumatera Timur. Ia kemudian menjadi anggota Badan Penasihat 
Panitia Persiapan Negara Kesatuan Sumatera Timur (PPNKST). 
Panitia ini dibentuk dengan tujuan mempersiapkan NST masuk 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa fakta ini 
menunjukkan bahwa Abdurrahman Sjihab begitu setia terhadap isi 
teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak mau bekerjasama 
dengan negara boneka buatan Belanda, dan secara aktif mendukung 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Setelah sukses menjadi pemimpin organisasi besar bernama Al 
Washliyah dan agen pemersatu kekuatan Islam di pentas lokal 
(seperti Al Washliyah, Muhammadiyah, dan Al-Ittihadiyah, tiga 
ormas Islam terbesar dan berpengaruh di Sumatera Timur sejak 
sebelum era kemerdekaan), Abdurrahman Sjihab mulai bergerak 
dalam ranah politik praktis di mana ia mulai melibatkan diri dalam 
masalah partai politik, negara, dan pemerintahan. Keterlibatannya 
dalam partai politik berawal dari kehadirannya dalam Kongres Islam 
Sumatera yang diadakan di Bukittinggi, 6-9 Desember 1945, dan 
salah satu keputusan strategis dari kongres tersebut adalah Majlis 
Islam Tinggi (MIT) menjadi sebuah partai politik Islam. Ia sendiri 
merupakan anggota Pengurus Besar MIT dan Ketua Pimpinan 
Daerah MIT Sumatera Timur. Sebagai elit MIT di Sumatera Timur, ia 
kemudian mendirikan cabang-cabang Partai MIT. Belakangan, ia 
bersama para pengurus MIT menyadari bahwa partai mereka tidak 
bisa menjadi partai yang kuat dan kemudian memutuskan untuk 
bergabung dengan Partai Masjumi. Meski tidak berusia lama, Partai 
MIT merupakan partai pertama yang didukung oleh Abdurrahman 
Sjihab. 
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Abdurrahman Sjihab pada awal Maret 1946 sudah menjadi 
bagian terpenting dari Partai Masjumi di kawasan Sumatera. Ia juga 
termasuk dalam jajaran Dewan Pimpinan Masjumi Sumatera. Ia, 
ungkap Anthony Reid (2014), menjadi Ketua Partai Masjumi Cabang 
Sumatera Timur. Al Washliyah saat dipimpin Abdurrahman Sjihab, 
menurut informasi Deliar Noer (1987), kemudian juga memutuskan 
untuk menjadi anggota istimewa Partai Masjumi setelah hubungan 
Yogyakarta dan Sumatera telah pulih pada tahun 1947. 
Keberadaannya di partai ini kemudian semakin diperhitungkan, 
barangkali karena fakta bahwa ia adalah pemimpin sebuah ormas 
Islam terbesar di Sumatera Timur dengan jumlah pengikut yang 
besar. Pada tahun 1949, di saat ia berusia 39 tahun, ia menjadi 
anggota Dewan Pimpinan Pusat Masjumi di Jakarta. Selanjutnya, 
dalam Muktamar V Masjumi pada tahun 1951, ia ditunjuk sebagai 
anggota Dewan Organisasi DPP Masjumi. Saat berusia 42 tahun 
Sjihab diamanahkan sebagai Ketua Majelis Syuro DPP Masjumi hasil 
Muktamar Masjumi VI tahun 1952. Hal ini kemudian diberitakan 
dalam Suara Partai Masjumi tahun VIII No. 3, Maret 1953, dengan 
judul “Memperkenalkan: Haji Abdurrahman Sjihab, Ketua Majelis 
Syura.” Posisi strategis ini kemudian dijabat oleh KH. Ahmad Azhary 
sesuai keputusan Muktamar Masjumi VII yang diadakan di Surabaya, 
23-27 Desember 1954. Pada muktamar terakhir ini, kondisi 
kesehatan Abdurrahman Sjihab sudah mulai melemah. 

Abdurrahman Sjihab juga sudah aktif sebagai anggota legislatif 
setelah Indonesia merdeka. Ia menjadi anggota DPR Sumatera Utara 
dan anggota eksekutif DPR Sumatera Timur sejak tahun 1945 sampai 
tahun 1948. Ini berawal ketika ia menjadi anggota eksekutif Komite 
Nasional Indonesia (KNI) Daerah Sumatera Timur pada tanggal 3 
November 1945, dan KNI ini kemudian berubah menjadi Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggotanya berasal dari utusan 
berbagai partai politik dan organisasi. Setelah itu, ia mendapatkan 
amanah sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 
pada tahun 1947, dua tahun setelah lembaga ini dibentuk. Tugas 
KNIP adalah melaksanakan tugas legislatif. Saat itu, ia baru berusia 
37 tahun. Ia pernah menghadiri sidang pleno anggota KNIP di 
Yogyakarta, 7 - 12 Desember 1949 untuk meratifikasi persetujuan 
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Konferensi Meja Bundar (KMB). Puncaknya, Abdurrahman Sjihab 
dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 
(DPRS) dari Fraksi Masjumi pada tanggal 24 Maret 1954 dengan 
nomor anggota 185. Ia menggantikan posisi S. Prawoto Sudibjo. Ia 
dipercaya sebagai anggota Seksi E yang tugas utamanya adalah 
mengurus masalah pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, agama, 
dan kesehatan. Tetapi, ia hanya setahun menjabat sebagai anggota 
DPRS. Saat itu, selain sebagai anggota parlemen, Abdurrahman 
Sjihab juga masih aktif sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Al 
Washliyah dan Ketua Majelis Syuro DPP Masjumi. 

Sejak era kolonial sampai era kemerdekaan, energi 
Abdurrahman Sjihab banyak dihabiskan untuk mengurus Al 
Washliyah sebagai organisasi Islam terbesar di Sumatera Utara 
sekaligus menjadi salah satu pemimpin politik paling berpengaruh di 
pentas lokal bahkan nasional. Inilah yang kemudian akhirnya 
membuat tubuhnya kelelahan dan akhirnya ia jatuh sakit. Pasca 
Kongres Guru-guru Al Washliyah yang berlangsung pada tanggal 11- 
13 September 1954, ia mendapat serangan sakit parah. Setelah 
merasa sedikit sehat, ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta demi 
menunaikan tugas negara, tetapi akhirnya, atas nasihat teman- 
temannya, ia kembali ke Medan pada awal Desember 1954 karena 
kondisi kesehatannya yang sebenarnya masih belum pulih. Ia sempat 
dirawat di rumahnya, tetapi kemudian ia minta dibawa dan dirawat 
di rumah sakit. Selama dirawat, ia hanya bisa minum susu selain 
obat-obatan. Tubuh dan tenaganya semakin lama semakin melemah, 
dan akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya di Medan pada 
hari Senin tanggal 7 Februari 1955 pukul 06.00 WIB. Kala itu ia 
masih mengemban amanah sebagai anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Sementara (DPRS) dan sebelumnya (sampai akhir tahun 
1954) ia masih menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro DPP Masjumi. 
la dimakamkan di halaman Masjid Jami' Petisah di Kota Medan, 
Sumatera Utara, Indonesia. Usianya masih cukup muda saat itu, 45 
tahun, tetapi telah berdedikasi secara maksimal untuk kemajuan 
agama, bangsa dan negaranya. 

Studi di atas menunjukkan bahwa gerakan politik 
Abdurrahman Sjihab dimulai sejak era kolonial Belanda sampai akhir 
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hidupnya. Sebelum era kemerdekaan, ia cenderung mengedepankan 
politik kebangsaan, dan Al Washliyah menjadi saluran 
terpentingnya. Ia mengadakan gerakan pendidikan dan dakwah 
dalam rangka memenuhi hak-hak rakyat Indonesia untuk 
mendapatkan pendidikan. Ia sebagai pemimpin umat kala itu secara 
aktif menggerakkan potensi Al Washliyah yang telah menjadi 
organisasi Islam terbesar di Sumatera Timur untuk 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dukungan moril dan 
materil terus diupayakan Al Washliyah demi mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. 

Pasca kemerdekaan, ia mulai sibuk dengan masalah politik 
praktis dimana ia turut mengisiniasi Majelis Islam Tinggi (MIT) 
menjadi partai politik Islam, meskipun kemudian ia bergabung dan 
menjadi pimpinan Partai Masjumi di tingkat lokal. Kompetensi dan 
pengaruhnya juga berhasil mengantarkannya menjadi anggota DPP 
Masjumi, anggota Dewan Organisasi DPP Masjumi, dan Ketua Majelis 
Syuro DPP Masjumi. Sebagai salah seorang pemimpin yang paling 
berpengaruh di Sumatera Timur, ia kemudian diberi amanah sebagai 
anggota legislatif, diawali sebagai anggota DPR Sumatera Utara dan 
anggota eksekutif DPR Sumatera Timur, anggota KNIP dan anggota 
DPRS dari Fraksi Masjumi. Politik kebangsaan juga tetap 
dijalankannya dan Al Washliyah tetap menjadi saluran 
terpentingnya. Studi tentang gerakan politik Abdurrahman Sjihab 
memang belum pernah dibahas para peneliti secara mendalam, 
padahal ia adalah termasuk tokoh terpenting sebelum sampai 
sesudah era kemerdekaan. Pemikiran politiknya juga belum 
tersentuh dan tentu saja sangat menarik dikaji. Hal ini sekaligus 
menunjukkan bahwa masih banyak politisi Muslim terpenting di era 
awal kemerdekaan yang belum mendapatkan sentuhan akademik 
dari para peneliti.““ 
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Lembaga Penelitian 
Pendidikan dan Penerangan 
Ebkonomi dan Sosial 


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 


SULTAN AMAI 


GORONTALO - INDONESIA 


Kontribusi umat Islam dalam sejarah kebangsaan kita, tentu saja tidak dapat 
dilepaskan dari para tokoh yang menyembul di dalamnya. Tokoh-tokoh itulah 
yang menggerakkan melalui ragam motivasi dan persuasi masing-masing, apakah 
itu terkait dengan kemerdekaan bangsa, mempertahankan kemerdekaan, atau 
bagaimana umat Islam turut serta dan berkontribusi dalam pembangunan 
bangsa. Keumatan dan kebangsaan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang 
sama. Para tokoh yang dibahas dalam buku ini, yang kebetulan semua dari ranah 
ketokohan klasik sejarah bangsa, ialah para religius nasionalis, yang tak 
diragukan lagi. Perkembangan nasionalisme keindonesiaan, bagaimanapun tak 
dapat dilepaskan dari spirit keislaman yang disembulkan oleh para tokoh Islam 
pada masanya. 

Para tokoh umat ialah pemandu, kelompok referensi utama umat Islam di 
Indonesia. Baik dalam gagasan maupun penyikapan masalah-masalah bangsa, 
para tokoh umat ialah rujukan utama umat. Karena itulah memeriksa kembali 
gagasan-gagasan para tokoh umat, selain moralitas pribadi dan sosial dan 
kepolitikan mereka sebagaimana diulas dalam buku ini, menjadi sangat penting, 
terutama bagi generasi masa kini yang dimanjakan keserba-instanan teknologi 
digital. Dari biografi para tokoh umat maka akan terbaca proses perjuangan 
mereka, semuanya penuh dengan gagasan dan ikhtiar yang sungguh-sungguh 
untuk mewujudkan kemajuan umat dan bangsa. 
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